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Nama 
NPM 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

: R.M.Aminulloh 
: 0706308710 
: Kajian llmu Kepolisian 
: Manajemen Pengamanan Unit Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Hukum dan HAM 

Tesis ini membahas manajemen pengamanan Departemen Hokum dan Ham 
terhadap salah satu unit eselon satu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perhatian utama 
tesis ini menyangkut Pelaksanaan manajemen pengamanan yang menitikberatkan pada 
kewenangan Bagian Keamanan Departemen Hukum dan Ham dalam pelaksanaan 
pengamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki lokasi yang berbeda. 
Seperti diketahui suatu pelaksanaan pengamanan yang baik memiliki keterkaitan antara 
manajemen, somber daya manusia, anggaran yang tersedia serta sarana dan prasarana 
sebagai materialnya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, untuk 
mengungk:ap dan menjelaskan terjadinya proses-proses yang berlangsung mengenai perilaku 
dan aturan I pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan BPHN 
Depkumham. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penga.matan atau observas~ 
wawancara dan kajian dokumen. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diungkap bahwa manajemen 
pengamanan di BPHN dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan dengan segala konsekwensi 
bahwa segala kebijakan dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dan pengerahan sumber 
daya yang ditentukan dan dikendalikan merupakan kewenangan pimpinan pengelola petugas 
keamanan yang berada pada Bagian Penga.manan Biro Umum Sekretariat Jenderal di 
Depkumham Kuningan Jakarta Selat:an, hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan 
yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan itu sendiri, baik pelaksanaan pengamanan maupun 
terhadap petugas keamanannya. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan masih 
terjadinya gangguan kea.manan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh sebab itu 
diperlukan kewenangan yang terintegrasi pada lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
serta perlunya peningkatan pengelolaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh 
Bagian Pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap unit-unit eselon satu sebagai 
pengguna petugas keamanan. 

vii Universitas Indonesia 

Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



ABSTRACT 

This thesis discusses the security management of the Department of Law and 
Human Rights RI toward a first echelon unit named National Law Development 
Agency (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)). The main concern of this 
thesis is the security management implementation that focuses on the authority of 
the Department of Law and Human Rights's Security Section in the implementation 
of sqfoguards in the BPHN which is located in a different location. As we all know a 
good security implementation has a link between management, human resources, the 
available budget and facilities as the material. 

This study used a qualitative approach and case study methods, to uncover 
and explain the processes that take place on the behaviors and rules I guidelines 
used in the implementation of BPHN's security management. Techniques of data 
collection are carried out through observation, interviews and document review. 

The research findings reveals that the security management in BPHN 
conducted by Security Section with the consequences that all policies and 
implementation of management functions and resource mobilization which is 
determined and controlled belongs to the authority of security personnel manager at 
the Bureau of Public Security Section of the Secretariat General of Department of 
Law and Human Rights Rl in South Jakarta. It results in weak supervision by the 
Security section, both on the implementation of security and safety officers. Weak 
supervision results in a security disturbance which stiU occurs in BP HN. Therefore 
it reqUires an integrated authority an the scope of the National Law Development 
Agency, and it needs to increase the ·security management by the Security Section 
of Department of Law and Human Rights towards the echelon units as a user of the 
security officer. 
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1.1. Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Fenomena kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya 

suatu kehidupan yang aman, 

lingkungannya. Hal tersebut 

tentram dan tidak ingin ada gangguan dalam 

dikarenakan gangguan 

mempengaruhi bahkan merusak tatanan kehidupan 

sekecil apapun dapat 

bermasyarakat. Badan 

Pembinaan Hukam Nasional sebagai salah satu unit eselon satu di Departemen 

Hukum dan HAM, sangat memperbatikan perlindungan keamanan bagi pegawai 

dalam melaksanakan kegiatannya Adanya beberapa gangguan l::eamanan yang 

teljadi selalu diupayakan agar tidak terjadi lagi. Meskipun gangguan tersebut sulit 

untuk dlhilargkan, ruunun keberadaan petugas keamaran setidaknya dspat 

menakar jumlah adarya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dilrutip dati 

Reksodiputro (1994:2) bahwa kejahatan itu suatu g~ala normal di dalarn setil!p 

masyarakat yang bercirikan helerngenitas dan peakemhangar sosial dan 

karenannya tidak mungkin dimusuah hahiskan. Keamanan mernpakan salah satu 

filktor yang sargllt penting dalam menciptakan kondisi kondusif agar 

instansi/perusahaar dspat meneapai tingkat produktifitas yang optimal. 

Rasa aman yang di timbulkan oleh kondisi lingkungar yang aman dapat 

menimbulkan ketenangan dan kenyamanan yang dapat mendorong semangat kerja 

pegawai. Dengan kondisi lingkungar yang tidak arnan pegawai merasa tidak 

memiliki kenyamanan. Keadaan seperti ini hila dibiarkan akan menggangn 

pegawai yang pada akhirnya dalam melaksanakan pekerjaan menjadi tidak 

maksimal. Dalam kehidupan bennasyarakat sulitnya harapau suatu masyarakst 

akan koudisi keamanan saat ini dilatarbelakangi oleh himpitan keadsan ekonomi 

yang cukup sulit yang dialami banyak warga masyarakat yang tidsk dapat 

mendapat kesempatan yang halal untuk memperoleh tujuan materialistik. 

Akibatnya mereka cendcrung mencari jalan pimas memi!ih beutek pelanggaaran 

hukum (Nitibaskara,200 I: !06). Selain itu hanyaknya arus urbanisasi yang teljadi 

saal ini didalarn masyarakst membuat suatu wilayah akar mengalami 

partambehan penduduk yang lidak seimhang. Menurut Reksodiputro 
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ketidaksiapan kota menampung dan menurunnya primary social control 

membuat para pendatang ini melakuk:an aksi potong kompas dengan cara yang 

tidak sah dalam mempertahankan hidupnya 

Ancaman dan gangguan kejahatan di suatu lingkungan pada tingkat awal 

dapat tumbuh berupa ketidaktertiban atau pelanggaran hukum kecil-kecilan 

(Kelling & Coles, 1998:x). Ketertiban dalam suatu masyarakat merupakan 

suasana tertib dan ketertiban dimaknal sebagai suatu keadaan yang menimbulkan 

kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan 

masyarakat seluruhnya, tertib adalah ketemturan yaitu situasi dimana segala 

sesuatu berjalan teratur(Abdussalam,2009:79). Ketertiban dalarn suatu masyarakat 

harus dikembangkan melalui kerjasama antara petugas keamanan dan masyarakat 

itu sendiri untuk menangkal kejahatan yang akan timbul dalarn masyarakat itu 

sendiri. 

Baik buruknya lingkungan memberikan dampak pada manusia yang berada 

dilingkungan tersebut. Dasar lingkungan yang aman tergantung pada konsep 

keamanan yang dibuat oleh organisasi melalui manajemen yang mengelola 

lingkungan tersebut. Menurut Fayol dalam Thoha(2007:15) bahwa semua 

organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut: 

a. aspek-aspek tehulk dan komersial dari kegiatan pembelian 

b. kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

pennintaan dan pengendalian kapital 

c. unit-unit keamanan dan perlindungan 

d. fungsi perhitungan 

e. fungsi administrasi dari perencanaan organisasi, pengarahan, koordinasi 

dan pengendalian. 

Sub sistem keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

organisasi. Dalam menjaga stabilitas keamanan instansi, bagian pengamanan 

menjadi bagian bagi terlaksananya kondisi aman dilingkungan organisasi. Untuk 

menunjang tugas pengamanan dalam organisasi dengan baik, tentunya manajemen 

pengarnanan itu sendiripun harus baik. Menurut lrsan (2009) konsep pengarnanan 

yang baik: tergantung dari manajemen, anggaran, petugas keamanan serta 

peralatan. Setelah empat unsur tersebut sudah sesuai yang kita harapkan pimpinan 
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keamanan dapat mengenali kemampuan petugas keamanan, bentuk bentuk 

ancaman serta mengenali peralatan dimiliki. Profesionalisme pimpinan dalam 

bagian pengamanan sangatlah penting. Pimpinan pengamanan yang biasa disebut 

manajer sekuriti merupakan profesi yang menuntut pengetahuan, kemampuan, 

sikap dan prilaku yang berbeda dengan manajer bidang Jainnya. Dalam 

menjalankan tugasnya pimpinan pengamanan harus dapat mengenali wilayah 

yang menjadi tugas pengamanannya. Hal ini agar pimpinan tersebut dapat 

mengantisipasi segala ancaman dan gangguan yang akan mempengaruhi kondisi 

keamanan Jingkungarmya. Menurut Djarnin (2005:260) manajer seknriti, barus 

peka terhadap keadaan lingkungan wilayah tugasnya ( internal dan external 

environment): 

a Internal Environment termasuk keadaan serikat pekerja, hubungan 

industrial serta kerawanan karena nilai dan sifat mesin-mesin, bahan 

baku dan barang ataujasa yang dihasilkan pernsahaan. 

b. External Environment tergantung dari lokasi perusahaan serta keadaan 

politik, ekonomi sosial budaya, terutama dari masyarakat yang Jangsung 

berada dilingkungan Juar perusahaan. Hubuugan baik dengan masyarakat 

lingkungan perusahaan barus dijaga dan dipelihara. 

Pelaksanaan pengamanan yang baik seperti telah dijelaskan dibutuhkan 

manajemen yang baik:. Adanya manajemen pengamanan, diupayakan sebagai 

antisipasi satuan pengamanan dalam menghadapi perbuatan atau keadaan yang 

dinilai akan menirnbulkan kerawanan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian R1 

No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, 

Perusahaan dan/atau Instausi/Lembaga Pemerintab bahwa : 

"' Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah 
bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur 
organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan 
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, 
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangk:a 
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna 
mewujudkan lingkungan yang aman,efisien dan produktif" 

Dengan mengacu pada manajemen pengamanan yang telah ditentukan 

sebagai staudar oleh Kepolisian Republik Indonesia, gejala atau penyebab 
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kerawarnm di Badan Pemhinllliil Hukum Nasional dapat dikendallkan dan diawasi 

agar tidak menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian jiwa. Meskipun 

dalam prinsip pangamanan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan 

dilaksanakan oleh instansi, kesadaran pada masalah keamanan juga barus terns 

bertumbnb di lingkungan pegawai maupun Petugas Kearuanan Badan Pembinaan 

Hukum Nasional. Dalam suatu kehidupau masyarakat keberadaau petugas 

keamanan telah diakul dan mendapat kepercayaau dari masyarakat lues. Adanya 

petugas keamanan di lingkungan Depkumbam juga merupakan kebutuhan sebagai 

pembina kearnanan dan ketertiban urnum padalingkungan kerja. 

Dalam rangka membantu Polri menggalakan partisipasi masyarakat dibidang 

keamauan dan ketertiban masyarakst, perlu ditumbnbkembangkau upaya 

masyarakat dalarn mewujudkan kearnauau sehingga lahir kekuatan kearnanan 

swaksrsa di lingkungan kerja. Adauya petugas keamanan swaksrsa dalarn bal ini 

merupakan sebagai pangganti tugas kepelisian terbatas di bidang pengamanan. 

Menumt Meliala (2001:112) dekontruksi peran atau pengaliban peran polisi 

kurnng lebih sama teljadi dengau meningketnya penggunaan jasa pangarnauau 

non polisi serta merode-metude pengamauan diri maupun lingkungan yang samt 

teknologi. Mulai dari penggunaau jasa satuan peil.garnauau (secure parking), 

hingga perusahaau pengarnauau (securicor) maupun perusabanu polacak 

(pinker/on). 

Menurut Oestrom dalam Bayley (1998:170) dalam mengatasi masalah 

kearnauan Polisi tidak dapat memecahkan sendlri masalah kejahatan dalam 

masyarakaL Mereka membntnbkan bantuan masyarakat untuk memberi 

peringatan ealon penjahat, memberitahu mereke teljadinya kejahatan dan 

kernungkinan leljadinya kejahatau, serta memberi informasi yang akan membawa 

ke panaugkapan dan pengbukuman panjahat. Pencegaban kejahatau bukan suatu 

layanan yang diberikan kepada masyarakat, tugas ini juga merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan masyarakaL Masyarakat barns menjadi mitra dalam 

mewujudkan kearnanan masyarakaL 

Menurut Djarnin ( 2VV5:262) ada dua model penyadiaau dan panggunaan 

tenaga Petugas Kearnanan yang dikenal di masyarakat yaitu Proprietary or In­

House Security dan Contract Security Services. Untuk bentuk Contract Security 
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Services hal ini tidak dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Menurut 

basil wawancara yang d.ilakukan bentuk ini cukup membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Departemen Hukum dan Ham saat ini memiliki bentuk Proprietary or In­

House Security. Bentuk ini sudah ada sejak tahnn 1985 hingga saat ini. 

Kewenangan pelaksanaan pengamanan ditetapkan dalam Keputusan Menteri 

dalam Organisasi dan Tatalaksana Departemen Hukum dan HAM. Sistem. 

Pengamanan yang ada di lingkup Departemen d.ilaksanakan oleh Bagian 

Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal. Diberapkan penyed.iaan tenaga 

petugas keamanan berupa In-House Security memiliki lebih banyak manfuat yang 

didapat. Dengan memiliki petugas keamanan sendiri maka knalitas tetjemin, 

loyalitas tinggi karena pengawasan akan lebih efektif. Namnn terdapat beberapa 

kendala dalam sistem ini antara lain pada perbedaan lokasi. Unit BPHN yang 

berbeda lokasi dengan Sekretariat Jenderal menjad.i salah satu kendala sulitnya 

pengawasan temadap Petugas Keamanan oleh Bagian Pengamanan d.i Biro Umum 

Sekretariat Jenderal di Kuningan Jakarte Selatan. Selain itu loyalitas petugas 

keamanan terbedap pimpinan di BPHN dirasa kareng karena bukan atasan 

langsung peniJal kegialan pengamanan. Akibetnya sebegai pengguna petugas 

keamanan, pimpinan d.i BPHN tidak memiliki kele!uasaan dalam menentukan 

kebijakan peegamanan. 

Keinginan pimpinan melakuk.an efisiensi da1am manajemen organisasi 

adalah hal yang l1l.tlll"ah seperti juga yang terjadi dalam organisasi Departemen 

Hukum dan HAM. Setiep organisasi mutlak perlu memegang prinsip efisiensi. 

Secara sederhana prin.sip efisiensi peda dasamya berarti menghindari segala 

bentuk pemborosan. Mengingat kenyataan bahwa kemampuan suatu organisasi 

mengadakan dan memiliki sarana dan prasarana kerja yang biasa disebut sebagai 

sumber dana dan daya yang d.iperlukan guna menjalankan roda organisasi selalu 

terbatas, padeha! tujuan yang ingin dicapal tidak terbatas. Maka tidak ada 

pembenaran untuk: membiarkan pemborosan te:rjadi. Pengalaman dari berbagai 

organisasi menunjukan jelas bahwa faktor penyebeb terjadinya inefisiensi, 

misalnya pemborosan yang d.itimbulkan karena perilaku yang bersifat 

clisfungsional dari para anggota organisasi dan karena ketidaksesuaian 
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pengetahuan dan ketrampilan para pelaku dalam menggunakan dan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang Ielah dimiliki itu. 

Beiituk pengelolaan pengamanan yang ada pada saat ini dapat dikatakan 

merupakan salah satu upaya organisasi Depkumham dalam e:fisiensi anggaran. 

Pengelolaan pengamanan tersebut dilaksanakan setelah tidak berlakunya 

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08.PR.07.10 Tahun 1983. Kegiatan 

pengamanan dilakukan dan dikoordinasikan oleh bagian pengamanan di 

Sekretariat Jenderal. Namun pada pelaksanaan di lapangan hal ini sulit 

penerapannya, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Bagian 

Pengamanan di Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Umum mengakibatkan 

Petugas Keamanan tidak maksimal. Mereka bekelja tanpa didasarkan pada 

inisiatif kerja sesuai prosedur tetap pengamanan. Selain itu rendahnya loyalitas 

satuan pengamanan terhadap pimpinan di Badan Pembinaan Hukum Nasional 

menjadi dilema tersendiri. Anggapan bahwa penilaian kegiatan mereka dilakukan 

oleh pimpinan di Sekretariat Jenderal sangat kuat sekali. Padahal sebenamya 

dalam birokrasi pegawai negeri sipil terdapat jenjang kepangkatan dan jenjang 

jabatan yang harus dihonnati oleh bawahannya. 

Dalam suatu organisasi birokrasi seharusnya suatu prosedur dipatuhi adalah 

otoritas dan rasa tanggung jawab yang dipunyai oleh para pejabatnya Identifikasi 

menurut Weber mengenai sumber-sumber otoritas tersebut sebagai berikut : 

a. Otoritas yang rasional dan sah, hal ini diciptakan oleh tingkat dan posisi 

yang dipegang oleh seseorang pejabat didalam suatu hierarki. 

b. Otoritas yang tradisional, ini diciptakan oleh ke1as-ke1as dalam masyarakat 

dan juga oleh ad at kebiasaan. 

c. Otoritas yang kbarismatik, ditimbulkan oleh potensi kepribadian dari 

pejabat. 

Menurut Weber birokrasi itu dibangun dari otoritas yang tradisionai dan 

sah ( Thoha,2007:14). Suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat 

dibedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang 

penting dikemukakan sebagai berikut: 

a. adanya spesialisasi, atau pembagian kerja 

b. adanya hierarki yang berkembang 
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c. adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan atumn-aturan 

d. adany-.t hubungan-hubungan kelompok yang bersifirt impersonalitas. 

e. Adanya promosi dan jabatan yang berdasarkan atas kecakapan 

Oleh sebab itu loyalitas yang ditunjukan oleh petugas ini seharusnya dapat 

dirubah pandangan mereka terhadap pegawai dan pimpinan di Badon Pembinaan 

Hukum Nasional. Perubahan pandangan tidal:. dapat dijalankan tanpa dukungan 

manajemen daJam organisasi. 

Dari beberopa hasil observasi dan wawancarn yang telah dilaku.kan, 

terungkap bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan kinerja pengamanan 

dipersyaratkan adanya kriteria tertentu antara lain :(1) Dibutuhkan manajemen 

handal untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada;(2) Pembinaan 

pada petugas kearnanan dalam rangka peningkatan keahlian dan pmfesionalisme 

petugas kearnanan merupakan hal penting;(3) Pembinaan tersebut dilalrukan 

roeialui pengawasan yang intensif oleh atasan kepada bawahannya. secara terns 

menerus;(4) Dibutuhkan anggatan yang memadai l..lil.tuk mendukung semua 

kegiatan pemhinaan. 

Pennasalahan anggaran pada suatu organisasi sebenamya sudah menjadi 

hal yang sering diutarakan. Kebutuhan anggaran yang cukup sangat menunjang 

terlaksananya tujuan yang akan dicapai. Perlunya strategi dalam efisiensi 

penggunaan anggaran diperlukan dalam menutupi suatu pelaksanaan pengamanan 

yang sesuni standar prosedur yang ada. Dalam hal anggaran sebagai organisasi 

pemerintah, Depkumham tentunya memiliki anggaran pangamanan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Namun rincian kebutuhan yang ada dirasa karang dan 

rnasih jauh dari keperluan yang dibutuhkan. Hal ini dapat dirnaklumi karena 

kegiatan pengamanan yang ada di departemen merupakan kegiatan penunjang, 

sehingga setiap kali pengajuan mengenai penambahan anggaran pengamanan 

hanya menjadi kendala klasik yang tidak pemah selesai. 

Untuk melihat lebih jauh kondala dalam manajemen keamanan ini, maka 

dilalrukan penelitian diharapkan akan memberi gambarnn bagi pemccahan 

masalah pengamanan kadepan yang akan dilakukan di Bagian Pengamanan 

Departemen Hukum dan HAM kbususnya Badan Pembinaan Hakum Nasional. 

Selain itu penelitian yang akan dilalrukan juga diharapkan dapat memperbaiki 
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kinelja manajemen pengamanan dalam menghadapi ancaman dan gangguan di 

lingkungan BPHN. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belal<ang tersebut diatas, mal<a permasalaban utarna yang 

akan diteliti penulis adalab manajernen pengamanan di Depkumham kbususnya di 

unit BPHN, untuk menghindari gangguan dan ancaman keamanan agar 

lerciptanya kondisi lingkungan yang aman. Untuk memfokuskan rnasalab 

tersebut pertanyaan penelitian adalab sebagai berikut : 

a. Bagaimana pelal<sanaan manajemen pengamaaan yang dilakukan oleh 

baglan pengamanan Biro Umum terhadap BPHN ? 

b, Kendala apa saja yang di hadapi manajemen pengamanan? 

c. Penyempumaan apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi 

lingkungan yang aman ? 

1.3 Metodologi 

Dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

meoC<Jba meneljemabkan pandangan-pandangan dasar interpretif dan 

fenomenologis (Poerwandari,2007:42). Pendekatan kualitatif menghasilkan dan 

dapat mengolab data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, catatan 

lapaogan, gamhar, foto dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif memiliki sasaran 

pada pela-pela yang berlaku dan merupakan kebiasaan atau prinsip yang secara 

umum barus menggunal<an budaya yang bersangkatan sebagai kerangka 

acuannya. Penggnnaan kebudayaan lain atau kerangka aeuan lain al<an memiliki 

makua menurut kebudayaan lain sebingga hal itu menjadi tidal< obyektif. 

Kebudayaan tersebut mencalrup pada permasalaban sosial pada manusiannya. Hal 

terkait menurut Creswell (2003:1) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai 

sebuab proses penyelidikan untuk memaharni masalab soslai atau masalah 

manusia, berdasarkan pada panciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan infonnan secara terpcrinci dan disusun 

dalarn sebuab Ia tar alamiab. Untuk memabami funomena ten tang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian seperti perila1:u, persepai, motivasi, tindakan dan lain-lain 
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secara perspektifholistik hams didapat data mengenai pola-pola yang ada, sesuai 

dengan sasaran atau masalah penelitian melalui infonnasi yang selengkap dan 

sedalam mungkin mengenai gejala-gejala yang ada dalam pengelolaan 

pengamW!an. 

Melalui penelitian kualitatif dilakukan analisa terbadap hubungen antara 

prinsip-prlnsip umum dengan gejala lB.innya dengan menggunakan kebiasaan atau 

budaya kelompok yang bersangkutan (Depkwnham) sebagai sabuab kesatuan 

yaog menyelurub. Dalam pelaksanaan penelitian, penellti juga melakukan 

pengamatan terlillat dengan kegiatan penyelenggaraan sekuriti kbususnya sekuriti 

fisik. Dalam seknriti fisik petugas keamanan melakukan kegialan perlindungen 

manusia dan aset-aset kantor agar terhindar dad kerugian atau kehU1:111gan. 

Adapun metode yang digunakan adalah metode studi kasus, menurut 

Suparlan (1994:8) dengan menggunakan metode ini peneliti barns bidup diantara 

mereka yang ditelitinya untuk jangku waktu yang relatif cukap untuk peneliti 

tersebut dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya agar dia 

dapat mengemlamgkun kepekaannya dalam beapikir, merasakan, dan 

menginterprestasikan basil-basil pengematannya dengan menggunukan konsep­

konsep yang ada dalam pemikiran, pernsaan-perasaan1 dan ni!ai-nilai dari yang 

diteHtinya.. 

1.3.1 Cora PeDgBmpulan Data 

PeneJiti me!akukan pengumpu!an data melalui wawancara berpedoman. 

pengamatan, mendengarken dan me"""'kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh subyek yang diteliti. l'engamatan atau obserwsi berpedoman pada kategori 

dan kelas atau tingkat gejala yang diamati, dapat dikumpulkan data yang lengkap 

berkenaan dengan g<tiala-g<tialo, tindakan atau perisriwa dan kaitannya satu 

dengan yang iain yang mempunyaf makna bagi penefidan ini. Menurut Peursen 

(1989:20) dalam kegiatan observasi peneliti me!upekan yang sudab diketahui, 

seakan-ak:an suatu gejala diamati dengan mala baru, tanpa prasangke. Selain 

observasi dilakukan juga lamtuk wawOilCI!nl yang dilakukan tidak berstruktur 

(wawaneare mendalam serta wawaneara sambil lalu) dengan menggunukan 

pedoman wawancara.. 
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Data merupakan basil akhir yang didapat setelah melalui pengamatan dan 

wawancara. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas kearnanan yang 

. dianggap mengetahui banyak informasi serta wawaneara mendalam dengao key 

informan dari pihak pegawai BPHN. Data yang dilcampulkan tersebut terbagi dua 

bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meneakup observasi dan 

partisipasi responden untnk mengetahui kegiatan yaog dilakakan petugas 

keamanan. Data sekunder mencakup infurmasi manjemen sekuriti dan prosedur 

kerja dalam bentnk dokemen-dokemen yang tersedia di bagian pengamanan dan 

atau didapat dari basil pcnelitian, serta literatur tertulis Iainnya seperti surat kabar, 

majalah, artikel buku makalab dll. 

Menurut Reksodiputro (2009) klasi:fikasinya data dapat digambarkan : 

Gambar 1.1 Klasifikasi Data 

[DATA I •· 
·.~· 

' 

A PRIME':f<. OAT 
(E I .. L _ OATA :Se::i<UNDS:R l -· 

MPIRIS) (OAHAN PUSl"AKA) 

/:. ,· ' \. •' 

. · .. · 
BAHAN PRIMER' . """"'" TEBS!EB] 

Uu;F"P. E!f':o'S,Ii<_,LOP:EO!A., ·, 

F'.r~J~~~ ,KAMUS - . ·: _ . · 

- - -. -- ·- - .: . - - ,-. . 

' 
' 

. .,..,. . . __ _: 
-_BAHAN 

SEKHNOER 
a·UK:u. ·· 

MI'KALA.H. 
'JI.:JRNAL 

' 

Beberapa contoh data sekunder yang digunakan daban menunjang kajian 

penelitian keamanan ini antara lain : 

a. Undang-undang No 43 Tabun 1999 tentang Perubaban Atas UU No 8 

Tahun !974 tentang Pokok-Pokok Kepcgawaian. Pasal 31 Ayat (!) 

b. Undaog-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kapolisian Negara 

Republik Indonesia 

c. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil Bab II Pasal2 Kewajiban dan Larangan 

d. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No.M.o!-UM.05JO Tabun 2006 

Tentang Prosedur Tetap Strntegi Pencegaban Ganggnan Keamanan Pada 

Departemen Hukum & HAM Rl 

e. Peraturan Menteri Hukum & HAM Rl No : M.03-Pr.07.10 Tahnn 2007 

Tentang O!J!anisasi dan Tata Kerja 
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f. Peraturan Kapolri No 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen 

Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi!Lembaga 

Pemerintah 

Sebelum melakukan penelitian peneliti terlebih dabulu mengbubungi dan 

meminta ijin untuk melakukan penelitian kepada pejabat formal dilingkungan 

BPHN terkait dengan penelitian ini antara lain Sekretaris Badan Pembinaan 

Hukum Nasional, Kopala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Kopala 

Sub Bagian Rumah Tangga. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan 

menyeluruh sementara peneliti selalu berusaha menunjukan pribadi sebagai 

pegawai yang sarna-sama bekerja di Depkwnham. Dengan pemahaman seperti ini 

para subyek dapat memberikan informasi secara bebas dan terbuka dan peneliti 

berusaha berbuat netral dan obyektif, tidak: melakukan kegiatan yang sifatnya 

investigasi atau provokasi tidak menghakimi atau mempermasalahkan dan tidak: 

memberi penilaian maupun mencari kesalahan serta memberikan pembenaran. 

Kegiatan penelitian ini diharapkan tidak menggangu kegiatan pegawai di 

lingkungan BPHN. 

Untuk mengetahui kondisi internal dan koordinasi yang terbentuk diantara 

petugas keamanan dan pegawai peneliti memilih beberapa key informan dari 

pihak petugas keamanan maupun dari pegawai BPHN. Dari pegawai BPHN 

peneliti memilih beberapa pegawai yang pemah disangka atau terkait beberapa 

kasus keaman.an, serta individu-individu yang memiliki keterkaitan dalam 

kegiatan pengamanan antara lain beberapa pegawai yang melakukan kegiatan 

pike! harian. 

1.3.2. Tahapan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap agar diperoleh 

alur yang tepat dalam menjelaskan basil temuan yang akan ditunjukan. Menurut 

Reksodiputro (2009) kajian penelitian dilakukan dengan mengetahui Jatar 

belak:ang untuk mengetahui masalah yang akan diteliti sehinga didapat 

kesimpulan akhir dan saran pelaksanaan tugas · pengamanan kepada instansi agar 

lebih baik di masa yang akan datang. 
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Gombar 1.2. Bagan Alur Penelitian (Reksodiputro 2009) 

I LA TAR BELAKANG 

.JUOUL 
• • t 
' . . ' . ' ' . . 
' ' ' 1 /I PERNYATAAN 

r----:MA.,..,..:S-A-LA.._H---,1 \ 

,..., P-.E:-R:::T:-:A-:-NY::-:-:A-:A-:-N:--, 

Tahapan-tahapan penelitian tersebut hila dijelaskan adalah : 

a. Masalah penelitian didofinisikan 

-------~ ---------
: SOSIO 1 ' LmAL : 

' ' ' : EMPIRIS 1 ! UOP.fAATIF , .. ___ ---· ________ ... 

v 
/1 METODOLOGI 

/ 1 
I DATA 

ANA LISA 

MESIMPLLAN 

b. Masalah penelitian diungkapkan I dinyatakan dalam kaitannya 

dengan sesuatu kerangka teori penelitian dan berkaitan dengan 

penernuan-penemuan yang Ielah ada dari basil-basil penelitian 

laiunya I sebelumnya 

c. Sebuahlsejumlah hlpotesis yang berkaitan dengan masalah penelitian 

d. Prosedur pengumpulan data ditentukan 

e. Data dikumpulkan dengan tehnik -telmik penelitian yang Ielah 

disebutkan dan prosedur penelitian 

f. Data dianalisis untuk menentukan apakah hlpotesis tersebut telah 

ditentukan itu dibenarkau lditerima/ditolak 

g. Kesimpulan-kesimpulan dari kajian-kajianlpenelitian yeng dilakukan 

dihubungkan dengan kerangka teori semula yang dignnakan yang 

dapat mengbasilkan sesuatu perubahan dari teori yang dignnakan 

tersebut setelah diperbandingkan dan dianalisis dengan basil-basil 

penemuan dari penelitian tersebut. 
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Penelitian yang Ielah dilakukan untuk mendukung kajian ini adalah : 

a. Menyampaikan surat permobonan ijin penelitian kepada Kepala Biro 

Umum, Bagian Pengamanan dan Kepaia Sub Bagian Pengamanan 

Lingknngan dan lnstalasi untuk dapat melakukan penelitian di 

Departemen Hukum dan HAM Rl kbosusnya di Badan Pembinaan 

Hukum Nasional. 

b. Memperi<enalkan diri kepeda jajaran pengamanan di Departemen 

Hukum dan Ham Rl bahwd peneliti adalah seorang mahasiswa dari 

Program Studi Kajian llmu Kepolisian Program Pascasrujana 

Universitas Indonesia. Peneliti bermaksud me1aksanakan penelitian 

tentang manajemen keamanan di Departemen Hukum dan HAM Rl 

khususnya di Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

c. Melakukan pengamatan secara umum lingknngan Badan Pembinaan 

Hukum Nasional meliputi kegiatan Pegawai Petugas Pengamanan, 

Pegawai Petugas Pengamanan, pedagang kaki lima. pegawai teknisi. 

teknisi rekanan BPHN, Petugas Kebersihan (Office Boy), tamu 

perpustakaan dan pedagang keliling yang masuk untuk mendapatkon 

gambaran awal penelitian. 

d. Mencari dan menetapkan informan kunci yang dapat memandu dan 

membuka jalan bagi peneliti untuk dapat berhubungan dengan 

subyek penelitian, serta dapat memberikan informasi mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan keamauan di lingknngan Badan 

Pembinaan Hukum Nasional. Informan kunci tersebut antara lain : 

I. Kepaia Biro Umum Se1jen Depkumham 

2. Sekretaris BPHN 

3. KepaJa Bagian Pengamanan Biro Umum Setjen Depkumham 

4. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat 

BPHN 

5. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretarlat BPHN 

6. Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan Jnstalasi 

Biro Umum Setjen Depkumham 

13 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



7. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Jalur Informasi Biro 

Umum Setjen Depkumbam 

8. E, Pegawai Senior Petugas Keamanan 

9. X, Y Petugas Teknisi BPHN 

10. A, Pegawai BPHN 

II. Z , Pedagang 

e. Membuat catatan lapangan mengenai informasi dan gejala yang 

ditemui, baik dari basil pengamatan, pengamatan terlibat dan 

wawancara rnaupun dari penelitian dokumen untuk membantu 

peneliti dalam melakukan pengecekan ulang atas informasi yang 

didapatkan agar informasi dan data tersebut akurat. 

f. Melakukan wawancara berpedoman pada informan dan pejabat 

formal terkait serta menjalin komunikasi yang baik sehingga polisi 

mendapat informasi yang dibutuhkan 

I. Petugas keamanan 

2. Pegawai BPHN 

3. Petugas kebersihan 

4. Pedagang 

g. Melakukan pemotretan terhadap kegiatan yang dilakukan petugas 

keamanan, pegawai BPHN, pedagang keliling, petugas kebersihan 

dan pedagang kaki lima 

h. Membuat laporan basil penelitian dengan metode pendekatam 

kualitatif 

1. Menyusun basil penelitian dalam bentuk tesis 
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1.4. Tujuan PeneUiian 

Penelitian ini memp1n1yai tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan keperoayaan kepada instrmsi Depkumbam sebagai 

pelaksana tugas pemerintah di bidang hukum melalui pelaksanaan 

manajemen pengamanan yang baik dalam mngka melayani 

masyarnkat, meimdllllgi aset negam maupun kenyamanan pegawai 

yang hekerja didalamnya. 

b. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan yang akan di hadapi 

manajemen pengamanan. 

c. Melakukan penyempurnnan kegiatan pelaksanaan pengamanan 

melalui rnanajernen pengamanan untuk mengantisipasi gangguan 

keamanan kedepan di Deplmmham khususnya Badan Pembinaan 

Hukum Nasional. 

1.5 Kegunaan Penentian 

Hasil penelitian dibarapkan dapat menjadi : 

a Masukan bagi pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam 

melakukan manajemen pengamanan fisik terutama dalam menghadapi 

gangguan ancaman keamanan seperti kriminalitas, kebakaran alan 

ancaman born sehingga terealisasinya visi dan misi Badan Pembinaan 

Hukum Nasional 

b. Acuan bagi instansi lain dalam melakukan pengamanan ditengah 

berbagai ancaman dan tantangan pihak manajemen keamanan dalam 

menyikapi dinamika perubaban sosial masyarakat yang cenderung sulit 

diprediksL 

c. Rekomendasi bagi Polri dalarn wujud pelayanan dan pembinaan 

terbadap tugas kamtibmas di instansillembaga pemerintah 
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1.6. Sistemalika Penulisan 

Kajian ini ditulis dalam enam bab, yaitu: 

Bab pertama Pendabuluan, berisi tentang Jatar belakang, permasalahan. 

metode penelitian, tujuan penulisan, sistematika penulisan. 

Bab kedua Kerangka teori, menguraikan tentang kerangka konseptual, 

yang dipakai untuk untuk menganalisis masalab unsur pokok, yaitu 

penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan. 

Bab ketiga Temuan Penelitian, menguraikan tentang gambaran umurn 

organlsasi Depkumham yang meneakup bagian pengamanan serta cara 

penyelenggaman manajemen penamanan yang dilakukan terhadap Badan 

Pembinaan Hukum Nasional 

Bab keempat Gambarnn Umum, menjelaskan mengenai gambaran urnurn 

lokasi penelitian dan Bagian Pengamanan di Depkumham. 

Bah kelima Ana1isa, menjelaskan pemb.ahasan mengenai kegjatan 

pengamanan yang disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan terkait 

mengenai manajemen pengarnanan 

Bab keenam Kesimpulan dan Saran, dirumuskan berdasarkan temuan 

penelitian dan analisa dari bab sebelumnya, dan menunjukan babwa kujian ini 

menggunakan prinsip manajemen keamanan yang ditujukan untuk membuat rasa 

arnan, tertib dan nyaman bagi seluruh pegawai Badan Pembinaan Hukum 

Nasional dalarn melakukan aktifitasnya. Selain itu bab ini juga berisi saran yang 

sebaikuya dilakukan manjemen pengarnanan dalarn hal ini petugas pegawai 

keamanan dalarn melaksanakan tugasnya agar lebih baik di masa yang akan 

datang. 
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BAB2 

KERANGKA TEORI 

Sebagai dasar untuk menganalisa pelllllLSlllahan yang dibahas pada 

penelitian, penulis dalam bah ini menjelaskan kerangka teori yang berkaitan 

dengan rnan~emen pengamanan dalam menyelenggarnkan sistem pengamanan di 

Departemen Hulrum dan Ham khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

2.1 Kerangka Teori 

Secara naluriah manusia ingin merasa aman) bahwa pemahaman keamanan 

atau ,.... aman yang hakiki itu ada!ah apabila orang bisa tectata, karena rertata Jalu 

melahirkan suasana tentram (Kunarto:2000). Dalam suasana tentram itulah 

manusia/masyarakat lalu dapet giat melaksanukan kerta atau berknrya dan hanya 

melalui berkarya itulah manusla dapet raharja. Intinya rasa aman itu adalah 

terwujudnya kondisi tata -tentram-karta- raharja 

Suatu keadaan atau kondisi dinyatakan aman jika keadaan atau kondisi itu 

menggambarkan dan menjarnin adanya bebas dari bahaya. behas dari rasa takul; 

behas dari keragu-raguan dan ketidak pastian. Bahkan tidak dimilikinya 

kesempatan untuk meraib pelmmg bagi pengembangan diri atau usahanya. dapat 

menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak merasa aman, tidak merasa 

tenang atau kurang bahagia 

Mengenai paham dan pandangan tersebut diatas tata tenteram karta raharja 

juga merupakan pula konsepsi Kepolisian Republik Indonesia tentang keamanan • 

dimana disebutkan bahwa: 

Arti 'aman" mengandung 4 (empat) unsur pokok yakni : 

a. security adalah perasaan behas dari ganggunn baik fisik maupun psikis 

b. surety : adalab pernsaan behas dari kekwawatiran 

e. safety : adalah perasaan bebas dari resiko 

d. peace : adalah pernsaan damai lahiriah dan batlriniah 
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Adanya keempat unsur ini menimbulkan kegairnhan ke!ja dan okhimya 

tercapainya kesejahteraan masyamk:at materill dan spirituil. (Kelana, 1994:35). 

Menurut Alder:son, "a/ran terdapat satu bentuk yang paling mumi dim ana seluruh 

unsur dalam satu masyarakat. baik resmi maupun tidak resmi a/ran 

mengkansepsikan tentang kebaikan bersama dan soling menjalin untuk 

menciptakan iklim sosial diJn lingkungan yang kandusif untuk ketertiban yang 

ideal dan kebahagiaan bagi seluruh orang yang hidup di diJ/amnya"(Ba!dwin & 

Kinsey, 2002: 270). 

Sementam hal yang sama juga diungkapkan Chyrisnanda dalam Suparlan 

(2004:8) bahwa keamanan masyamk:at merupakan suasa!ll! yang menciptakan 

pada individu manusia dan masyarlmt pernsaan-perasaan sehagai berikut : 

a. Pernsaan bebas dJlri ganggum baik fiaik maupun psikis. 

b. Adanya rasa lrepasfum dan rnsa bebas dari kekbawatinm, keragu-ragum 
dan ketakutan. 

c. Pernsaan dilindungi dari segala macam bahaya 

d. Perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah. 

Dalam Pasal I butir 5 UU No 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keamanan 

dan ketertiban masyamkat merupakan kondisi diruunis masyamk:at sebagai salah 

satu pras)'ltrat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleb leljaminnya keamanan, ketertiban, 

dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan pntensi dan kekuatan masyamkat 

dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 

hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyamkat. 

Rasa aman merupakan satu kebutuban dasar yang harus dimiliki oleh 

manusia. Maslow mengemukakan bahwa setiap orang mempunyai hierarkhi 

kebutuhan. Setiap orang memberi prioritas kepada suatu kebutuban sampei 

kebutuban itu dapat terpenuhl. Jika sesuatu kebutuban sudah terpenuhi, maka 

yang kedua akan memegang peranan. Rasa aman rnenurut A H Maslow 

merupakan kebutuban kedua se!elah kehutuban fisik, dan hal ini terma.suk 

18 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



kebutuhan dasar. Terdapat 5 Oima) tingkat kebutuhan manusia menurut AH 

Maslow yaitu : 

a. Physiological Needs (Kebutuhan fisiologisldasar/pokok), kebutuban 

badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasan seksual; 

b. Safety Needs (Kebutuhan akan rasa aman), meliputi baik kebutuban 

akan keamananjiwa IlllUlpun kebutuban akan keamanan harta; 

c. SocioVAjfiliation Needs (Kebutuhan untuk bersosialisasi) meliputi 

kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan 

perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan m!1ju atau berprestasi 

dan kebutuban akan perasaan ikut serta (sense of participation); 

d. Esteem Needs (Kebutuhan harga din} kebutuhan akan pengbargaan 

berupa kebutuhan akan diri dan pandangan baik dari orang lain; 

e. Self-actualization Needs ( kebutuban aktualisasi diri), kebutuhan akan 

kepuasan diri yaitu kebutuhan mengeoai nilai dan kepuasan yang 

didapat dari pekorjaan . 

Pendapat Maslow menilai bahwa tingkah lalru atau tindakan masing­

masing individu pada sua!u saat tertentu, biasanya ditentukan oleh kebutuhannya 

yang paling mendesak. Oleh karena itu setiap pemimpin yang ingin memotivasi 

bawahannya perlu memahami hierarkhi kebutuban masing-masing pagawainya. 

Kebutuban tiap individu beroeda dan kebutuhan pekerja dapat berubah sesuai 

dengan wak!u dan pemenuban yang telah dilakukan. 

Banyak fhlctor atau penyebab yang dapat diarnati sebagai sumber dari 

kemungldnan teljadinya gangguan atau ancaman terhadap keamanan. Untuk suatu 

organisasi atau badan usaha, faktor-fuktor, gejala atau penyebah itu pada 

mnumnya dikelompokan sebagai fuktor internal dan external. Faktor-tilktor, 

gejala ataupuu penyebab internal, selalu berkaitan dengan faktor manusia dengan 

keterbatasan kemampuan dan kelalalaian yang ditimbulkan dapat menyebabkan 

torjadinya perouatan-perbuatan atau tindakan-tindakan bahkan keadaan-keadaan 

atau kondisi~kondisi yang dinilai mengandung kerawanan-kerawanan. 

Sedernikian komplek dan rumitnya sumber-sumber yang menyebabkan 

kerawanan tersebu~ maka kemitraan serta keterlibatan manajemen didalam 
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mengamati, meodalami dan menyiapkan konsep-konsep pencegahan dan 

penangkalan kerawanan-kerawanan itu menjadi sangat penting. Dalam pada itu 

manajemen atau mengelola keamanan di suatu insta.nsi pada hakekatnya 

mencakup tenta.ng bagaimana memanajemeni atau mengelola perbuatan-perbuatan 

ataupun keadaan yang dinilai rawan itu. Sehingga gejala-gejala ataupun 

penyebab-penyebabnya bisa dikendalikan, dikontrol dan tidak menimbulkan 

kerugian pada perusaban ataupun teljadiuya korban Giwa,barta, kehormatan) 

diantara pegawai. Beketjanya suatu sistem manajemen keamanan di dalam suatu 

insta.nsi seperti tersedianya kebijaksanaan pengamanan yang tepat, prosedur dan 

tala cara keljanya yang tertib, pengawasan dan efektifitasuya, tersedianya program 

pendidikan dan pelatiban dan Jaio-Jaio adalah penting. Sekaligus memungkiokan 

sistem manajemen itu dapat mencegah terjadinya penyebab kerawanan. Ini berarti 

adanya otonomi atau kemandirian di dalam pengelolaan keamanan akan memberi 

peluang kepada berkembangnya sistem pengelolaan keamanan yang bervariasi 

dan berbeda-beda sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. 

Latar belakang kepentingan, keinginan dan kebutuhan manaJemen I 

pengelola perusahaan ikut menentukan bagi ditetapkannya pelaksanaan sistem 

keamanan tertentu, yang mencakup penentuan rekruitmen personil, pengadaan 

sarana dan prasarana keamanan, berbagai prosedur pengamanan serta kiat-kiat 

operasional pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat dan lingkungan 

yang dinilai paling tepat. Ini berarti kepedulian dan keterlibata.n yang terintegrasi 

merupakan bentuk tindakan yang paling tepa! dalam hal mana akan dapat 

mewujudk:an keterpaduan pola pengamanan dengan upaya-upaya pengamanan 

masyarakat sekitarnya scrta instansi pemerintah terkait. 

Kerjasama dan keterpaduan dalam melaksanak:an manajemen keamanan 

di suatu lingkungan merupakan suatu kcbutuhan dari sudut kepentingan instansi 

khususnya kenyamanan pegawai BPHN. Namun demikian tidak tertutup 

kemungkinan bahwa keutamaan keamanan yang dilakukan oJeh instansi adalah 

dalam kerangka efisiensi anggaran. Artinya Jangkah-Jangkah ini kurang 

memberikan perhatian kepada aspek keamanan dalam arti sesungguhnya. Bahkan 

terkesan bahwa instansi seeing mengeluhkan bahwa pengutarnaan keamanan 

selalu berbiaya mahal. kurang penting dibandingkan dengan fungsi manajemen 
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usaha lainnya seperti fungsi pembinaan sumberdaya dan lain-lain. Padahal 

tuntutan Slllllu pengamarum sekarang ini sadah menjadi tuntutan keadann. Disisi 

lain ancaman atau gangglllln keamanan sebarusnya menjadi perhatian manajemen 

dalam organisasi BPHN. 

2.2. KODSep Manajemen 

Organisasi Depkumham merupakan organisasi yang tidak dapat dipandang 

sebagai benda mati yang bisa diperlakukan seenaknya. Diperlukan suatu 

pemwatan kbusus agar organisasi telap hidup dan berkembang. Dapat dikatakan 

organisasi merupakan wadah yang statis dan sebagai pengelola dan ooerawat 

sumber daya organisasi adalab manajemen. 

Di bidang dan liogkungan administrasi publik. arti manajemen lebih 

merupakao pengelolaan. Manajemen meliputi ketrampilan memutuskan, 

memecabkan masalab., meoilai, berkomunikasi, berhubungan dengan sesamanya, 

ketrampilan teknis maupun konseptual dan lain-lain. Sehingga bilamana dilihat 

scbagai suatu satuan alau kelompok pelakn man,Yemen, yakni pem man!\ier, dapat 

dilihat secara struktural. Dalam literatur dikenal adanya manajemen tingkat 

pusatlstartegis, manajemen tingkat koordinatif dan manajemen tingkat uperasional 

atau tingkat bawab. 

Man!\iemen sebagai suatu kerangka sistem maka penerapan nilai dan 

perumusan kebijakan, penyiapan rencana serata pelaksanaan aktifitas-aktifilas 

manajerial mencaknp lingkup kegiatan yang relatif luas. Pengorganisasian sumber 

daya, pengeraban dan kepemimpinan serta motivasi pelakaanaannya termasuk 

pula mengawasi, menyediakan serta mengevaluasinya bahkan mengembangkan 

prosadur masukan/saran sebagai upaya koreksi --koreksi untuk perencanaan 

selanjutnya merupakan bagtan-bagian dari tanggung jawab semua tingkatan 

manjemen. Dengan demikian sistem manajemen mengandung variasi yang luas 

tergantung pada visi misi dan penekanan-penekanan yang diingiukan oleh suatu 

instansi seperti BPI-IN. 

Berangkat dari pemikiran itu, prinsip~prinsip manajemen suatu organisasi 

sesungguhnyn adalab manajemen orang-orang didalamnya Surnber daya manusia 

merupakan faktor paling penting dalam keberlangsungan hidup suatu organisasi. 
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Manusia adalah pendiri, perancang, pekerja, pengamat, pengkrltik, pemutus suatu 

organisasi, tanpa mereka tidal< ada organisasi. Oleh karena itu konsep rnanajemen 

organisasi ideal haruslah berpusat pada manusia 

Batasan manajemen oleh Mary Parker Follett dalam Stoner (1982:4) 

mendefinisikan manajemen sebagai seni dalarn menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Stoner dalarn halaman yang sama mengemukakan bahwa rnanajemen 

merupakan proses perencanaan, pengorganisasian., pengarahan dan pengawasan 

usabe-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi !ainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

beberapa pengertian manajemen di alas, dapat dikatakan bahwa rnanajemen 

memiliki bebenrpa ciri yaitu: 

a. Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan 

b. Manajemen sebegai proses: perencana.an, pengorganisasian, 

penggerakan pelaksanaan, peogarahan dan peogawasan 

c. Ternedla sumber daya; manusia, material dan sumber lain 

d. Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara 

efisien dan efektif 

e. Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer) 

f. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian 

yang harus dimiliki oleh manajer 

Sebagai suatu sistem manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja 

yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalwn 

rangka pencapaian tujuan organisasi. Sebagai suatu proses manajemen 

merupakan rangkaian lahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan 

dengan memanfaatkan swnber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu 

proses dapnt dipe!ajari dari fungsi-fungsi manajemen yang di!aksanakan oleh 

manajer. Dalam prakteknya proses manajemen ternebut dapat dikaji dari proses 

pemoouhan masalah yang dilaksanakan oleh sernua bagiani kompenen yang ada 

dalam organisasi. 
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Gambar.2.I. Manajemen (Stoner, 1982:5) 

Tahap pertarna dalam manajemen adalah perencanaan ( Planning ) 

merupak:an salah satu fungsi manajemen yang penting, perencanaan memegang 

pernnll!l yang sangat strategis dalam keberhasilan organisasi. Perencana.an yang 

bail<: adalah perencanaan yang telah menetapkan tujuan bersama yang ingin 

dicapai. Adanya penetapan tujuan, visi, dan misi organisasi ini harus dilalrukan 

bersama-sama. Sebagai perencanaan awal sebuah organisasi didirlkan oleh 

seorang/beberapa tokoh kunci sebagai pemberi konsep awal. Konsep tersebut 

harus diketahui oleh tiap orang dalam organisasi agar tcrdapat kesamaan persepsi. 

Konseptor tidak mungkin beljalan sendirian dalam parjalanan organisasi. Suatu 

perencanaan harus memilild strutegi yang terus menerus secara sistematis dapat 

mengambil keputusan walaupun penub resiko dengan pengetahuan mengenai hal· 

hal yang akan terjadi (foturity) alas organisasi. Mengorganisasikan secara 

sistema tis usaba-usaba yang diperlukan untuk melaksanakan segala keputusan dan 

mengukur semua hasil keputusan ini terbadap apa yang diharapkan dengan cara 

umpan balik yang sistematis dan teroganisasi (Drucker,l982:120). Mala rantai 

yang paling lazim antara perencanaan dan pengendalian adalah penganggaran. 

Anggaran merupakan bagian panting proses perencanaan, karena anggaran 
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menuntun keputusan pengalokasian swnberdaya menuju pencapaian sasaran, 

(Stoner, 1982: 144). 

Tahap kedua adalah pengorganisasian (Organizing) merupakan upaya 

manajer dalam menghimpun dan mengk:oordinasikan semua swnber daya manusia 

dan swnber daya manusia materia] organisasi. Kekuatan suatu organisasi terletak: 

pada kemampuannya untuk menyusun dan memanfaatkannya secara efisien 

berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pengorganisasian 

harus pula diperhatikan adalah menentukan siapa me1aknkan apa (staffing). 

Tahap ketiga adalah aktifitas mentimpin dan menggerakan (Actuating) 

dalam hal ini dilakukan oleh suatu manajemen perencanaan pengamanan. 

Administrator I top manajer melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

perencanaan. Seluruh komponen (Biro Umwn, Bagian Pengamanan, sub bidang 

dan nnit yang menjadi pengawasan keamanan) dan stake holder unit eselon satu 

dipersatukan dalam meja bundar untuk memperoleh suatu kompromi atau 

komitmen tentang pengamanan. Peranan leadership dari Kepala Biro Umum 

sebagai manajer keamanan sangat menentukan dalam fungsi penggerakan 

(actuating) ini. Fungsi manajemen penggerakan pelaksanaan ini adalah termasuk 

di dalamnya fungsi koordinasi, Pengarahan, kepemimpinan. Agar semua 

komponen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peranannya masing-rnasing, 

maka tugas administrator adalah melakukan koordinasi dan mengarahkan seluruh 

komponen manajemen agar terbentuk sinergi, dan menghindari tumpang tindih 

dalam pe1aksanaan tugasnya. 

Tahap keempat adalah pengawasan dan pengendalian (Controlling), 

merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (berkesinambungan) 

pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi 

(perbalkan) terhadap penyimpangan yang teijadi. Tujuan pengendalian untuk 

membuat proses beijalan lancar, tepat dan sesuai standar-standar yang telah 

ditetapkan. 

Namun dari penjelasan diatas sebaik-baik manaJemen dalam situasi 

intensitas yang tinggi selalu adanya gangguan keamanan, sehingga hal ini masuk 

aka! bila timbu1 prakiraan bahwa hal itu disebabkan kegagalan suatu sistem 

manajemen. Artinya sistem manajemen dianggap sebagai penyebab dan akar dari 
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terjadinya gangguan/ancaman keamanan. Baik tindakan-tindakan ganguan 

keamanan ataupun keadaan-keadaan yang potensial mengandung kerawanan­

kerawanan ditimbulkan ekibat dari pola penanganan keliru. Hal ini Terkandung 

arti bahwa sistem manajemen tersebut tidak adaptif dalam menjalankan salah satu 

fungsi panting, yakni pengamanan. Kaitan dengan bal ini sistem manajemen 

keamanan yang buruk se!alu dibubungkan dengan kebijakan manajemen yang 

!emah atau tidal< tepa! atau prosedur tala cara kerja yang lretim, atau pengawasan 

yang !emab dan tidak efektif Akibatnya dipelkirakan akan kemungkinan 

teljadinya kesenjangan di dalam perumusan kebijakan manajemen, lemalmya atau 

tidak je!asnya po!a pertanggung jawaban, ataupun adanya koordinasi yang tidal< 

sating mendakung. 

2.2.1. Manajemen Pengamanan 

Pelaksanaan penye!enggaraan sekuriti barus dilekukan dengan 

manajemen yang profesional. Menurut Sherill Straws kotJSCP keamanan adalab 

"'security is prevention of losses all kind what ever cause "' atau mencegah 

kerugian dari penyebab apapun (Hadiman,200S). Dengan adanya manajemen, 

pe!aksanaan pengamanan dapat dilakukan dengan benar dan dangan cara yang 

benar diharapkan akan mencapai tujuan yang diingiukan. Subtansi kebijakan 

keamanan ini memungkinken pengelohum fungsi yang disepaksti dan diadaptasi 

agar jelas arabnya. Kebijaksanaan yang je!as tersebut tertulis menjadi acuan 

pokok dan sumber semua petunjuk dan pedoman teknis, maupun ke dalrun 

prosedur~prosedur atau tata cara ketja. 

Satuan pengamanan yang terda.pat di BPHN merupakan satuan 

kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi Depkumbam untuk melaksanekan 

pcngamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa 

dilingkungan!kawasan kerja. Kegiatan pengamanan fisik melakukan kegiatan 

pencegahan da!am mengatasi timbu!nya ancaman dan ganggu!l.ll dan ketertiban di 

lingkungan suat.u instansi melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan 

serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan mas.ing-masing instansi 

yang bersangkutan (Burhan, !993:3). 
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Dalrun perkembangan masyarakat modem menurut Sutanto (2004:1) 

te1ah menyebabkan barkembangnya kejahatan yang mencalrnp jenis serta dimensi­

dimensi yang sebalnmnya tidak ada. Semakin modem suatu IllllSyamkat, semakin 

modern pula metode, tebnik dan cara-cara tindak kt<iabantan dllakukan oleh pera 

pelakunya Sementara itu ilmu kepolisian pada khususnya dan teori kriminologi 

pada umumnya, mempercayai bahwa kejahatan adalah cerrnin maayarakat yang 

melahirkannya. Tidak ada kejahatan yang terlepas dan terpiaah sarna sekali dan 

lingkungan masyarakatnya. Konsep community security menurut Astaman 

dipandang paling maju saat ini pemikirannya adalah bahwa keamanan indostri 

(kantor dll) banyak ditentakan oleh situasi kearnanan di lingkungan sekitar 

kawasan industri tersebut {Meliala ,1995:47). 

BIBKAMTIBMAS 
SWAKARSADI 
LING KERJA 

Gambar.2.2. Alur Keamanan Industrial 

I DlDUKUIIIG OlEH 1---L _ __:.PO...:;;;_LR=-1 ----' 

PIMPIIIIAIIIINST ANSI 

IMENARIK PERAIII SERT A 1--1 MASYARAKAT SEKITAR I 

Gambar diatas menuujukan keberadaan keamanan industri didakung 

oleh aktivitas Polri sendiri serta pimpinan perusahaan, pengelola I rnanajer sekuriti 

serta tenagn pelaksana(Meliala ,1995:4 7). 
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Disamping itu dalam hubungan yang lebih luas, sumber-sumber 

penyebab dan gejala yang bisa rnenimbulkan gangguan dan beresiko untuk suatu 

perusabaan, mencakup pengelolaan terhadap keadaan-keadaan kondisi-kondisi 

tindakan-tindakan yang rawan serta faktor-faktor lingkungan alam yang potensial 

bisa menimbulkan bencatUL Pengelolaan yang kurang atau tidak beclulsil akan 

menjadi sumber-surnber ancaman dan gnnggean yang akan merugikan 

perusabaan. Menurut Hadiman (2008) kondisi keamanan yang akan menggangu 

keadaan keo.rganisasian dan managerial perusahaan yang menunjukkan indikasi 

seperti: 

a. Internal 
L Tidak tepatnya manajemen 

(In Adequate Management) 

2. Tidak tepatnya sistem pengawasan internal 

(In Adequate Internal Control) 

3. Tidak tepatnya kebijaksanaan perlindWlgan perusahaan 

(In Adequate Prolectiw; Policy) 

4. Lemahnya komunikasi diantlra para karyawan dan dengan 

manajemennya (Poor Employee Communication) 

5_ Lemahnya pengorganisasian pengamanan perusahaan dan 

pencegahan kerugiannya (Poor Organization For Security & Loss 

Prevention) 

6. Ineffective Management 

Z Uninterested Management 

b. External 

I. Lemah dan terbatasnya hubungan dan komunikasi dgn asosiasi 

professionallainnya di bidang security and loss prevention, 

2. Lemah dan keterbetasan hubungan dan komunikasi dgn instansi 

pemerintah terkait. LSM-LSM (NGO), dll, 

3. Kesulitan memperoleh duknngan atau komitmen dari lingkungan 

dan kondisi sosial yang ada di sekitllr kawasan usaha, kondisi dan 

lingkungan lain yang lebih luas (para mitra usahanya). 

27 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



Dengan mcnunjukan adanya sumber-sumber penyebab atau g<;jala-gejala 

yang beresiko untuk keamanan instansi itu maka dapat dipastikan babwa 

mengelola suatu fungsi keamanan akan mencukupi juga pengelolaan terhadap 

g<;jala-gejala yang berkembang diluar peruaabaan dan mempengaruhinya (gejala 

eksternal) 

Pengelolaan yang tepat akan mempengarubi terhadap mu!u layanan 

kemanan yang dapat diberikan, tetapi juga menjamin dicapeinya efektifitas dan 

efisiensi usaha yang dilakukan. Menurut Sennewald (2002:20) " Security 

contributes to company or corporate profits by reducing or eliminating 

preventable losses, including tlwse caused by criminal behavior " Disini 

dikatakan babwa sumbangan fungsi keamanan terbadap keuntungan dari 

perusabaan berupa reduksi atau memperkecil kehilangan barang perusahaan dan 

juga ksan menekan tindak. krintinal. Dapat dikstakan kemungkinan yang diperolah 

manajemen dalarn memungkinkan keuntungan adalah melalui upaya perlindungan 

atau pengamanan yang benar-benar ditangani secara professional. 

Adanya pertimbangan-pertimbangan manajemen dalarn organisasi psda 

masalah efisiensi merupakan hal yang menentukan di dalarn menetapkan 

bagaimana dan sejauh mana fungsi keamanan itu diakui keberadaannya, dapat 

diperankan dan distrukturkan serta diorganisir secara memadai di dalarn tugas dan 

struktur organisasi perusahaan. Artinya otonomi dari manajemen untuk 

menetapkan cara dan lingkup pengelolaannya terbadap fungsi keamanan 

menyebabkan penampilan pengelo1aan fungsi keamanan ini bervariasL 

2.2.2. Konscp Organisasi Keamanan 

Departemen Huk'U!ll dan HAM RI merupakan suatu struktur organisasi 

besar yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi tersebut di 

laksanakan oleh masing-ruasing unit eselon saru yang memiliki struktur organisasi 

yang lebih keciL Suatu organisasi merupakan suatu ternpat yang dapat 

menggabungkao setiap uktiftas dengan terntur. Adanya suatu pengorganisasian 

dibarapkan dapat mengbannoniskan suatu kelompok orang-orang berbeda, 

mernpertemukan bermaca.m~macam kepentingan dan memanfaatkan potensi 

individu anggota organisasi kedaJam suatu tujuan bersama. Kaidah pokok suatu 
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organisasi adalah membuat tingkat manajemen sesedikit mungkin dan membentuk 

rantai komando sependek mungkin. 

Selanjutnya posisi dari organisasi keamanan juga dipengaruhi oleh 

tujlllln-tujuan pengamanan yang diretapkan oleh manajemen atau pimpinan. 

Misalnya saja manajemea alan pimpinan merasa berkepentingan untuk melakukan 

efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang dianggap terlalu besar. Dalam 

kenyataan di organisasi Departemen yang besar pelaksanaan pcngawasan terhadap 

pengamanan temyata cukup sulit karena dilakukan masing-masing unit tanpa 

memiliki manager atau pimpinan yang memiliki pro:fesinnalisme tinggi di unit 

sebagai pengawas. Hal ini menyulitk:an manager pengamanan dipusat melakukan 

kontrol pada kegiatan keamanan yang dilakukan oleh anak imahnya. Oleh sehab 

itu dibutnbkan struktur organisasi yang mewadahi hagian pengamanan yang 

berkemampuan untuk dapat mengkoordinasikan berbagai upaya -upaya 

pembinaan ataupun perlindungan terhadap instansi yang menjadi wilayah 

tugasnya. 

Pada gamhar 2.3 mengilustrasikan adanya suatu tipologi kebemdaan dan 

penempatan bagian keamanan didalam suatu organisasi dimana bagian 

pongamanan terintegmsi pada struktur organisasi dan memiliki hagian atau 

susbsistem khusus yang menangani security, fire protection & saftty. 

Bentuk penempatan hagian peagamanan dalarn stroktur organisasi 

perusshaan rnenunjukan bahwa didalam suatu stroktur fonnal, bagiml keamanan 

tidak dapat melaporkan langsUIIg kepada wakil presiden atau Vice presiden 

Administrntion. 
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Gombar 2.3 Bentuk Alternatif Bentuk Alternatif Robert J FiB<ber & Gion 
Green ,(1998:106) 
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Pada gambar 2.3 ini bentuk struktur organisasi memiliki kesarnaan pada 

struktur organisasi di Depkumham dimana pada kondisi tertentu posisi security 

tidak dapat melakukao koordinasi secara langasung kepada bebempa bagian 

perusahaan. Begitu juga sebaliknya dimana sebagai contoh Vice-President 

Enggineerlng perusabaan juga tidak dapat langsung memberikan perintab kepada 

security (bagian keamanan) tanpa melalui level kewenangan yang ada. 

Dalam suatu struktur organisasi adanya kewenangan memberi hak pada 

manajer sekuriti menjadi penting ketika fungsi seperti itu sepenuhnya 

diintegmaikan ke dalam organisasi. Meskipun evaluasi merupakan kewenangan 

efuktif yang diperlukan oleh sekuriti namun hal ini mempertimbangkan berbagai 

fak:tor formal dan informal yang berada peda struktur organisasinya. Gambar 2.4 

menunjukan adanya manajer dalam pengamanan di masing-masing unit dalam hal 

ini berguna untuk memudahkan adanya pengawasan yang efektif. 
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Gambar 2. 4 &otuk Alternalif Robert J Fischer & Gion Green (1998:105) 

. Vtee·Preskh.>nt- . 
. Solei ,._.- ,' 

·.v~ . ·fmance 
--- ; __ ,- ---

-0 ,_ 

v-a:Pm&nl&nd 
-Ge~l Manatier 

Figvr.:: ).! F~mctionat deparunent.11izal:on for a manufacturing cmpora.>ion. (from PhilipP Purport, Medcrn 
Seewily_ and Los; Pwvenion Mauageme!ll. 2"~ ~ lBoslon: Burtm'l(•rfh·Heinemillm. 1989H 

Adanya manaJemen atau pengelolaan petngas keamanan merupal<an 

pengelolrum terhadap subsistem manusia yang mengemban tugas-tugas keamanan 

perusahaan dan tidak terpisahkan dari subsistern-subsistem yang lainnya (sarona 

prasarona, prosedur dan lingkungan) hal ini dalam rangka sistem rnanajemen 

l::eamanan yang dilaksanal::an di instansi alan perusahaan. Selain itu sebernpa 
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besar atau sebempa jauh bagian keamanan dalam organisasi pemsahaan itu 

disusun atau diorganisir akan sangat bergantung kepada keinginan-keinginan 

manajemen a tau pimpinan perusahaan itu sendiri. Y aug pertama tergantung 

kepada tingkat pengamanan yang mana dikehendakinya, yang kedua untuk tujuan­

tujuan apakah dan dalam lingkup mana pengamanan itu <lisusun dan yang terakhir 

kepada siapakah penanggung jawab keamanan itu hams melaporkan pelaksanaan 

tugas dan tanggungjawab pengamanannya. 

Dengan mengutip pendapat Richard J. Gigliotti & Ronald C. Jason, 

Hadiman (2008) membagi upaya sekuriti sesuai dengan tingkatan-tingkatan 

penyelenggaraan sekuriti. Ada lima level atau katagori umum dari sisrem sekuriti, 

sebagai berikut : 

a. Level 1 -Minimum Security 

Suatu sistem yg <lirancang untuk mengbalangi/merintangi 

beberapa ganguan aktivitas dari luar yang tidak sah. 

Peralatan pekok antara lain: 

- Simple physical barriers (kunci gembok sederhana) 

Simple lock (pengbambat fisik sederhana) 

b. Level 2 - L<YW Mvel Security 

Suatu sistem yg dirancang untuk menghalangiimerintangi dan 

mendeteksi bebempa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah 

Peralatan pekok antara lain: 

Basic local alarm system (sistem alarm sederhana) 

Simple security lighting{ penerangan sederhana) 

Basic security physical barriers(pengamanan 

bata<lpagar/lampu) 

High security locks (kunci gembok yang handal) 

c. Level 3 - Medium Security 

Suatu sistem yang harus dirancang utk menghalangilmerintangi~ 

mendeteksi dan menaksir/menilai aktivitas gangguan dari dalarn 

32 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



yang tidak sail seperti pencurlan yang mengatah lrepada konspirasi 

untuk melakulren sabotase 

Peralatlm pokok antara lain: 

Advance remote alarm system (alarm sistem yang handal) 

High security physical barriers at perimeter; guard dogs(pagar 

batas dan anjing pe'!iaga) 

Watchmen with basic communication (pejaga dengan a1at 

komunikasi sedarbana) 

d Level 4 -High Level Security 

Suatu sistem pemisailan yang dinmcang untuk mengbalangi I 

merinlangi, mendeteksi dan menaksir/menilai gangguan yg besar 

baik dari luar yang tidak sail maupun aktivitas gangguan duri 

dalam. 

Peralatan pokok antara lain: 

- CCTV (Closed Circuit Television) 

Perimeter alarm system (sistem alann pada parimeter) 

Highly trained alarm guards with advance communication 

(penjaga terlatih dengan komunikasi) 

Access controls 

High - security lighting (peneranganllampu security 

berkemampuan tinggi) 

- Local law enforcement coordination(koordinasi dengan 

penegak hukum local) 

Formal contingency plaru( memiliki rencana dan kemampuan 

mengatasi hal yang tuk terduga) 

e. Level 5 - Maximum Security 

Suatu sistem yang dirancang utk menghalangi I merintangi, 

mcndcteksi dan menaksir/menilai serta menetralisir semua 

gangguan balk dari Juar maupun aktivitas dari dalam. 

Peralatan pokok antam lain: 
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- On site armed response force{punya kekuatan untuk reaksi 

penindakan) 

" Sophisticated alarm system ( sistem alarm yang canggih) 

Pada penyelenggaraan sekurili ini peralatan pokok pada tingkat yang 

lebih tinggi, adalah peralatan pokok sekuriti yang !ebih rendah ditambah dengan 

pertambahan peralatan yang dibutuhkan sebagai akibal adanya perluasan 

penyelenggaraan sekuriti. Pada kondisi ini BPHN menggunakan Level 1 -

Minimum Security hal ini terlihat dari peralatan pokok yang lerdiri dari Simple 

physical barriers (kunci gernbok sederhana) serta Simple lock (penghambat fisik 

sederbana) seperti misalnye pagar yang hanya menggunakan kawat tidak sesuai 

ketentuan sebingga masih banyak celah yang dapal dilalui palaku kejahatan. 
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BAB3 

GAMBARAN UMUM 

3.1. Badan Pembinaan Bulmm Nasional 

Badan Pembinaan Hulmm Nasional (BPHN) semula bernama Lembaga 

Pembinaan Hulmm Nasional (LPHN) dibentuk pada tahun 1958 dengao 

Keputusan Presiden Rl No. 107 Tahun 1958, tertanggal 30 Maret 1958 

berkedudukao di Jakmta dan bertaoggung jawab kepada Perdana Menteri. Pada 

tahun 1961 dibentuk kembali LPHN dengau Keputusao Presiden No. 194 Tahun 

1961, tertaoggal 6 Mei 1961. Dibentuknya kembali LPHN tersebut dengan 

pertimbangau telah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945), dan dengao telah dibentuknya Garis-Garis Besar Haluao Negara dengan 

Ketetapan Majelis Pennusyawanrtan Ralcyat Sementara No.lllMPRS/1960. 

Be!dasarkan Keputusan Presiden Rl No. 194 Tahun 1961, kedudokan LPHN 

tidak 1agi berada di bawah Per dana Menteri, tetapi berada dan bertanggung jawab 

kepada Menteri Kebukiman. 

Pada tahun 1964, LPHN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Rl 

No.l94 Tahun 1961, diakbiri masa tugasnya dengan pertimbangan bahwa jangka 

waktu untuk melaksanakan tugas yang diberikan o1eb Majelis Pennusyawaratan 

Rakyat Sementara kepada LPHN dengan Ketetapan MPRS No. lllMPRS/1960 

te1ab larnpau, namun pembinaan bulmm nasional perlu di1anjutkan dan lebih 

diperlancar serta dipergiat lagi. Atas pertimbangao-pertimbangao rersebut, maka 

LPHN perlu dilaoju!kan dan diperbaharui tugas, susunan dan talll keljanya dengan 

tujuan 1ebih menjamin ke1ancaran pekerjaanannya. Maka dikeluarkannya 

Keputusan Presiden Rl No.282 Tabnn 1964 Tenlllng Menggayabarukan LPHN. 

Perubahan LPHN dengan bentuk menggayabarukan ini dengan cara 

rnengubab persyw:allln anggolllnya serta menyederbanakan keanggolllan penasobat 

Lembaga, yaitu yang semula turdiri Kelua MPR, Ketua DPR, Ketua Mahkamab 

Agnng, Menteri/Wakil ketua DPAS, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, 

Ketua-Ketua Faku1tas Hulmm menjadi banya seorang yaitu, Mahkamah Agung 

saja. LPHN yang dibenluk dengan Keputusan Presiden Rl No.282 Tahun 1964 ini 
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berada dalam linglrungan organisasi Departemen Kehakiman dan bertanggung 

jawab langsung kepada Menleri Kebakiman. LPHN bertugas melaksanakan 

pembinaan hukum nasional sebagsdmana yang dikehendaki oleh majelis 

Permusyawaratan Ralcyat Sementara No.ll!MPRS/1960 dengan tujuan meneapai 

lata hukum nasional, yaitu : 

a. Menyiapkan mneangan-rancangan peratumn perundang-undangan 

b. Mcnyelenggar<lkan research dan dokumentasi serta segala sesuatu yang 

diperlukan untnk menynsun peraturan perundang-undangan 

Pada lahun 1974 Presiden Soebarto dalam pidato pengamilan sumpah Ketua 

dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Menteri Kebakiman, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa " ... dalam nmgka pembangunan 

hukum nasional agar LPHN yang telah ada lebih digiatkan lagi." Sehubungan 

dengan permintaan Kopala Negsra untuk menggiatkan kegiatan LPHN, maka 

dalam pelaksanaanya diadakan peningkatan kegiatan-keg:iatan. Pada 

perkembangan selanjutnya diadakan usaha untuk mengubah dan 

menyempnmakan organisasinya agar lebih balk. 

Pada lahun 1974, bersamaan diterbitkan Keputusan Presiden RI No. 44 

Tahun 1974 Tentang Pokuk-pokok Organisasi Departemon. Keputusan Presiden 

tersebut didasarkan atas keperluan untuk menegaskan dan menyempurnakan 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Orgaoisasi Departemen sesuai 

dengan perkembangan keadaan negar<.~. Kemudian diterbitkan pula Keputusan 

Presiden RI No. 45 Tahun 1974 Tenlang Susunan dan Orgaoisasi Departemen. 

LPHN dirubah dan disempurnukan menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN). Berdasarkan Keppres tersebut, kadudukan BPHN tidak lagi berdasarkan 

Keppres melainkan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman. Berdasaikan 

keputusan Menteri Kebakiman RI No. Y.SA/317 Tahun 1974 Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakirnan, BPHN adalah pelmana tugas 

bidang pembinaan hukum oa..ional karena sifatnya tidak tercakup beik oleh unsur 

pengawasan departmen yang berada langsung di bawah Menteri Kehakiman. 
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Gombar 3.1. Struktur Organisasi Departemen Bulrum dan HAM RJ 
(Somber : Sekretariat Jenderal Depkumham :2009) 

BPHN mempunyai kedudukan sederajat dengan Direktomt Jenderal dan 

dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPHN 

dapat dibantu oleh suatu Yllll Penasehat dan Panilia-Panitia Abli yang dihentuk 

dan anggota-anggotanya diangka1idiberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Pasat­

pusat pada BPHN merupukan unit teknis operasional dan dibantufdidukung oleh 

Sekretarls sebagai unit administrative. 

Pada tahun 1981, Organisasi dan Tala Kerja BPHN berubah dengan 

menambah Pusat Penyuluhan Hukum. Perubahan tersebut dituangkan dalam 

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.30.PR.07.08 Tahun 1981 ter!llnggal 9 

Desember 1981. Pada tahun 1984 berubah lagi, yaitu dangan dikeluarkannya 

Pusat Penyuluhan Hukum dari BPHN dan dimasukan kedalam Dimktomt Jenderal 

Hukum dan Perundang-undangan. Sebaliknya BPHN ditambah Pusat Perencaoaan 

Pemturan Perundang-undangan. Perubahan ini berdasarkan Keputusan Menteri 

KehaktmanRI No. M.05.PR.07.10 Tahun 1984 tanggal30 Juli 1984. 

Pada tahun 1989 BPHN mengalami perubahan lagi dengan dipindahkannya 

Pusat Perencanaan Peraturan Perundang-undangan ke Direktorat Jenderal Hukum 
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dan Perundang-undangan atas dasar Keputusan Menteri Kebalciman Rl. 

No.M.02.PR.08.10 Tahun 1989 tertanggal 30 Mei l989tentaog Organisasi dan 

Tala Ke!ja Departemen Kehakiman, dan dimasukannya kembali Pu.sat Penyuluban 

Hulrum ke dalam BPHN. 

Pada tehun 2004, keluar Keputusan Menteri Hulrum dan Hak Asasi Manusia 

Rl No. M.04-PR.07.10 Tahun 2004, rentang Struktur Organisasi Tala Ke!ja 

BPHN yang baru kemuwan terakhir Pada tebun 2007, berdasarkan Keputusan 

Menteri Hulrum dan Hak Asasi Manusia Rl No. M.03-PR.07.10 Tahun 2007, 

Struktur Organisasi Tala Kelja BPHN adalah 

a. Sekretariat Badan; 

b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hnkmn Nasional; 

e. Pusat Perencanaan Pembangnnan Hulrum Nasional; 

d. Pusat Dokmnen!asi dan Infonnasi Hulrum Nasional; 

e. Pusat Penyulnbau Hnkmn. 
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Gambar 3.2. Struktur Organisasi BPHN 
(Swnber : Bsgian Data dan Inform&$~ BPH.N 101)9) 
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3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Pembirmn Hukum Nasional (BPHN) sebagaimana ditetapkan 

dalam Pemturan Meoteri Hukum dao Hak Asasi Manusia RJ Nomor : M.09-

PR.07.10 Tahuo 2007 tentang Organisosi dao Tata Kerja Departemen Hukum dao 

Hak Asasi Mauusia mempunyai tugas melaksanakan pembirmn di bidang hukum 

nasional. Sedaogkan fungsi yang diemban oleh Badao Pembinaan Hukum 

Nasional adalah : 

a. penyiapan perumusan dao pelaksanaan kebijakan di bidang 
peoelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, perencanaan 
pembangunan hukum nasional, dokumentasi dao infonnasi hukum 
nasional serta penyuluhan hukum; 

b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
pemhirmn hukum nasional; 

c. koordinasi dan kerjasama di bidang penelidao dan pengembangan 
sistem bukum nasional, perencanaan pembangunan hukum nasional, 
dokumenll!si dan informasi hukum nasional serta penyuluhan 
hukum; 

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya tersebut dan sesuai 

Rencana Pembanguoan Jangks Menenguh (RPJM) Nasional Tahun 2004- 2009 

dalam mewujudkan terciptanya Sistem Hukum Nasional yang betlendaskan 

keadilan dan kebenaran, dalam tahun anggaran 2008 Bedan Pembinaan Hukum 

Na.•ional melaksanakan 6 (enarn) prognnu pembangunan huknm meliputi : 

a, Prognnu Penerapan Keperiotahan Yang Balk 

b. Prognnu Perencanaan Hukurn; 

e. Program Pombentukan Hukum; 

d. Prognnu Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM. 

e. Prognnu Peningkatan Kinmja Lembaga Peradilan dan Lembaga 
Penegak Hukuri:i Lainnya. 

f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 
Anak 

Peneapeiau tujuau ke 6 (enam) prognnu tersebut mempunyai implikasi 

yang luas !erbadap keberllllsilan pembanguaan di bidang lainnya baik bidang 

ekonomi, sosial, pertahanan kearnanan dan lain-lain. Karena pembangunan hukum 

39 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



merupakan landasan pokok bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan negara 

dalarn arti luas. Dengan demikian, tidak tercapainya berbagai tujuan dalarn 

pembangnnan hoknm secara optimal, seara tidak langsung akan mengakibatkan 

terharnbatnya pencapaian tujuan pembangnnan di berbagai bidang lainnya. 

Untuk mendnknng upaya yang dilakukan kearah itu BPHN memiliki 

Visi yang Ielah ditetapkan yaitu " Perwujudan sistem hoknm nasional yang 

berlandaskan keadilan dan kebenaran " dan Misi "perwujudan supremasi hoknm 

melalui pembinaan dan pengembangan materi hukum, aparatur hoknm, sarana dan 

prasarana hoknm serta budaya hoknm yang senantiasa menjunjung tinggi 

penghormatan terhadap hak. asasi manusia" 

Dnknngan terhadap segala upaya kemajuan BPHN tidak dapat 

dilaksanakan tanpa dnknngan administrasi sebagai pengelola kegiatan di BPHN. 

Pelaksanaan urusan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan 

Badau Pembinaan Hoknm Nasional dilakukan oleh Sekretariat Badan. Sekretariat 

Badan menyelenggarakan fungsi antara lain: 

a. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan 

anggaran, evaluasi, penyusunan laporan kegiatan pembinaan hukum 

nasional. 

b. pengelolaan urusan kepegawaian. 

c. pengelolaan urusan administiasi keuangan. 

d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 

e. pelaksauaan urusan tala usaha BPHN. 
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Gambar 3.3 • Struktur Organisasi Sekretariat BPHN 
(Sumber : Bagian Data dan lnformasi BPHN 2009) 
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Dari beberapa penyelenggaraan fungsi dimaksud fungsi pengelolaan 

urusan perlengkapen dan rumah tangga merupakan salab satu fungsi yang 

mewadahi fungsi kerunanan. Baik fungsi pengamanan untuk gedung maupun 
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41 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



sebagai koordinator bagi petugas pengamanan yang ditempntkan di BPHN. Ftlllgsi 

ini dilaksanakan dibawah Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Untuk 

pe!aksanaanaya bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengo!ahan urusan 

perlengkapan, rumah tangga, pelaksanaan hubtlllgan masyarakat, dan protokol 

di!ingktlllgan BPHN. 

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud, bagian perlengkapan 

dan rumah tangga menye!enggarakan fungsi : 

a. Pengelolaan perlengkapan. 

b. Pengelolaan urusan rumah tangga. 

c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol. 

Da!am penyelenggaraan fungsi dimaksud sesuai struktur orgenisasi dan 

talu laksana Depkumham, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapen dibantu olah 

3 subbagian dengan membagi tugas fungsinya ke masing-masing subbagian, yang 

terdiri dati : 

a. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

urusan perlengkapan. 

b. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tngas melakukan pengelolaan 

urusan rumah tangga. 

c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas 

melakukan UIUSan hubungan masyarakat dan protokol. 

3.1.2 Komposisi Pegawai Pada Kantor BPHN 

Jumlah pegawai pada ka.ntor BPHN adalab 284 orang. Pegawai rersebut 

tersebar pada sekretariat dan Pusat-pusat yang ada pada kantor BPHN, yaitu : 

Jumlah pegawai seluruhnya seca.ra rinci : 

Sekretariat = 
Pusliibangsiskunmas = 

Pusrenbangkumnas -
PuadokinJokunmas -
Puslubkum = 

42 

1!3 Orang 
41 Orang 
38 Orang 
62 Orang 
30 Orang 

284 Orang 
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No 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Tabel· 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jahatan 
{Somber : Bagian Kepegawaian BPHN 2009) 

Jabatan Jumlah 
Struktuml Eselon I I 
Struktuml Eselon 2 5 
Struktuml Ese!on 3 17 
Struktuml Eselon 4 46 
Fungsional Peneliti Hukum Utama 8 
Fungsional Pene6ti Hukum Madya 14 
Fungsional Peneliti Hukum Milda 4 
Fungsional Pranata Komputer I 
Fungsional Pustakawan Madya 7 
Fungsional Pustakawan Penyelia 13 
Funesiooal Pustakawan Miida 2 
Fungsiooal Dokter Gigi 2 
Ftmru;iooal Doktor Madya I -Perawat 2 
Staf /Pelaksana BPHN 161 -

Jumlah 284 

3.2. Bagian Pengamanan Biro Umnm Sekretariat Jenderal Dqlknmham. 

3.2.1. Tugas dan Fuogai Bagian Pengamanao 

Tugas dan fungai bagian pengamanan diatur dalam Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2007 tangga! 

20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata Ketja Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI, bagian kedelapan pasal 130 sampai dengan pasal 133, sebagai 

berikut: 

a. Pasall30 

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

keamanan di lingkungan Departernen. 

b. Pasal 131 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, 

Bagian Pengamanan menyeleuggarakan fungsi : 

(l) Pelaksanaan pengarnanan fisik pimpinan Departemen 

(2) Pelaksanaan penerbitan dan pengamanan fisik bangunan dan 

perlengkapen di lingkungan Departemen 

43 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



(3) Pelaksanaan pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat 

rahasia. 

c. Pasall32 

Bagian Pengamanan terdiri dari : 

(I) Subbagian Pengamanan Pimpinan 

{2) Subbagian Pengarnanan Lingknngan 

(3) Subbagian Pengarnanan Dokumen dan Jalur Informasi. 

d.Pasal133 

(!) Subbagian Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas melalrukan 

pengarnanan fisik Pinapinan Departemen dan tamu penting 

{2) Subbagian Pengarnanan Lingknngan mempnnyai tugas melakukan 

ketertiban di lingknngan Departemen. 

(3} Subbagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Infonnasi mempunyai 

tugas melakukan pengamanan dokumen dan keterangan yang 

bersifat rahasia di lingknngan Departemen. 

Gambar 3.4. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Depkumham 

44 Universitas Indonesia 
Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna pencapajan sasaran 

yang dihampkan, Bagian Pengamanan berpedoman pada: 

a. PERMENKUMHAM RI Nomor : M09·PR.07.10 Tahun 2007, 

tanggal 20 April 2007, Jentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

b. PERMENKUMHAM RI Nomor : M.Ol-UM.05.10 Tahun 2006, 

tanggal 30 Juni 2006, tentang Tentang Prosedur Tetap Strategi 

Pencegaban Ganggnan Keamanan Pada Departemen Hukum & 

HAMRI. 

Protap tersebut merupakan pedoman begi personil 

pengamanan dalam melaksanakan tugas pengamanan di lingkangan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pengamanan agar diperoleh 

keseragaman dengan menyamukan persepsi I pola pikir dan pola 

tindak agar diperoleh kejelasan tugas dan fungsi dari masing· 

masing personil pengamaoan. 

Selain beipedoman pada peraluran, petunjuk telalls lain yang relevan 

serta petintab lisan pimpinan yang bersifat insidentil, juga merupakan dasar 

dalam pelaksanaan pengarnanan. 

Selain dukangan administrasi yang sudah berjalan, Bagian Pengamanan 

menggunakan duknngan anggaran yang sudab dialokasikan dalam anggaran rutin, 

serta pengajuan tambaban anggaran lain yang diperlukan untuk keperluan antara 

lain untuk pengamanan konsinyir serta monitoring selama pelaksanaan libur 

bersama pada hari besar. 

3.2.2. Pelaksanaan Tugas Bagian Pengamanan 

Sub Bagian Pengarnanan Lingkungan dan Instalasi merupakan subbagian 

pengamanan yang mewadahi petugas pengamanan yang ditempatkan di seluruh 

pes jaga. Petugas pengamanan sub ini dltempatkan pada II pos jaga utama dan 5 

pes jaga bantuan. Kekuatun regu pada pes jaga utama, dan pos jaga bantuan 

disesuaikan dengan medan dan status kedinasan dari obyek penjagaan. 
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Pengamanan lingkungan dan instalasi sebagai salah satu satuan 

pelaksana pengamanan fisik menrlliki tugas pengamanan yang dititik beratkan 

kepada pengamanan bangunan dan gedung, sarana pendukung tugas , ketertiban 

wilayah, pengamanan Iokasi, istalasi, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan 

kegiatan perkantoran sehari-hari. Pengamanan Iingkungan dan instalasi berfungsi 

sebagai garda terdepan dalam penegakan ketertiban merupakan salah satu sarana 

pendukung kelanearan administrasi perkantomn dengan menerapkan pola 

peogarn;man yang haros mencari dan menemukan kemungkinan adanya 

hambatan, ancaman dan ganggoan serta mengolahnya untuk dijadikan bahan 

informasilketerangan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen . 

Gambar 3.5 • Sfruktnr Kewenangan Sub Bag Pam Lingkungan & Instalasi 
(Sumber: Bagian Pengamanan 2009) 

Kepala t~u PAM · 
· Uogkimgan dari ·. · ·· 

lns!alasi ·· 

Regu. PAM 
. lingkungan dan 

lnstalasi · 

KeP~Ia flagian?enga~nan .. · .: .. : . . . . 

· .. ·.. . . ·. F· . . . c .• 

• llaS•bliasi'AM llngkungan • ..• 
.. :tfa!HI!St!IUF •· 

-· -'----

·. Pengainailan · 
Kimsus IBKO . 

• • • • • 

. . 

··Staff Pengamanan 
· lingkUngan dan 

•• !nsta!asi · ·· 

Reg~ Bantuan 
Pengamanan . 

Lapangan 

Dari struktur organisasi ini diterangkan bahwa setiap pelaksanaan tugas 

tetap berpedoman kepada organisasi pengamanan, dimana komando dan 

penanggung jawab operasional dalam setiap melaksanakan pengamanan terhadap 

obyek adalah komandan pengamanan Jingkuugan dan instalasi yang kemudian 

dalam peleksanaan operasional dilapangan didelegasikan kepada para komandan 

regu atau petugas yang ditunjuk. 

Peleksanaan pengarnanan Iingkungan dan lnstalasi dilakukan selama 

selama 24 jam meliputi : 
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a. Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama Gedung Utama Departemen 

Hukum dan HAM Rl Kunmgan jakarta Selatan, dilaksanak:an oleh 27 

personil yang terbagi dalam tiga regu dengan kekualan personil 9 orangfregu 

dengan waktu hartugas selama 24 jam. 

b. Tagas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama Gedung Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Cililitan Jakarta Timur, dilaksanak:an oleh 6 pernonil yang 

rerbagi dalam 3 regu dengan kekuatan personil 2 oranglregu 

c. Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utarna Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Cinere Depok Jawa Barat., dilaksanakan oleh 12 

personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kelruatan personil4 orangfregu. 

d. Tugas pengamanan pada Pos P"''iagaan Kediaman Dinas Pejabat Eselon I 

Departemen Hukum dan HAM RI di Lebek Bulus Jakarta Selatan, 

dilaksanakan oleh 6 personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kelruatan 

personil2 oranglregu. 

e. Tngas pengamanan pada Pas Penjagaan Utama Gedung Direktorat Jenderal 

Hak Kekayaan Intelektnal di Tangerang Banten, dilaksanakan oleh 15 

personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kelrualan personil 5 orangfregu. 

f. Tngas pengamanan pada Pos Penjagaan U!ama Gedung Ditjen HAM dan 

Balitbang HAM di Kwringan Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh 3 personil 

yang terbagi dalam 3 regu dengan kelruatan personil I oranglregu. 

g. Tugas penganuman pada Pos Penjagaan Utama Kediarnan Dinas Menteri 

Hakum dan HAM Rl di n Denpasar Raya Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh 

6 personil yang terbagi dalam 3 regu dengan kekuatan personil 2 oranglregu 

h. Tugas pengamanan pada Pas Penjagaan Utama Kediaman Mantan Sekretaris 

Jenderal lbu Soejetty Wardhanto di Permata Hijau Jakarte Selatan, 

dilaksanakan oleh 3 personil yang terbagi dalarn 3 shift secara bergantian 

setiap barinya. 

i. Pos Penjagaan Utama dengan Status Personil mobilisasi pade Kediaman 

Prihedi Menteri Hakum dan HAM Rl di Cibubur Jakarta Timur, 

dilaksanakan oleh personil mobilisasi dalam situasi insidentil 
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j. Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan Utama dengan Status Per.;onil 

Mobilisasi peda kediaman Dinas Menteri Hulrum dan HAM RI selaku 

Anggota DPR di Kalibata Jakarta Selatan, dilaksanakan oleh personil 

mobilisasi dalam situasi insidentiL 

k. Tugas pengamanan pada Pos Penjagaan hantuan peda Kediaman Mantan 

Menteri Hulrum dan HAM RI Bapak Yusril Ihza Mahendra, dilaksanakan 

oleh 3 personil. 

Gambar 3.6. Keweuangan Pos .Jaga Bag. Pengamanan 
(StJmber! Bagian Pengsmanan 2009) 
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3.2.3. Personil Bagian Pengamanan 

Sampai dengan 31 Desember 2007 jnmlah personil pada bagian 

pengamanan berjnmlah 132 orang pada periode yang sama di tahun brikutnya 

berjnmlah I 07 orang, dengan demikian terjadi pennrnnan jnmlah pegawai sebesar 

18,1% pada tahnn 2008, (belnm termasukpegawai yang mendapat togas dinas). 

Pada periode Desember 2004 jnmlab pegawai adalah 113, dan pada tahnn 

2006 adalah 125. kemudian jika dihitnng dari periode 2004 s/d 2008 terdapat 

penambahan pegawai sebesar 46 pegawai non staf, dan pada periode yang sama 

juga terjadi mutasi, tugas dinas dan pemberhentian pegawai dengan akumulasi 

berjnmlah 52 pegawai. Dengan demikian pengurangan pegawai pada periode 

2004 s/d 2008 sebesar 9,46% jnmlab tersebut mendekati signilikansi dan 

be1pengarub terbadap kinerja Bagian Pengarnanan. Adapun data pegawai 

pengamanan pada periode Desember 2008 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Klasifikasi Pegawai Pengamanan 
(Sumber : Bagian Pengamanan 2009) 

NO TANGGUNGJAWAB TUGAS JUMLAIIPEGAWAI 
.. 

l KEPAI.A BAGIAN PENGAMANAN l 

2 KASUBBAG PAM PIMPINAN l 

3 KASUBBAG PAM LINGKUNGAN l 

4 KASUBBAG PAM DOKLURINFO l 

' STAF PENGAMANAN/PAMTERnm.JP 4 

6 PERSONJL OIPERBANTUKAN PAOA KPPDK l 

7 PERSONIL DIPERBANTUKAN SEBAGAI 3 
PENGEMUOI 

8 PESONIL OPERATOR CCfV 2 

9 PERSONIL TUG AS KHUSUS LT vn 3 

10 PETIJGAS PENGAMANAN LtNGKUNGAN 79 

II PENGAWALAN KHUSUS 9 

JUMUUI 107 
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BAB4 

TEMUAN PENELfTIAN 

4.1 Badon Pembinaan Hukum. Nasional 

4.1.1 Sub Bagian Ramah Tangga 

Kegiatan penyelenggaraan pengamanan fisik maupnn pengelolaan 

rumah tangga di Badan Pembinan Hokum Nasional dilakukan oleh Bagian 

Rumah Tangga dan Perlengkap!lll. Meskipnn togas pokok dan fimgsinya tidak 

rerdapat dalarn stroktur organisasi di BPHN. fungsi keamanan dilakokan oleh 

Bagian Rumah Tangga karena masih rermasuk dalarn kegiatan kerumahtanggaan. 

Untuk pe1aksanaan kegiatan dilakokan oleh Sub Bagian Rumah Tangga. 

Banyaknya kegiatan •liluar masalah keamanan membuat Sub Bagian Rumah 

Tangga memiliki tanggnng jawab yang cukup besar. Beberapa kegiatan yang 

berhasil kami himpun yang hams dilakukan Sub Bagian Rumah Tangga ini antara 

lain: 

a. Pemeliharaan bru:ang inventaris Kekayaan/Milik Negara; 

1. Melakukan pemeliharaan AC sentral, AC Split dan AC 
Windows pada gednng kantor. 

2. Melakukan pemelibaraan lnstalasi Air berikut perangkat 
mesinnya. 

3. Melakukan pemeliharaan gednng kantor. 
4. Melakukan pemeliltaraan Instalasi listrik. 
5. Melakukan pemeliharaau generator set( genset) 
6. Melakukan Antl!r Jemput pegawai. 
7. Melakukan pembayaran rekening listrik dan telepon secara 

rutin sesuai dengan batas tanggal pembayaran. 
8. Melalrukan pembenahan karakter pegawai/staff Sub Bagian 

Rumah Tangga dengan mengedepankan kekeluargaan dan 
kebersamaan. 

9. Melayani keperluan dinas khususnya yang bersifat non 
formal serta formal pad a Rumah Dinas Kepala BPHN. 

10. Melakukan pambelian bahan bakar solar gnna keperluan 
Generator Set. 

II. Melakukan perawatan telepon. 
12. Melakukan pengecatan gudang generator set (gen set) dan 

kantin. 
13. Melakukan persiapan ruangan aula dalarn rangka kunjungan 

dari civitas akademi/Universitas*universitas yang akan 
melakukan stndi banding. 
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14. Melakukan persiapan Tllllllgan aula dulam rangka kunjungan 
dari Sekolah. 

15. Mempersiapkan tempat untuk kegiatan Sholat Jum'at 
berjamaah. 

16. Melakukan persiapan ruangan untuk kegiatan CLE. 

b. Pengawasan kebersihan linglrnngan (luar dan dulam) gedang 

kantor BPHN; 

1. Melaknkan pengawasan kebersiban lantai gedung kantor 
(terrnasnk kamar-kamar keel! dan ruangan- ruangan kantor). 

2. Melakukan pengawasan kebersiban halaman sekitar gedung 
kantor. 

3. Melakukan pengawasan kebersiban gedung poliklinik, 
Wartel, kantin dan koperasi. 

4. Melaknkan kebersiban rnang keJja rutin setiap bariljam 
kantor pada pagi hari dan sore hari pada Gedung lndnk, 
Annex dan SJDL 

5. Melakukan pengawasan kebersiban Musollah. 
6. Melakukan pemotongan rumput di gedung kantor dan rumah 

dinas Kepala BPHN. 
c. Pelayanan Umum Kesejahteraan Pegawai BPHN; 

1. Melaknkan pelayarnm/penyediaan air minum pegawai setiap 
harikeJja. 

2. Melakukan pelayanan kendaraan antar jemput pegawai dan 
kendaraan operasional dahun rangka dinas pegawai pada hari 
jam kantor. 

3. Melakukan persiapan sarana senam dan olah raga pada setiap 
harijum'at rutin pagi hari untnk kesehatan. 

4. Penyediaan Dok!er pada polildinik BPHN, koperasi serta 
wartel. 

5. Melaknkan bnka tutup pintu ruangan kerja baik rutin setiap 
hari maupun hari libur bila ada lembur. 

d. Pelayanan kegiatan pertemuan, rapat-rapat, penyediaan ruangan 

mpat dan Aula baik seeara rutin maupun kegiatan yang sifatnya 

non regular lainnya : 

!. Melakukan pengatumn tempat/ruangan beserta perlengkapan 
peralatan pendukungnya yang diperlukan dalam mngka 
kegiatan pertemuan dan rapat-rapat lainnya serta kegiatan 
lainnya 

2. Melakukan pengaturan bungalkembang sebagai palengkap 
pada kegiatan rapat dan seminar-seminar. 

3. Melakukan penyediaan dan pembagian Koran, majalah dan 
warta perundang-undangan. 
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e. Pongamanan gedung kantor baik fisik dan lnstalasi Listrik, Telepon 

dan lainnya; 

1. Melalrnkan kegialan pengawasan secara regular pada instalasi 
listrik terutama pada malam bari melalui piket teknisi yang 
dijalankan secara bergiliran. 

2. Menyalakan dan memadamkan lampu setiap lantal kantor 
sebelum dan sesudabjam kerja. 

3. Menyalakan dan memadamkan lampu penerangan, lampu 
taman pada sore dan pagi bari. 

4. Melalrnkan pe!ll!liUlS3ll generator set secara rutin 
5. Melalrnkan ponjagaan fisik kantor baik pada siang maupun 

pada malam bari untuk menghindari hal-hal yang tidak 
dlinginkan bekerjasama dengan satuan pengamanan yang 
dikoordinir oleh Sekretariat Jenderal. 

f. Pengurusan administmsi; 

1. Melakukan proses administrasi dalam rangka keper!uan 
sehari-bari/rutin peda Sub Bagian Rnmah Tangga terutama 
peda tagihan rekening listrik, air dan retepon serta 
perpanjangan STNK Kendanum Dinas. 

2. Melalrnkan proses administrasi/konsep jatah BBM untuk 
kendaraan dinas baik opera.<ional maupun antar jemput secara 
rutin. 

3. Membuat konsep perjanjian kontmk dengan rekanan 
menyangknt hubungannya dengan pekerjaan kantor. 

4. Melalrnkan Renovasi Lantal I Gedung Induk. 
5. Melalrnkan pernbenahan kearnipan dan file pekerjaan kantor 

pada komputer. 
6. Melaltukan pengetikan dengan komputerisasi. 

Seperti dikutip dari Kopala Sub Runtah Tangga BPHN bahwa: 

" kegiatan yang menjadi tanggung jawab sub ini eukup besar, 
dari beberapa kegiatan yang ada, diperlukan teknisi-teknisi yang 
selalu siap dan mampu dalam pemelibaraan mesin maupun alat 
yang ada di BPHN, hal ini karena ketcrbatasan jumlah SDM 
nya yang ngerti selnk belnk instalasi yang ada di gedung 
BPHN". 

Banyaknya kegiatan yang harus dilaknkan Sub Bagian Rumah 

Tangga tentunya tidak dapat dikatukan mudab. Diperlukan tanaga yang 

mem.iliki kemampuan dan keahlian yang membidangi mesin dan 

instalasi bangunan. Mesin-mesin yang terdapat di gedung BPHN, 

diperlnkan perawatan kbusus untuk menghindari adanya gangguan 
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pada mesin atau instalasi yang memiliki potensi kemacetan. Namun 

menurut Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BPHN: 

"Pemeliharaan khususnya kegiatan perawatan/perbaikan kurang 
dilakukan secara rutin padahal sebagian besar peralatan, sarana 
dan prasarana gedung kantor sudah tua selain itu anggaran yang 
tersedia sangat terbatas. Hanya AC saja yang pemeliharaannya 
dilakukan dengan sistem kontrak servis oleh rekanan, itupun 
hanya pemeliharaan kecil ". 

Kekawatiran ketiadaan pemeliharan rutin seperti yang 

diungkapkan, tentuoya menjadi beban tersendiri bagi pengelola rumah 

tangga ini. Beberapa pengajuan anggaran sebenamya sudah dilakukan 

namun realisasinya tampaknya sulit. Sehingga untuk menekan anggaran 

tersebut sub ini melakukan pemberdayaan pegawai semaksimal 

mungkin. Hal ini juga sempat disampaikan oleh Kepala Bagian Rumah 

Tangga dalam mengantisipasi kegiatan perawatan dan perbaikan 

kedepan bahwa: 

"Fungsi pemeliharaan untuk masa yang akan datang seharusnya 
ditingkatkan melalui kegiatan perawatan/perbaikan secara 
terencana dan teratur yang tentu saja disesuaikan dengan dana 
yang tersedia.... sedapat mungkin pelaksanaannya didasarkan 
pada hal yang prioritas. Untuk menunjang kegiatan yang bersifat 
prioritas ini, dana yang dibutuhkan tentunya harus segera 
direalisasikan. Oleh sebab itu hal ini perlu koordinasi sedini 
mungkin antara Sub Bagian Rumah Tangga dan Bagian 
Keuangan." 

Bila dilihat dari prioritas kegiatan yang ada, kegiatan perawatan 

dan perbaikan pada beberapa mesin tertentu merupakan hal yang 

penting. Oleh sebab itu anggaran yang ada harus benar-benar seefektif 

dan seefisien mungkin penggunaannya. Namun apabila hal ini menjadi 

kendala terns menerus pemanfaatan pegawai yang ada menjadi solusi 

sementara terhadap penanganan alat atau mesin yang mengalami 

kerusakan. 
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Tabel4.1 
D.aflar Pegawai Sub Bagian Rumah Taogga BPBN 2009 

(Somber : Bagian l'erleogkapan & RT 2009) 

NO NAMA KEAHLIAN 

1 Hidaya~ SH Ke laSubKL_ 

2 Tn Sadewo Y.Cahyanto, ST listn1< Pike! 

3 M. Firdaus, SH Us!Jik Piket 

4 RaSiman Rasyaoto Supir 

5 Subroto Listn'k Pike! -
6 M. Siddik Piket 

7 Sumidi Piket 

8 Svahriah 

9 Sutamo Pike! 

10 Harsono Us!rik Piket 

11 Ramiya Suoir 

12 Suhanda Supir ··-·-
13 Suparmi 

14 Sayudi lsmar 

15 Darti 

16 Saih Rusmana 

17 Saturi 

18 M. Syarif I SUpir 

19 Saiman Supir 

20 Bahrudin 

21 Teauh lrawan Ustrik Plket 

22 Heru Triawan Ustrik Piket · 

Dari daftar !abel 4.1 terlihat pegawai yang memiliki keahlian 

tertentu sangat terbatas. Regenerasi pegawai teknisi sulit dilakukan 

mengingat keahlian ini pembinaannya harus dilakukan se<:ll11! rutin dan 

berkesinambungan. 

Pemberlakuan piket pegawai merupakan termasuk alternatif 

pengamanan instalasi dan mesin yang ada di BPHN. Salah satu bentuk 

pengenalan terhadap struktur instalasi memungkinkan petugas piket 
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dapat Jebih meningkatkan keahlian dan mengetahui selnk belnk mesin 

tersebut Kegiatan piket yang dilaknkan oleh satu orang dalam semalam 

dilnksannkan bergantian setiap hari oleh star di Sub Bagian Rumah 

Tangga. Tugas dari piket ini selain membantu tugas peogamannn, 

mereka juga melaknkan pengecekan terhadap penguncian pintu-pintu 

seluruh ruangan kantor, pemeriksaan instalasi listrik dan air. Petugas 

piket tersebut ha:rus mampu melnknkan perbaikan pada setiap mesin atau 

instalasi. Dengan adanya kebemdaan pike! pegawai ini diharapkan 

adanya gangguan pada instalasi dapat ditekan. 

Tabel 4.2 Cootoh Daftar Piket Tekoisi 
(Sumber : Bagian. Perleogkapan & RT 2009) 

Terbatasnya jumlah pegawai Sub Rumah Tangga yang 

memahami perawatan dan perbaikan alat menuntut perhatian pimpinan 

mengenai perlunya pelatihan dan insentif tambahan hagi pegawai. 

Seperti yang diutarakan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BPHN 

bahwa: 
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"Hendaknya para piket teknisi ini diberdayakan dan diusulkan 
agar kesejahteraan mereka ditingkatkan, karena ada beberapa 
orang diantaranya memegang "dobel job". Selain itu teknisi perlu 
dilakukan pelatihan dan studi banding guna meningkatkan 
pemberdayaan sumber daya manusianya. Sebenarnya ada beberapa 
SDM di luar bag rumah tangga yang terbilang ahli mesin sebingga 
sebaiknya perlu pernbenahan penempatan pegawal/ karyawan agar 
pegawai tersebut dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya." 

Adanya pelatihan dan studi banding bagi pegawal mern1lllgk:inkan 

pegawai akan lebih memiliki kemarnpuan sebingga mendorong 

semangatnya nntuk 1ebih memaharnj instalasi dan mesin yang ada di 

BPHN. 

4.1.2. Pandangan Sub Bagian Rumah Tangga BPHN Terbadap Petugas 

Pengamanan 

a. Kewenangan 

Wewenang merupakan bak untuk melakukan sesustu atau 

memerintab onmg lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

agar tercapai tujuan tertentu (Handoko : 1995). Kewenangan merupakan 

bal yang penting dalam mengatur setiap pelaksanaan tugas. Adanya 

perintab dari pimpinan merupakan kewajiban yang harus dijalankan. 

Namun pada pelaksanaan pengamanan yang ada hal ini menjadi kendala 

ketika pengamanan tersebut tidak dalarn satu lokasi yang sama. 

T erpisalmya antara bawahan dan atasan lang sung mengakibatkan fungsi 

peagawasan menjadi tidak efektif. Baik pengawasan terbadap petugas 

maupun pada pelaksanaan kegiatan pengarnanan. Sulitnya pimpinan di 

BPHN dalam memberikan perintab tidak serta merta dipatuhi oleh 

petugas yang ada. Kondisi ini terjadi karena kewenangan petugas bukan 

dibawah BPHN dalam arti bakan pada lini atau garis perintab atasannya. 

Akibatnya Sub Bagian Rumah Tangga BPHN tidak dapat berbuat 

banyak terkait wewenang tersebut, meskipun sub ini merupakan 

koordinator maupun penanggung jawab keamanan fisik dan gedung 

BPHN. 
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Perbedrum alur kewenangan yang dimiliki petugas 

tersebut membuat Petugas Keomanan lanang mengikuti 

keinginan pimpirum di BPHN. Dari temuan dilapangan 

kecenderungan Petugas Keamanan yang "lrurang palllh" 

terhadap kebijakan yang dlouat pimpirum di BPHN sangat 

terlibat. Hal ini dapat terlihat dari minimnya koordinasi 

m!l!lalah keamanan diantara keduanya bisa dikalakan tidak 

terlibat satu sarna Jain. Dari pihak BPHN sendiri, kurang 

perhatian terhadap pelaksana Petugas Keamanan juga dapat 

dirasakan. Akibat pennasalahan ini koordiaasi pun tidak 

dilakukan dengan semestinya, masing-masing beke~a sesuai 

periutah atasannya masing-masing. 

Perbedaan alur kewenangan tersebut memang sudah 

menjadi kendala sejak lama dan hingga kini sulit dibenahi 

mengingat kurangnya koordinasi kedua bagian peda masalah 

keomanan. Sehingga pelaksanaan pengamanan terkesan jalan 

sendiri-sendiri tanpe ada yang mengatur. Mininmya koordinasi 

antara petugas pengamanan dan pihak BPHN juga t~adi pada 

kegiatan-kegiatan yang ada di BPffi\f~ seperti rapat, seminar, 

lembur pegawai, Iomba hukum ataupun kegiatan lainnya yang 

mendataogkan massa hal ini bukan tidak mnngkin membuat 

ancaman keamanan tidak dapat di prediksi untuk melakakan 

pengeodalian keamaoan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Kepala Bagian Pengamanan di Departemen bahwa "Kurangnya 

kesadaran dari Bagian lain nntuk menyarnpaikan infonnasi ke 

bagian pengamanan, terutama informasi tentang kondisi 

pelaksanaan kedinasan intern pada saat jam keJja berlangsung 

menjadi kendala tersendiri1
'. 

Selain itu dalam menunjang koordinasi dengan petugas 

keamaoan, dari pibak BPHN sering tidak memberikan 

inforrnasi tertulis mengenai kapan waktuny~ jenis kegiatannya, 

tempatnya, jumlah pesertanya dan siapa yang menghadiri. 
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Informasi ini sangat dlbutuhkan sebagai langkah antisipasi 

mengenai pengamanan gerbang !llllSuk dan kelWir, pengamanan 

dan pemantauan pelaksanaan kegiatan, serta laporan yang ha:rus 

dlsampaikan. 

b). Jumlah Petugas Yang Terbatas 

Dengan luas wilayah 2000m2 serta 3 gedung berlantal 

jumlah petugas keamanan yang ada dlrasa kurang. Ditambah 

lagi dengan jumlah pegawai 2&4 orang yang memiliki karakser 

berbeda, cukep menambah beban pengamanan Sebanamya hal 

ini sudah sering ditindalda!liuti melalui peng,Yuan tambeban 

pengamanan. Namun karena terbetasnya jumlah petugas 

pengamanan yang ada, disamping penilaian bahwa wilayah 

BPHN tiduk terlalu rawan, jumlah tersebut tidak pernah 

ditambah. 

Petugas keamanan yang beljumlah dua orang dalam 

sehari tentunya terlalu minim dan sulit untuk mengantisipasi 

ancaman dan gangguan secara maksimal. Keterbatasan jumlah 

petugas pengamanan ini menjadi bambatan ketika salah 

seorang diantara mereka ada yang berhalangan badir atau ada 

keperluan lain. Selain itu halangan dapat berupa jika salah satu 

dari patugas sedang ijin kuliah, saki!, kepentingan kaluarga, 

atau memaog petugas tersebut alpha. Bertugas seorang diri 

membuat petagas sutit untuk melakukan tugas pengam.anan 

sesuai prosedur yang ada, bila hal ini teljadi tidak jaraog pos 

jaga terlihat kooong atau diisi cleaning service sa.at petuga.s 

tidak ada yang beljaga. 

Dengan j umlah petugas yang terbatas keluar masuk 

pedagang keliling, siswa magang dan tamu pegnwai 

rnempakan hal yang harus diawasi setiap wakm. Meskipun 

jurnlah mereka tidak terlalu banyak, narnun hal ini tiduk dapat 

dilakukan dengan jumlah petugas yang sangat terbetas. 
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NO 

l 

2 

3 

4 

, 
6 

7 

' 
9 

lQ 

Beberapa kasus kehllangan yang pemah teijadi di BPHN 

dilakukan oleh oknum pedagang kelillng. Dari pantauan 

peneliti dari jumlah yang tercatat dalam bukn jumal harlan 

keamanan masih banyak dari mereka yang luput dari petbatian 

petugas pengamanan. Keknrangan jumlah petugas pengamanan 

tidak saja dialami oleb unit BPHN namun dari keterangan 

Kepala Sub Bagian Lingknngan dan Instalasi 

bahwa"Kurangnya jumlah petugas jaga pada 8 Pos penjagaan 

di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang memang diakui 

membuat knrang optimalnya tugas pengamanan yang sesuai 

dengan prosedur pengamaan." 

Tabel 4.3 Jumlah Petugas Keamanan Di Pos Jaga Utama 
(Sumber : Bagian Pengamanan Depkumbam 1:009} 

f'OSJAGAUTAMA Jt!MLAHPEGAWAI 

G!IDUNG UTAMAKIJNINGAN 2& 

BADAN PEMBINAA."! HUKUM 6 
NA.IllONAL 

BAD AN PENGEMBANGAN SOMBER 12 
DAYAMANUSIA 

KOMPLEK RUMAH Ot:NAS PEJABAT 6 
ESELON ···-·-
KANIORHKITANGERANO IS ....... 

KANTOR DITJEN HAM & BALITBANG ' !!AM .. ~ 

KP.DI.AMAN OJNAS MENTER! HUKUM 6 
DANHAMRl 

·-··--

KEDlAMAN MA}."TAN 

""'"" w.,;onto) 

SETJEN (lbu 3 

KEDlAMAN MENTER! HUKUM DA,."i Pcroonil Mubilisasi 
HAMRI 

KEOIAMAN DIN AS MENKUMHAM Pemonil Mobi!isasi 
SEI.AKU ANOOOTA DPR 

JUMLAH 79 
.. ... 

·-
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Tabel 4.4 Daftar IU>kurangan Petugas Keamanan Jakarta & Tangerang 
(Sumber: Bagian Pengamanao Depkumbam 2009) 
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4.1.3 Pegawai 

a. Tata Terlib 

Dalam menunjang kegiatan pengamanan tetbadap pegawai, 

Sekretaris Badan sebagai pimpinan dalam pengelolaan rumah tangge 

memiliki kewenangan dalam memberilcan araban-araban serta kebijakan 

berupa tata tertib yang wojib diiknti oleb pegawai dalam mengantisipasi 

adanya aneaman keamanan di lingkungan BPHN. IU:bijakan tersebut 

sebenamya sudah terdapat dalam peraturan mengenai disiplin pegawai 

namun apabila dirnsa kurang adanya peraturan lain secara lisan kepada 

pegawai akan diberikan. Tata tertib sebagai Iangkah awal dalam meojaga 

keamanan bagi pegawai, memungkinkan timbulnya kerugian yang 

dialdbatkan oleb pegawai akan dapat di antisipasi. 

Penerapan tala tertib pada pegawai merupakan persoalan yang 

tidal:: mudah. Hal inl dapat terlibat adanya kekurang paluban pegawai 

kepada tata tertib itu sendiri. Akibatuya banyak hal yang dilakukan baik 

sengaja maupun tidak disengaja dilakukan pegawai untuk melanggar lata 

tertib. Meskipun hal tersebut terkesan sepele namun hal yang keeil bila 

dibiarkan akan menjadi suatu ancaman besar yang akan sulit ditanggulangi 

karena jumlah pelanggamn maupun kualitasnya. Bebexapa kasus 

kriminalitas yang pernah teJjadi di BPHN merupakan coutuh awal dari 

ketidaktertiban dan pelanggeran kecil-kecilan yang berasal dari pegawai 

atau petugas pengamanan itu sendirl. 

Kasus kehilangan bamng merupakan hal yang kerap teJjadi di 

BPHN kejadian tersebut penuntasan masalahnya tidak pemah 

ditanggulangi dengan balk Beberapa kasus kehilangan sebelumnya 

ditindak lanjuti dengan melaporkan pada petugas pengamanan yang ada. 

Narnun karena petugas terlihat kurang menanggapi dengan balk, hal inl 

membuat pegawai enggan melapor kepada petugas pengamanan. 

IU:engganan melapor pada patugas juga disebahkan oleh patugas yang 

cenderung dalarn melihat kejadian dengan selalu menyalahkan pegawai 

sebagai kelalaian yang bersangkutan. Sebenamya hal tersebut terkadang 

berawal dari kelalaian pegawai itu sendiri. Penataan barang dan eara 
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pengamanan yang kurang baik dimanfaatkan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Dari beberapa kasus yang terjadi adanya kehilangan 

bam diketahui ketika pegawai yang bersangkntan akan menggunaknn 

bamng tersebut, ternyata sudab tidak berada ditempatnya. Dari informasi 

yang diperoleh infonnan kami kasus-kasus tersebnt diindikasikan 

dilaknkan oleh orang dalam sendiri. Su!itnya pembuktikan menjadi 

knndala bagi pengungknpan kasus secara tuntas. Sebenarnya ka<US 

kehilangan ini dapat ditekan jnmlahnya apabila adanya pengawasan dan 

penataan bamng yang baik dari pegawai saat meninggalkan tempat 

kerjanya. 

Da!mn penerapan tala tertib terhadap masing-masing individu 

pegawai BPHN yang berjumlah 284 orang tidak dapet dikatakan mudah. 

Keberadaan pegawai yang melanggar aturan tala tertib dalam suatu 

organisasi sudab tentu ada. Namun hal tersebnt tentunya memilild batasan 

sesuai aturan yang berlakn. Meskipun adanya sangsi sebagai jawahan 

pelanggaran tala tertib sudah ada namun hal tersebut belum dapet 

menjadikan BPHN bebas dari gangguan keamanan yang dilak:ukan oknum 

pegawainya sendiri. Bagian kepegawaian tentunya tidak dapet melaknkan 

pengawasan terhadap pola prilakn pegawai satu persatu. Namun apebila 

tertangknp tangan dan terbukti melanggar aturan dan tala tertib makn 

kejadian tersebut akan diproses bagian kepegawaian BPHN sesuai 

pernturan disiplin Pegawai Negeri SipiL 

b. Lembur Pegawai 

Kegiatan lembur dilakukan pegawai karena adanya keterbatasan 

waktu kerja alau banyaknya peke.rjaan yang horus dise!esaikan dalam 

waktu relarif singknt. Namun hal ini menjadi bentuk pelanggaran lata 

tertib ketika kegiatan lembur pegawai dilaknkan tanpa prosedur yang ada. 

Kadang kegiatan lembnr tersebut menjadi horus dilaknkan pegawai ketika 

kegiatan ini merupakan parintah pimpinan yang mendesak. 

Dalam ketentuan yang ada di BPHN setiap kegiatan lembur 

diwajibkan melaperkaunya dan kemudian diberi surnt ijin dari bagian 
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rumah tangga. Dalam gam bar 4.! sumt ijin tersebut tertem waktu dan jenis 

pekerjaan yang akan dikerjakan dalam lembur tersebut. Namun pada 

prakteknya masih ada pegawai yang tidak melaporkan kegiatan lembumya 

kepada petugas pengamanan. 

Gambar 4. 1 Contoh Sural Ijin Lembnr Pegawai 
(Sumber: Bag Perlenglu>pan & RT BPHN 2009) 

- . ' -' . ....... _ ................................ .. 
' 2.: ................. _ ..... _,,; ............ -; .. . . ······--;:.: __ ..... : ... :., .. ; .. ., ...... 

:l. . ..... ; ..... ;;,_.: .... , ........... :, ....... ~ ·. _ ..... .,. .......... _ ..................... ., 
''· ..... _ ............. ., ,., ........... ' .... . 
5. • .......... ·······--·-···· ........ ., ..... 10._ ............................ ., •• ,.,., .. 

' 

-_ ~-~ pedW;i.au dan ~ Yaz!3 ~ bnti_ ~an kriln.8 
~.' 

Yaag~ 1'\tp:l 

KAPUfiJlCt\l3IDIKADAG- ............... : ..... : ............... . 

' ............... _ ...................... , .. .. 
:NIP. 0400: ........... .. 

Terubwwt~keped& 

:!. Yth, ~Sub&gianRutnahT~ 
~t - P.etugaa PAMPIK: BPRN (un:.tllk dikd:ahui); 
;,, AniP. 
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Dalam mengantisipasi kegiatan lembur yang tidak memiliki ijin 

bagian rumah tangga melakukan teguran kepada pegawai yang 

bersangkutan atau kepada atasannya agar menjadi perba!ian. Hal yang 

sama juga dilakukan oleh petugas pengamanan yang jaga saat itu, namun 

hal ini kadang menjadi konflik anlara mereka karena pegawai merasa lebih 

penting akan pekerjaannya tersebut. Bila hal ini terjadi biasanya petugas 

pengamanan akan mengalah, terutama hila pegawal tersebut berdalih 

perintah pimpinan dan mendesak. 

Adanya peraturan tala tertib tentunya hams dipetuhi demi 

kenyamanan maupun kearnanan pegawai dalam bekerja. Hal ini diartikan 

perlunya peran serta dalam memberikan infonnasi kegiatan pegawai 

sehingga petugas keamanan turut menjaga kegiatannya ternebut. Namun 

apabila kegiatan Jembur tersebut tidak memiliki ijtu, pegawal yang 

lembur atau cleaning service dikawatirkan lupa mengunci pintu. 

Kejadian seperti ini pemah terjadi pada pegawai yang melakukaan 

Jembur tanpa ijin. Saat itu pegawal tersebut lembur dan keesokan berinya 

teJjadi kesus kebilangan bamng. Kemudian petugas keamanan melakukan 

pelusuran pada pegawai yaog melakukan kegiatan terakbir sebeluronya. 

Seperti dikutip pada pegawai betnama A umur 34 tahun ; 

« Saat itu saya lembur untuk kerjaan kantor, meroang sih gak 
pake surat lerobur habis tanggung cuma sebentar ... padahal saat itu 
tidak terlalu malam ........ eh besoknya temyata ada kejadian bamng 
hilaog ..... aku diintrograsi cuknp lama dan sejak saat itu akn jadi 
males lembur ..... takut dituduh macam-macam. " 

Setelah kejadian ini pegawai tersebut mengakn lmpok dan menjadi 

melakukan kegiatan lembur meskipun pegawal tersebut bekelja ditempet 

yang dituntut untuk bekerja extra diluar jam kantor. 

c. ldentitas Fegawai 

Penggunaan seragam pegawai yang baik sangat menunjang 

ketertiban. Penggunaan seragam dan atribut yang baik dapat membantu 

petugas pengamanan dalam mengidentifikasi tamu atau pegawai dengan 

cepat. Adanya pegawai yang tidak menggunakan seragam dan atribut 
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diluar ketentuan yang sudah ditetapkan membuat petugas pengamanan 

menjadi sulit mengidentifikasi pegawai. Disamping itu keengganan 

petugas dalam menegur pegawai yang tidak menggunakan seragam 

membuat pegawai tersebut cenderung akan mengulanginya kembali. 

Beberapa kejadian ketegangan pemah teijadi karena petugas salah 

menegur pegawai yang dikira pedagang, karena pegawai tidak 

menggunakan seragam. 

d. Parkir Pegawai 

Laban parkir yang terdapat eli BPHN memiliki laban yang cukup 

luas. Luasnya laban parkir tersebut menjadi kendala bagi petugas 

pengamanan dalam melakukan pengawasan yang intensif. Hal yang sulit 

ini terjadi ketika konsentrasi parkir yang tidak dalam satu tempat. Selain 

diakibatkan oeh ketidaktertiban pegawai penggunaan laban parkir yang 

tidak pada tempatnya juga diakibatkan tidak jelasnya aturan marka jalan 

yang melarang atau memperbolehkan suatu tempat menjadi tempat parkir. 

Hal perparkiran ini sebenarnya sudah seeing dilakukan penertiban namun 

tidak berlangsung lama 

e. Pandangan Pegawai BPHN Terhadap Petugas Pengamanan 

Sebagai pengguna jasa pengamanan, pegawai BPHN" merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam menciptakan kondisi yang aman. 

Dalam setiap kegiatannya pegawai selalu merasa ingin aman. Adanya 

kasus kehilangan barang yang terjadi merupakan lemahnya kepedulian 

pegawai pada keamanan itu sendiri. Seringnya rnenaruh barang 

sembarangan saat ruangan kosong menjadi alasan terjadinya kasus 

kehilangan tersebut. Bagi pegawa.i keberadaan petugas pengamanan bisa 

dirasakan apabila Ielah teijadi suatu kejadian. Keterangan ini bukan tidak 

beralasan jarangnya petugas melakukan keliling kantor pada jam keija 

setiap hari membuat pegawai merasa tidak dilindungi kegiatannya. 

Kalaupun ada biasanya dilakukan petugas tertentu yang sudah "akrab" 

dengan pegawai. Bila tidak ada kejadian menwut salah seorang pegawai 
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dalam situasi normal petugas pengamanan hanya hetjaga di pintu gerbang 

sambil mengawasi keluar masuk pegawai atau tamu. 

4.1.4 Kegiatan Di BPHN 

Beberapa lregiatan yang ter<lapat di BPHN banyak mengundang 

rnasyarakat dan luar. Adanya perpustakaan hukwn dan undangan dan rapat-rapat 

tim memungkinlren banyaknya masyarakat luar dan civitas alredemika yang 

keluar masuk. Perpuslakaan milik Pusat Dokumentasi Hukwn merupakan salah 

satu tempat yang serlng di kanjungi oleh pakar hukum, mahasiswa atan akademisi 

untuk mencari informasi hukum. 

Banyalreya tamu yang keluar masnk ke BPHN menjadi lrewajiben petugas 

pengamanan dalam mengawasi dan kewajiban pegawai dalam melayani tamu 

tersebut. Untuk kegiatan jenis ini Iregiatan pengamanan bnros dilaknlren dengan 

seramah mungkin agar citra BPHN tetap baik dimata masyarakat. Tutur Ireta 

petugas pengamanan yang baik akan mernbuat penilaian tamu terbedap BPHN 

menjadi baik pula, hal ini bnros dilaltukan walau sukedar menunjnlren lokasi 

perpuslakaan. Meskipun pengawasan sudah dilakukan dengan ketat, namun tidak 

janmg pula banyak tamu yang luput dari perhatian petugas pengamanan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, peningkatkan pengamanan di perpustakaan dilaknkan 

dengan melakukan koordinasi dengan pegawai di perpustakaan. Sebingga petugas 

pengamanan dapat memastikan tamu yang datang tersebut sudah tercatat dalam 

baku tamu atau baku jumal keamanannya. 

4.1.5. Gedung dan instalasi 

Dengan luas gedung dan tanah 2000m" , BPHN memiliki 3 (tiga) 

gedung utama dan beberapa bengunan penunjang. Gedung tersebut antara lain 

gedung utama, gedung Annex dan gedung Pusat Jaringan. Gedung-gedung 

tersebut memiliki usia yang berbeda-beda. Gedung utama merupakan gedung 

tertua yang dibangun tahun 1977. Beberapa instalasi yang terdapat di gedung ini 

tidak pernah dilaknkan perhaikan atau pembenahan yang menyeluruh. Beberapa 

perbaikan pada instalasi listrik dan kabel data dilakukan dengan membuat instalasi 

baru tanpa membenahi instalasi lama yang ada. Pembuatan instalasi yang 
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demikian membuat penumpukan material darl tahun ke lahun. Hal ini 

diungkapkan oleh Y petugas teknisi yang biasa menangani kabel listrik dan 

telepon: "Kabel yang diatas plafon itu sudah terlalu banyak •... kalo di kiloin sudah 

jadl dult kalL..takutnya ada konslet aja ! L. . .kalo sudah konslet kita juga yang 

repot .. u. 

Kekhawatirkan ini bukan tidak menjadi alasan banyaknya penumpukan 

material listrik dapat mengakibatkan arus pendek yang menjadi penyebab 

kebakaran. 

Penanganan instalasl pada gedung Annex dan Pusat Jaringan Dokumentasi 

tidak jaub berbeda dengan gedung utama. Meskipun struktur bangunan dibangan 

lehlh muda, namun mengalami perlakuan yang sama. Perbedaan terletak pada 

jwnlah penumpukan material pada instalasi lama. Perbaikan instalasl yang 

terdapat dalam gedung dilakukan oleh pegawai bagian rumah tangga yang sudah 

memahami dalam menangani instalasi yang ada. Saat ini seperti Ielah dijelaskan 

jumlah pegawai yang memillki kamampuan menangani instalasl sangat sedikit 

sekali. Dalam rutinitasnya pengecekan terbadap instalasi dilakukan oleh pegawai 

bagian rumah tangga yang bertugas pike!. Perawatan dan perbaikan penambahan 

instalasi cenderung bersifut sementara dan ku.rang sempuma. Hal ini terjadi selain 

kamna minimnya dana perbaikan juga terbatasnya pegawai yang mengetahul 

seluk beluk instalasi. Banyakuya tambai sulam dan penggantian sernentara pada 

instalasi merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Terjadinya hubungan 

pendek arus listrik tidak mustahil akan mengakibatkan kebakaran pada gedung 

yang sering terjadl akhir-akhir ini. Sumber-sumber kebakaran akibat buruknya 

instalasi tersebut perlu diwaspadal oleh pegawai di bagian rumah tangga dan 

petugas pengamanan. 

a. Kondisi Alat Pemadam Kebakaran 

Antisipasi te!jadinya kebakaran suatu gedung merupakan hal yang 

sangat penting diperbatikan. Minimnya sarana pemadam kebakaran yang 

dimiliki oleh BPHN kurang mendapat perhatian yang serius baik 

penggunaan maupun kelayakan. Alat pemadam api ringan yang tersedia 

jumlahnya tidak sebanding dengan luas gedung yang ada. Selain itu baik 

instalasi hydran pemadam kebakaran maupun alat pemadam yang ada 
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tidak dilakukan pengecekan secara rutin. Sehingga kemungkinan akan 

teljadi kemacetan pada alat tersebut sangat tinggi sekali. Seperti dikutip 

dari X salah satu tekrrisi Rumah Tangga mengatakan : 

"Banyak slank pemadam kebakaran yang sudah lrerinJI <ial: 
mungkin tidak dapat difungsikan lagi karena tidak pernab 
dilakukan pengeeekan. ...... kalau kebakaran juga pegawai 
sepertinya gak tau barus apa . .karena di BPHN tidak pernab 
diadakan wsialisasi penggunaa AP AR (alat pemadam ringan) ..• 
Mesin pempa bydrnn untuk slang pemadam yang digunakan untuk 
menarik air dari It dasar ke tangki penarnpungan lantai 7 
menggunakan switch (pengatur) bila akan digunakan untuk slang 
pemadann kebakaran" 

Keterangan ini menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas pemadam 

kebakaran tidak disesnaikan fungsinya Dan pendapat mengenai pompa 

hydran ini juga diungkapkan oleh Y salah satu teknisi: 

"Mengenai masalah pempa untuk pemadam kebakaran adanya 
kesalaban instalasi, sebamsnya pempa tersebut disambung ke 
mesin genset ... tapi ini malah disambung ke listrik •... kalo teljadi 
kebakaran dan listriknya mati .... maka pompa hydrnn tidak bisa 
digunakan ... ". 

Adanya penanggulangan kebakaran dilakukan sebagai upaya atan 

tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi teijadinya kebakaran serta 

membatasi besarnya kebakaran dengan mengatasi sejak awal kebakaran. 

Sosialisasi penanggulangan kebakaran merupakan hal yang hams rutin 

dilakakan. Sosialisasi seperti ini tidak pemah dilakukan di BPHN. 

Anggapan tidak mungkin teljadi kebakaran di BPHN mernpakan hal yang 

biasa te.rdengar, meskipun beberapa kali terjadi kasus kebakaran kedl 

akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Perlunya sosialisasi 

pada pegawai akan membantu menekan kemungkinan kebakaran yang 

akan teijadi. Tidak adanya sosialisasi mengakibatkan kurnngnya 

pengetahuan tentang c!ll'a-cara mengbadapi kebakaran yang nyata, apabila 

tegadi keadaan darurat kebakaran mungkin kebakaran tersebut sulit 

ditanggulangi sejak awaJ oleh pegawai maupun petugas pengamanan. 
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b. Elevator 

Mesin-mesin yang terdapat dalam suatu gedung merupakan 

bagian yang tidak terpisabkan kegunaannya dari gedung itu sendiri. 

Lancamya kerja mesin elevator memberikan kenyamaan bagi pengguna 

gedung yang menuju lantai atas. Perawatan mesin merupakan hal 

penting mengingat usia mesin yang ada saat ini sudah cukup tua 

Perawatan pada mesin elevator di BPHN tidak pemah dilakukan. Namun 

hila teJjadi kemacetan pihak BPHN barn menghubungi tek::nisi elevator 

tersebut. Dengan usia mesin yang cukup tua kemacetan pada mesin 

tersebut tidak dapat dihindarkan. Beberapa kejadian kemacetan pada 

mesin elevator saat digunak:an pegawai kerap terjadi. Seringnya kejadian 

ini sangat menggangu kenyamanan aktifitas bagi beberapa pegawai 

terutama pegawai wanita. Ketakutan seperti ini bukan tidak beralasan, 

beberapa kasus putusnya tali elevator dapat mengakibatkan kecelakaan 

yang berakibat kematian (Suara Merdeka.com). 

c. Mesin Pendingin 

Mesin pendingin ruangan yang terdapat di BPHJ\1 memiliki satu 

mesm utama yang terletak di atap gedung serta beberapa mesin 

pembantu pada tiap lantainya. Kondisi mesin pendingin baik yang utama 

maupun yang terdapat disetiap lantai sudah sangat tua dan 

memprihatinkan. Udara dingin yang dihasilkan tidak merata di seluruh 

lantai. Adanya keluhan dari pegawai atas ketidaknyamanan ini kurang 

ditanggapi serius oleh bagian rumah tangga. Akibatnya sejumlah 

pegawai memasang mesin pendingin atau kipas angin sendiri sebagai 

tambaban demi kenyamanannya Keadaan ini membuat beban listrik 

bertambah melebihi kapasitas peruntukannya. Selain akan menambah 

tagihan listrik, kurangnya perawatan pada mesin pendingin yang ada 

akan menjadi ancaman kerusak:an yang lebih besar dikemudian hari. 
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d. Generator Set ( Gensel ) 

Gensel di BPHN merupakan alai pengganti bila pemadaman 

listrik dari PLN lerjadi. Fnngsi genset sebagai alat pemasok listrik 

pengganti sangat vital sekali. Perawatan genset secara teratur akan 

berpengarub pada kinerja genset Jika setiap komponen genset dilaknkan 

perawatan dan dijaga kondisinya, maka kinerjanya menjadi lebih baik 

sebingga tidak memutus proses bekerja yang menggnnakan listrik. 

Perawatan genset di BPirn dilakukan oleh pegawai yang biasa 

menangani genset namun kurangnya perawatan berkala serta kurangnya 

pegawai yang mengerti tentang genset menjadi kendala tersendiri. Tidak 

jarang genset tersebut sulit dihidupkan atau memakan waktu yang lama 

dalam mengantisipasi pemadaman yang ada 

Bila melihat kondisi mesin dan instalasi yang ada tentunya 

pegawai terkait dalam hal ini teknisi yang ada harus mampu 

mengidenti:fikasi instalasi yang memiliki kerawanan. Selain pegawai 

teknisi dari BPHN tentunya peran petugas pengamanan juga harus 

mempelajari hal ini. Namun tentunya hal ini tidak mudah mengingat 

petugas pengamanan memilik.i jadwal rotasi yang terbatas dalam 

memahami dan mempelajari instalasi yang terdapat di BPHN. 

4.1.6 Lingkungan Sekitar BPHN 

a. Warga Sekitar 

Lingknngan di BPHN terdiri dari tanab serta benda yang berada 

diatasnya seperti gedung, pegawai dan tamu merupakan kewenangan 

serta tanggnng jawab pimpinan di BPHN. Dari perpaduan elernen 

lingknngan tersebut dapat diihat apakab lingknngan itu memiliki 

kelemahan dalam masalah keamanan yang dapat menimbulkan ancaman 

atau gangguan. Lokasi BPHN yang terletak di Jl Mayjend Soetoyo 

Cililitan Jakarta Timur dikelilingi oleh perumaban penduduk, 

perkantoran serta tempat-tempat umum seperti pemberhentian bus, 

pasar dan mall. Dengan kondisi Iingkungan di Iuar BPHN tersebut pol a 

interaksi manusia yang ada menjadi kompleks dan dapat menjadi suatu 
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ancaman tersendiri. Kemudahan akses dari semua tujuan menjadi celah 

bagi pelaku tindak la:iminal dalam melalrukan gangguan kedalam 

lingkungan BPHN. 

Gombar 4.2. Lokasi BPHN (Google Earth 2009) 

Keberadaan masyarakat sekitar diharapkan dapat membantu 

kondisi aman di lingkungan BPHN. Penilaiaan masyarakat sekitar 

terbadap petugas pegamanan saat ini dapat dikatakan baik dan tidak 

mengalami masalah. Keadaan ini terns dijaga hubungannya oleh petugas 

maupun masyarakat sekitar. Adanya pemberian ijin penggunaan lahan 

untuk bennain bola dan menitipkan mobil rnerupakan hal yang sulit 

ditolak. Menurut petugas sejauh tidak ada yang menggangu tugas 

pengarnanan hal ini tidak terlalu merepotk:an meskipun petugas tetap 

extra hati-hati dalam mengawasi keberadaan warga disekitar BPHN. 

b. Pedagang 

Pedagang di lingkungan BPHN terdiri dari duo bagian. Adanya 

pedagang yang memiliki lokasi berada diluar batas pagar dan pedagang 

yang keluar masuk gedung BPHN. Mereka yang diluar lokasi BPHN 

berdagang dari pagi hingga malam hari. Petugas dan pedagang tersebut 
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sating mengenal k:arena mereka sudah cukup lama berdagang di daerab 

tersebut. Jurnlah mereka yang tidak terlalu banyak dan sudah dikenal ini 

1etl!p diawasi kebemdaan dan diminta bantuannya oleh petugas 

pengamanan untuk turut meojaga kondisi aman di lingkungan BPHN 

Pedagang yang keluar masuk BPHN merupakan penmalan rumit 

bagi petugas pengaruanan. Disatu sisi mereka mencari nallcah disisi lain 

mereka merupakan hal yang dapat menggangu keamanan dan kenyarnanan 

pegawai. Dalam hal menggangu keamanan, beberapa kasus pencurian 

yang tertangkap dilakukan oleh pedagang keWing. Sebenarnya hal tersebul 

dapat ditekan apabila petugas pengamanan selektif dan mengawasi dengan 

benar pedagang keliling tersebut. Dalam hal menggangu kenyamanan, 

terkadang mereka tidak melihat siapa atau sedang apa pegawai yang 

ditawarkan dagangannya tersebut. Terlebih lagi hila mereka berusaha 

memaksa dagangannya kepada pegawai. Dalarn kondisi ini biasanya 

pegawai langanng menghubungi petugas pengamanan agar pedagang 

tersebut dikeluarkan 

c. Tamu Pegawai 

Dalam tugas mengawasi tamu yang masuk, petugas melaknkan 

susuai prosedur tetap yang ada. Tamu yang masuk diberikan tanda 

pengenal lalu ditanya tujuannya kemudian dapat memasuki gedung. 

Namun hal ini tidak selalu ditempkan pada tamu yang menggunakan 

kendardllll yang langsung masuk ke lokasi gedung. Anggapan petugas 

terbadap tamu tersebut adalah pegawai atau kaluarga pegawai yang sering 

ke BPHN sehingga segan untuk dihentikan. 

4.2w Bagian Pengamanan Biro Umum 

Biro Umum Sekretl!riat Jenderal merupakan penentu kebijakan 

pengamanan serta atasan langsung deri Bagian Pengamanan. Biro Umum bertugas 

melakukan pembinaan dan pelaksanaan tata usaha dan ru.mah tangga di 

Depkumbam. Sebagai salah satu fungsinya, Biro Umurn melaksanakau urusan 

pengamanan dalarn yang dilaksanakan oleh Bagillll Pengarnanan. 
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4.2.1 Koonlinasi 

Kewenangan Kepa!a Biro Umum dalam hal meningkalkan koordinasi 

kepada unit eselon satu antam lain memberikan intruksi-intruksi yang 

menyangkot peningkatan kewaspadaan di wilayah unit eselon satu. Bentuk-bentuk 

intrnksi ini billsanya becsifat illsedentil. Dalam hal ini sebagai contoh 

kewaspadaan pasca kejadian born di Kuningan beberapa waktu yang lalu. Kepala 

Biro Umum akan membuat memo kepada Bagian Pengamanan untuk selanjutnya 

melalui Sub bagian pengamanan lingknngan di bedkan ke pos-pos jaga dan 

ditembuskan ke unit eselon satu wilayah tugasnya. Seperti dikntip dad Kepala 

Biro Umum : "Diharapkan setiap Bagian Rumah Tangga masing-masing unit 

dimohoakan hantuannya, dalam memback-up palaksanaan tugas dengan sa!ing 

berkunrdinasi dengan Bagian peugamanan, dalam mngka memberikan pelayanan 

yang maksimal, pengamanan ase~ serta pelaksanaan tugas sebad-bad" 

Adanya peningkatan kewaspadaan ini dilakekan oleh petugas jaga agar 

lebih diintensifkennya pengawasan keluar masnk orang maupun barang. Selaku 

pimpinan pelaksana dilapangan Sub Bagian Pengamanan Lingkungan mengawasi 

langsung kegiatan yang dilakekan petugas pengamanan di unit-unit eselon satu. 

Pengawasan dilakukan dengan melakekan kunjungan langsung ke pos jaga atau 

dengan memonitor kegiatan petugas melalui "'dio komunikasi. Pengawasan 

dilakekan untuk mengetahui kendala-kendala yang dibadapi oleh petugas 

pengamanan di wilayah untuk segera dapat memberikan pemecahan masalah yang 

ada. Dari keterangan yang didapat pengawasan dilakukan cenderung lebih banyak 

meialui komunikasi rddio. Kemudahan pengawasan meJaJui komunikasi radio 

digunakan untuk mengefisiensikan biaya kunjungan langsung. Narnun knrangya 

kunjungan dad atasan langsung cenderung membuat petugas pengsananan yang 

ada bertugas tidak maksimal. 

4.2.2 Perekrutan dan Pembinaan 

Perekrutan Petugas Keamanan di Departemen Hukum dan HAM Rl 

dilakakan melalui keJja<ama Biro Umum dengan Biro Kepegawaian. Penentuan 

kriterla Petugas Keamanan diajukan oleh Bagian Pengsmanan dengan kriteda 
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tertentu. Dalam pelaksanaannya Biro Umum dalam hal ini mengajukan usulan 

mengenai jumlah pegawai serta !criteria petugas pengamanan. Berdasarkan 

keterangan yang ada bahwa jumlah yang disetujui masih terlalu jauh dari jumlah 

kebutuhan yang diinginkan. Hal ini menjadi wajar karena Departemen harus 

melakukan prioritas pegawai yang diterima bagi kepentingan subtansinya 

Menurut Kepala Sub Bagian Pengamanan Doknmen dan Jalur Informasi: 

• Proses perekrutan yang dilakukan caJon pegawai petugas 
pengamanan memiliki !criteria khusus yaitu postur tubuh, tinggi badan 
serta tidak menerima calon pegawai petugas pengamanan wanita. 
Setelah diterima sebagai caJon Pegawai Negeri Sipil, petugas baru 
tersebut melakukan orientasi lapangan. Selama masa orientasi calon 
Petugas Keamanan mendapatkan pembinaan kemampuan dibidang 
pengamanan. Dengan pemberian materi, teori-teori pengamanan, petugas 
diharapkan akan mengetahui lingkup tugas dan mengenal lapangan 
secara lebih baik untuk bekal ketika mereka akan bertugas nanti. 
Sebelum ditempatk:an pada pos jaga yang utama dalam masa orientasi 
tersebut caJon Petugas Keamanan ditempatkan di pos jaga yang tidak 
strategis seperti di kediaman Menteri atau Kantor Pusat. Penempatan 
awal dilakukan pada tempat yang relatif arnan, dan caJon petugas juga 
dapat mulai belajar dari petugas senior yang ada Setelah dirasa cukup 
matang, calon petugas pengamanan dibekali Surat Perintah yang berupa 
jadwal penempatan- pada pos jaga utama Setelah diangkat menjadi 
Pegawai Negeri Sipil, pendidikan khusus diberikan kembali sebagai 
upaya peningkatan kemarnpuan. Pendidikan diberikan melalui BPSDM 
dengan istilah pendidikan ulang. " 

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui jumlah seluruh petugas kearnanan yang 

ada di Bagian Pengamanan. Dari jumlah tersebut merupakan jurnlah total dan 

sudah tenuasuk petugas yang terdapat di pos-pos jaga Minimnya jumlah petugas 

yang berasal dari pendidikan khusus pengamanan membuat pimpinan di bagian 

ini harus selalu mengawasi kegiatan pengamanan secara rutin. Hal ini selain dapat 

membantu meningkatkan mental petugas, pimpinan juga dapat langsung melihat 

dan merasakan kegiatan yang barns dihadapi dalam suatu wilayah tertentu. 

Sehingga minimnya petugas akan ditangapi secara Iebih baik mengingat keadaan 

yang mendesak. 
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Tabel 4.5 Petugas Keamanan Berdasarkan Angkatan Penerimaan Pegawai 
(Sumber : Bagian Peogamanan Depkumbam 2009) 

NO ANGKATAN TAHUN JUMLAII PEGAWAI 

I ANGKATANPRAI I 

2 ANGKATAN3 1986 I 

3 ANGKATAN4 1989 2 

4 ANGKATAN S 1993 8 

5 ANGKATAN6 1998 II 

6 ANGKATAN7 2002 27 

7 ANGKATAN8 2004 10 

8 ANGKATAN9 2005 15 

9 ANGKATAN 10 2006 29 

10 NON ANGKATAN 3 

JUMLAH 107 

Idealnya selain pendidikan yang dilakukan dari dalam Departemen, 

seharusnya diadakan juga keijasama dengan instansi lain di bidang pengamanan. 

Hal ini dilakukan untuk saling berbagi infonnasi dan bertukar ilmu antar Bagian 

Pengamanan. Sebenamya sudah ada beberapa surat penawaran untuk melakukan 

pelatihan bersama Penawaran tersebut selain dari instansi pemerintah, 

perusahaan swasta juga melakukan penawaran pendidikan jasa pengamanan. 

Namun karena keterbatasan dana yang ada, Biro Umum tidak dapat menerima 

tawaran tersebut. Penawaran ketjasama dari swasta dan lembaga pemerintah dapat 

dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran dan waktu pendidikan yang 

tersedia. Penawaran kerjasama diterima bila anggaran yang dikeluarkan sudah 

dialokasikan pada tahun sebelumnya. Akibatnya kegiatan ini tidak pemah 

terlaksana hingga saat ini. Hal ini seperti dim1gkapkan oleh Kepala Sub Bagian 
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Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi bahwa : ''Pendidikao kesamaptaan 

terhadap seluruh personil pengamaoao diberikan satu kali yaitu pada saat mereka 

sebelurn diaogkat menjadi PNS, dan tidak pemah dilaksaoakan pendidikao 

penyegaran kesamaptaan hingga saat ini". 

Dalam meningkatkan kemampuan pengamanan terdapat beberapa jenis 

pelatiban yang bersifat wajib dan tidak wajib. Wajib dalam artiao harus 

dilaksaoakan dan memiliki sangsi hila tidak dijalankan. Tidak wajib dalam artian 

tidak memiliki sangsi namun apabila petugas ingin melaksanakan sebagai 

peningkatan kemampuan personalnya maka setelah mendapat ijin pimpinan, 

petugas dapat mengikuti pelatiban dimaksud. Tapi hal ini belurn pemah dilakukan 

oleh petugas pengamanan. 

4.2.3 Peningkatan Pendidikan 

Selain peningkatan kemampuan fisik petugas pengamanan. Biro Umum 

juga memberikan kebijakan mengenai ijin bagi petugas pengamanan untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya kebijakan tersebut 

memberikan kesempatan petugas agar selain memiliki kemampuan fisik 

pengamanan juga memiliki pengetahuan umum secara lebih luas. Sehingga selain 

trampil petugas juga memiliki kecerdasan dalam berfikir yang tidak kalah dengan 

pegawai reguler. Jumlah petugas yang saat ini tercatat sedang melaksanakan 

pendidikan di Akademi Jlmu Permasyarakatan adalah berjumiah 2 ( dua ) orang. 

Bagi petugas yang sedang menjalankan pendidikan sekolah lanjutan yang dibiayai 

oleh Departemen mereka diberikan status bebas tugas. Namun untuk yang diluar 

departemen mereka harus tetap melaksanakan tugas sesuai jadwal. 

Menurut penuturan Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan 

Instalasi, adanya petugas yang melanjutkan pendidikan sekolah diluar 

Departemen memang menjadi dilema sendiri. Namun hila hal ini kerap terjadi 

kejadian ini dapat ditanggualangi dengan petugas dari tempat lain yang sedang 

tidak bertugas. 
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Tabel 4.6 Jumlah Petugas Pam sesuai Strata Pendidikan 
(Sumber : Bagian Pengamanan Depkumbam 2009) 

NO SI'RATAPENDIDI:K.AN JlJMLAH PEGAWAt 

l STRATAl 4 

2 STRATAl 12 

' SLTA S9 

4 SLTP 2 

JUM!.AH 107 

Dari hasil wawancara penulis dengan petugas senior tidak sedikit dari 

petugas pengarnanan lingkungas melanjutkan sekolahnya. Dari jumlah rersebut 

mayoritas petugas pengarnanan yang melanjutkan pendidikan rersebut atas biaya 

sendiri. Dari pendapat beberapa petugas alasan mereka melanjutkan sekolah 

adalah setelah mereka penyetaraan mereka akan masuk ke dalam struktuml. 

Menurut mereka jenjang karier di bidang pengarnanan sangat sulit sekali. 

Sedikitnya jurrdah jahatan di pengamanan membuat mereka be1pikir dua kali 

untuk tetap di pengamanan. Selain itu dari pengalaman rekan mereka yang sudah 

diluar pengamanan juga menjadi alasan lain. Hal ini dibemukanjuga oleh Kepala 

Biro Umum dalam wawancara dengan penulis bahwa : ~'Bagi Petugas masuk 

pengamanan mungkin banya sebagai batu lonca!an saja ..... namun kita memiliki 

aturan setelah 10 tahun mereka barn dapat pindah..... ". Menurut pendapet 

beberapa petugas keamanan, bila dilibat dari beberapa pegawai yang pemah 

bek~a di pengamanan banyak dari mereka yang saat ini memiliki kehidupan 

yang lebih mapan .. 

4.2.4 DisipHn Petugas 

Disiplin petugas pegawai pengamanan merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari pelaksanaan pengamanan itu sendiri. Disiplin petugas yang rendah 

dapat mernpengaruhi kualitas sistem pengamanan. Dari beberapa kasus yang 
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pernah ada, penyelesaian pada kasus-kasus petugas pengamanan memiliki lahap 

yang tidak jauh berbeda dengan pegawai biasa. Adanya pelangganm disiplin yang 

dilakukan oleh petugas dilakukan tindakan berupa uruilln antara laia : 

a. regnran lisan 

b. regnran tertulislkartu cela 

c. BAP 

Setelah ketiganya dilewati, kemudian dilaporkan ke Biro Umum melalui 

Kepala Bagian Keamanan, lalu oleh Biro Umum dilanjutkan untuk diproses oleh 

lnspektorat Jenderal. Beberapa faktor teijadinya pelanggamn disiplin menurut 

Kepala Bagian Pengamanan yang kami kutip : "Adanya masa keija pegawai 

bagian Pengamanan yang telnb berdinas terlalu lama sehingga menyebahkan 

timbulnya kejenuban yang berpengarnh terbadap penegnkan disiplin dalam 

meJaksanakan tugasu. 

Penerapen disiplin petugas keamanan dilakukan sebagai langkuh awal 

tentang penjelasan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perandang-undangan 

yang berlaku, Tindakan disiplin dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerinlah 

tentang hak dan kuwajiban PNS merupakan juga sebagai pembelajaran untuk 

mencapai kinerja yang Jebih balk. Kemudian penilaian disiplin tersebut dijadikan 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebelum diusulkan kenaikan jenjang 

pangkut atau peningkatan karier masing-masing perSOnillpegawai. 

4.2.5 Pedoman Pelaksanaan Tugas 

a. Prosedur Tetap 

Petugas pengamanan yang terdapat di BPHN merupakan 

Pegawai Negeri Sipillayaknya pegawai yang terdapat di BPHN namun 

rnereka memiliki tupnksi berbeda dibav.'llh Bagian Pengamanan Biro 

Umum Sekretariat Jenderal Deplanubarn yang terletak di Jalan Rasuna 

Said Kuningan Jakarta Selatan. Dalam setiap tugas pengamanan 

BPHN memiliki 2 ( dua) petugas keamanan yang bertugas jaga selama 

24 (dua pulub empat) jam. Padomau yang dimiliki oleh petugas 

pengamanan mengacu pada baku pedoman Prosedur Tetap Strategi 

Pencegahan Gangguan Keamanan (PROTAP) yang dimiliki oleh 
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Bagian Pengamarum di Biro Umum. Meskipun dalam setiap 

melaksanakan tugasnya, petugas pengamanan telah memiliki standar 

operasional yang disebut Prosedur Tetap(PROTAP) sebagai pedoman 

baku yang mengikat setiap kegiatan pengarnanan. Namun pelaksanaan 

dilapangan protap tidak dapat sepenuhnya dijalankan secara optimal. 

Hal ini disebabkan petugas tidak memiliki rasa percaya diri yaog 

tinggi karena merosa tidak memiliki kemampuan. Akibatoya banyak 

yang pelanggaran tala tertib yang dilaknkan oleb oknum pegawai atau 

pedagang yang melaknkan kegiatan di BPHN deugan sernaunya taapa 

aturan. 

b. Surat Perintab Pelaksanaan Tugas/ Jadwal 

Surat Perintah pelaksanaan tugas peroorul pengamanan dibuat 

oleh Kepala Biro Umum. Debun sural periutah ini diatur mengemri 

jadwal pelaksanaan serta lokasi pos penjagaan personil pengamanan. 

Jadwal pelaksanaan tugas mampakan bentuk perintah yang wajib 

dijalankan dan bersifat tidak memberikan jangka waktu betas aklrir. 

Selain sebagai rencana pengamanan yang ada tidak sating tumpang 

tindih antara kegiatan satu sama lain, adanya sura! perintah ini 

merupakan kekuatan bagi petugas pengamanan dalarn melakukan 

kegiatan pengarnanan. Dalarn keadaan tertentu jadwal pelaksanaan 

tugas dapat di ubah apabila dirasa perlu. Jadwal barn diberiknn sebagai 

penyegaran kepada petugas atau dapat diberiknn sebagai bentuk 

hukuman apabila ada petugas yang melakukan kelalaian atau sedang 

teijadi adanya konflik dengan rekan sekelja di unit tempat tugasnya. 

Untuk kasus tersebut Kopala Bagian Pengarnanan mengajukan 

pembuatan jadwal beru kepada Kepala Biro Umum untuk selanju1nya 

membuat surat perintah yang berisi jadwal baru. 

Bagi petugas pengamanan adanya jadwal merupakan 

perubeban Iokasi jaga ditetapkan oleh surat perintah. Baik tidaknya 

lokasi baru memiliki pandangan berbeda bagi petugas pangamanan. 

Dalarn kondisi tertentu penentuan lokasi tugas dapat diajukan secara 
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sepihak kepada Kepala Sub Pengamanan Llngkungan. Dengan 

menghadapi lokasi bam dibarapkao petugas memiliki semangat dan 

motivasi. Walaupun pandangan petugas pengamanan berbeda-beda 

terbadap lokasi bamoya, mereka harus tetap si.ap menjalankao tugas 

untuk ditempatkan dimaoa saja. 

c. Pelaksanaan Togas Di BPHN 

Petugas pengamanan di BPHN beljumlab 6 ( enam) orang yang 

telab ditentnkao oleh bagi.an pengamanan. Dibagi dalam tiga regu, 

seblngga jumlab setiap regn terdapat 2 (dua) orang dalam sehari. 

Kegiatan mereka setiap hari dimulai dengan kelu!d.inm pada jam 7:30 

wib setiap hariaya A wal kehadiran dilaltukan dengan melaltukan serab 

terima tanggnng jawab pengamanan yang disertai laporan harian. 

Laporan harian ini dilakukan untuk mencatat kejadian yang sekiranya 

dapat menjadi hahan kegiatan laporan mereka. Seperti misalnya 

menealat waktu keluar atau masuk kepaia BPHN. Seisin itu petugas 

juga melaltukan administrasi terhadap keluar masuk barang alau sura! 

yang diterirna me!alui petugas melalui buku expedisi. Apabila sudab 

menjelang berakhimya kegiatan kaotor petugas melakukan pengecekan 

terbadap kaoci dan lampu yang masih menyala. Kegiatan ini rutin 

dilaltukan setiap hari sebagai tugas wajib yang harus diluksanakan. 

4.2.6 Anggaran 

Aaggaran merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan. Seberapa besar anggaran yang diterima kegiatan tersebut harus tetap 

beljatan mekaipun tidak optimal. Dalam menyikapi minimnya anggaran bagi 

petugas pengamanan, Biro Umum telap memberikan pendidikan dan pelatihan 

dasar kbusus bekeljasama dengan Badon Penlngkatan Sumber Daya Manusia 

yang dimiliki oleh Departemen. Dengan adanya keljasama antar unit lni 

diharapkan biaya dapat ditekao dan petugas pengamanan akan memiliki tambahan 

kernarnpuan pengamanan meskipun tidak optimal. 
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Permasalahan anggaran yang ada di bagian pengamanan juga termasuk 

tidal< tersedianya biaya koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi militer, 

serta instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan dan penyidikan terhadap 

kasus yang teijadi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi salah satu kendala 

yang belum rnendapat respon baik. Parlahal hal !ill penting untuk tugas 

pengamanan diluar tugas rutin dan insidentil. 

Hal lain yang terkait peda masalah anggaran adalab. masalah 

kesejahteraan. Perbaikan kesejahternan bagi Petugas Keamanan rnerupekan hal 

yang diharapkan. Akibat minirnnya insentif yang ada, arlanya perbedan insentif 

pada lokasi jaga sangat dibarnpkan setiap petugas. Dengan insentif yang enknp 

selain menarnbah penghasilan yang ada juga akan menutupi biaya kebutubau 

makan dan minurn selama bertugas. Kurangnya penambaban anggaran untuk 

makan dan minuman sebagai penambah daya laban tubub petugas penganaanan. 

disebabkan brena angganm tersebut tidak meneukupi kebutuhan jumlah petugas 

pengamanan yang ada. Kurangnya penambah daya laban tubub ini juga diakui 

juga oleh para petugas keamanan dangan melakukan pembeiian ruakanan atau 

sakedar "ngopi" dengan cara berhutang. Meakipun kecil penarnbah daya tersebut 

penting diutamakan untuk menjaga stamina kelja dilapangan. 

Besaran insentif yang diterima petugas di BPHN memang tidak terialu 

besar dibanding unit lainnya. Akan tetapi hal ini berheda dengan pendapet petugas 

yang sedang kuliah. Seperti yang dituturiran salah seorang petugas bemarna E 

34 tahun, "bila dibandingkan dengan unit eselon satu yang lain, di BPHN 

insentifnya keeil... .. tapi kalau uutuk yang sedang iruliah disini bagus, karena 

ganguan kea.mananjarang terjadi". 

Beberape rincian besaran uang yang diterima dari bagian pengarnanan 

selain gaji pokok yang diterima adalah : 

a. Uang iembur personil yang diterima sebanyak Rp. 100.000,- per 
bulan 1 personil, yang diterimakan seeara rape! seiarna 3-4 bulan 
sekali. 

h. Uang makan personil yang diterima sebanyak Rp. 10.000 I hari kelja I 
personi1, yang diterimakan secara rapel selama 3 bulan sekali, 

c. Uang insentiftarnbahan dari Unit BPHN sebesar Rp. 175.000/bulan 
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4.2. 7 Sanma du Prasarana 

Samna merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

pengamanan dalam mencapai maksud atau tujuan pengamanan. Adanya sarana 

yang mendukung kenyamanan petugas keamanan adalah tempat berteduh yang 

baik. Dilihat dari kondisi sarona yang ada di BPHN saat ini kondisinya kurang 

mendapat perbatian dari pihak BPHN. Ruangjaga depan terlihat knmuh dan tidak 

tertata dengan baik membuat berknmngnya rasa nyaman. Hal ini sebenarnya 

sudah dikordinasikan ke pihak BPHN namun karena alasan anggaran yang belum 

tersedia hal tersebut belum dapat di:realisasikan. Adanya pes jaga yang bersih dan 

teratur membuat sarana tersebut memiliki kewibawaan, sehingga hal ini 

mernbuat tamu segan dan melapor bila ingin masuk lingknngan BPHN. 

Selain sarana yang terdapat di BPHN, pengajuan rerlladap kurangnya 

sarona kelengkapan bagian pengamanan secara keseluruhan sudah dililkukan. 

Kurangnya sarana yang ada memungkinkan terjadinya kendala dalam pelaksanaan 

tugas anggola di lapangan. Beberapa penganjuan sarana yang sudah dilakukan 

terlihat pada Lampiran 

Prasnrana merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam 

menunjang pelaksanaan pengamanan yang ada di lingknngan Departemen Hukum 

dan HAM Adanya prasarana merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 

proses pengamanan. Beberape prasarana yang sehamsnya dilakukan anlara lain : 

a. Sosialisasi Prosedur Tetap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan 

Departemen Hukum dan HAM Rl 

b. Bimbingan Tek.nis Pengamana:n Pimpinan untuk Unit Pusat dan 

Kantor Wilayah 

c. Bimbingan Teknis Pengamanan Lingknngan dan lnstalasi untuk Unit 

Pusat, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) 
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BAB 5 

ANA LISA 

Suatu konsep pengamanan yang baik tergantung dari petugas pengamanan, 

anggaran, peralatan serta manajemennya. Setelah itu terpenuhi kita diharnpkan 

mengenali ancaman dari musuh, mengenali petugas pengamanannya dan harus 

mengenali peralatan yang digunakan (Irsan, 2009). Hal yang sama juga 

diutamkan oluh Prof Leavit dalam hagan evolusi sekuriti bahwa perlu adanya 

kerjasama dan keseimbangan dalam menghadapi suatu ancaman. Keljasama ini 

meliputi adanya struktur organisasi yang kuat, adanya petugas keamanan baik dari 

segi kualitas maupun jumlah yang didukuag oleh sarana teknologi yang memadal 

dalam mengemban tugas pokok untuk menghadapi ancaman dan ganggoan 

Hadiman (2008). 

Gambar 5.1 Bagan Evolusi Sekuriti 
( Sumber: Hadiman 2008) 
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Hakekat peru:egahan suatu kejahalan peda dasamya melakukan antisipasi 

sebelum masalah terjadi. Penanganan pencegahan dilakukan dengan melihat dari 

hulu perma.'!alahan yang ada. Perlunya pengenalan dan penanganan potensi 

penjahat, korban dan jxnensi peluang melakukan k~ahatan, yaitu dengan 

mendeteksi kerawanan serta pola antisipasi dan pola dalam menghindari kejabatan 
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itu sendirl. Adanya penjlaian yang melemahkan masalah keamanan tentunya akan 

menjadi hambatan tersendiri dalam mengantisipasi resiko keamanan dan 

mengidentifikasi kelemahan I kekurangan yang mungkin terjadi Mennrut Umar 

(2008) yang dikntip dari V"Jrginia Crime Prevention Association "crime 

prevention is the anticipation, recognition, and appraisal of a crime risk and the 

initiation of some action to remove or reduce it", 

Risk 

Gambar 5.2 Resiko Keamanan 
(Somber: Simou2008) 

Security 

Peramatan(goals, bel!er, 
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Penilaian resiko keamanan ini tentunya penting untuk kemungkinan dapat 

rnengurangi atau rnitigasi kelemahan I kekurangan tersebut. Keamanan atau 

sekuriti erat hubooganya dengan resiko, predictability (peramalan), probability 

(kemungkinan}, convenience (kenyamanan) Simon (2008). 

5.1 Manajemcn Pengamanan 

Manajemen merupakan sarana mencapai tujuan organisasi dengan 

memanfaatkan aJat yang tersedia semaksimum mungkin. Dalam mencapai tujuan 

organisasi haros memperhatikan secara optimal terhadap kepentingan-kepentingan 

yang menyangkut kepentingan organisasj, Kegiatan pokok manajernen dilakukan 

seorang pimpinan1 sebagai manajer untuk dapat mengolah input menjadi output 

melalui proses manajemen, bHa digarnbarkan sebagai berikut ; 
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Gambar 5.3 Proses Manajemen 

INPUT PROSES MANAJEMEN OUTPUT 

Man usia MELAL!Jl PLANNING JADI 
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Uang ACTUATING BERBAGAI 

Material CONTROUNG KEPENTINGAN 

Dengan melihat gambaran proses input menjaru output, proses 

manajemen (kegiatan pengelolaan) mempakan tugas seorang rnanajer. Manajer 

mengatur pelaksanaaan kegiatan planing, organizing, actuating, dan controlling 

melalui peranan yang dilakukan antar pribaili (hubungan interpersonal) bal ini 

sangat membantu dalam melaksanal::an tugas pekeJjaan, pemberian ioformasi 

kepada pihak yang berkepentingan dengan pekeJjaannya terutama informasi 

mengenai kebijakan organisasi. Peranan ketiga yang harus dilakukan seorang 

manajer yang tidak kalah pentingnya adalah eara manajer mengiruplementasikan 

suatu keputusan organisasi (decision role) di dalarn setiap kegiall!nnya 

Pelaksanaan manajernen sekuriti tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip 

manajemen pada umumnya. Manajemen sekuriti diawali dengan perencanaan, 

penggorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap 

upaya sekuriti fisik dilingkungan Depkumbam kbllSUsnya BPHN. Hal ini 

dilakukan dengan penyelenggaraan maupun kegiatan yang merupakan satu 

kesatuan yang menyeluruh dan saling berhubWlgan satu sama lain di dalam 

mendukung kineJja BPHN 

5~1.1 Pereneanaan 

Fungsi perencanaan pengamanan dalam manajemen merupakan fu.ngsi 

danar dari fungsi-fungsi yang lainnya, pereneanaan merupakan tujuan, arah, 

strategi, aturan maupun program yang akan selalu rnenjadi bagian penting dari 

pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, Pada dasarnya perencanaan akan selatu 

rulaksanakan organisasi karena pereneanaan yang dibuat rersebut biasanya 
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menjadi penentu arah dalam pencapaian tujuan yang Ielah ditetapkan organisasi. 

Dangan berpedoman pada perencanaan pengamanan yang bail<, organisasi dapat 

melakukan penghematan pengeluamn yang kurnng penting tanpa mengabaikan 

kadinamisan organisasi yang selalu berkembang. Perencanaan dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk melakukan kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan 

pegawai manpun perubaban dalam oranisasi sehingga kelanjutannya dapat lebih 

balk temrab dan hemal. 

Agar dapat mengevaluasi sistem pengamanan secrua bertabap perlu dibuat 

jangka walttu suatu perencanaan. Jangka waktu tersebut dapat dibagi menjadi 3 

bagian yaitu perencanaan jangka pendek, menengab maupun jangka panjang 

dimana ketentuan kapan perencanaan disebut sebagai perencanaa.n jangka 

panjang, meneogab atau peudek tersebut tergantuog pada si pemblUll rencana, 

namun secara umum perencanaan yang jangka waktunya melebihi 5 tabun 

biasanya disebut pereneanaan jangka penjang. Sedaugkan kalau perencanaan yang 

mempunyai jangka walttu lebih dari satu tabun tetapi kurnng dari 5 tabun disebut 

perencanaan jaugka menengab dan bila jangka waktunya kurnng dari satu tabun 

disebut sebagai perencauaanjangka pendek. Dengan adanyajangka waktu da1am 

perencanaan suatu sistem pengamanan tersebut dapat melakukan evaluasi pada 

tahap-tabap tersebut untuk melakukan perbaikan kedepannya. 

Pembuat keputusan dalam hal ini pimpbnm dipengamanan perlu 

melakeanakan perencanaan pengamanan karena pembuat keputusan memerlukan 

pemikimn yang rasional nger suatu perencanaan bisa dijalankan dan dijadikan 

sebagai pedoman dalam mencapai tujuan. Pengambilan keputusan dalam fungsi 

perencanaan agar dapat disebut tindakan yang rasional harus dapat: (a} 

menganalisa dan menilai dari berbagai aJtematif yang sesuai dengan tujuan 

organisasi yang hendak dicapai; (b} mempunyai kemauan yang teguh dan optimis 

untuk yakia akan keberbasilan pelaksanaan perencanaan.; (c) dapat 

memperkirakan kekurnngan yang tegadi dan mengantisipasinya. 

Pada perencanaan sekuriti seperti yang dikutip dnrl Sural Keputusan 

Kapolri No. 7381X12005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital 

Nasional babwa dimulai dengan merencanakan dan memprogramkan kekuatan 
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dan kemampuan yang akan digunakan terhadap sasaran-sasaran tertentu sesuai 

dengan tujuan dan ha!apan. Pedoman penyusunan """:ana meliputi : 

• Adanya pemyataan dari otoritas objek pengamanan tentllng pentingnya 
keamanao dan bal ini barns mendapatkan dukungao; 

• Pemyataan pimpinan yang menjelaskan hubungan kegiatlln pengamanan 
dan tujuan objek merupekan aset yang paling berbarga; 

• Lingkungan pengamanan; Menjelaskan kesimpulan basil analisa 
terbedap suatu llllCl!Jllall, baik secara umum maupnn seeara spesifik atas 
sistem pengamanan yang Ielah disepakati; 

• Sasaran; Penjelasan secara rinci tentang rencana disain pengamanan 
berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; 

• Strategi dan langkab yang diambil; menjelaskan upnya penanggnlanagn 
berkaitan dengan sistern pengamanan yang ditetapkan; 

• Jangka waktu ; menjelaskan tentang jangka waktu yang diper!ukan, 
daiam perencanaan masa berlakunya sistem pengamanan yang telah 
ditetapkan; ' 

• Pembiayaan; menjelaskan rincian kebutuhan anggaran keamanan yang 
enyangkut biaya penanggulangan keamanan. 

a. Pengadaan Pegawai 

Adanya penyelenggaraan rekruitmen mengemben keinginan­

keinginan tertentu yang barns dipenuhi, supnya organisasi dapat eksis. 

Program rekruitmen ideal merupakan program dimana sejumlah 

pelamar yang berkualitas dapat ditarik dan menempati posisi tertentu 

yang dilakukan secara efisien. Kebijakan rekruitmen yang difoknskan 

pada penempatm posisi-posisi yang diisi dengan mempertimbangkan 

biaya serta pengisian lebih cepat merupakan cara recruitmen masa lalu. 

Saat ini pola penerimaan pegawai harus lebih menekankan pada kualitas 

pegaww. 

Dalarn pelaksanaan manajemen sekariti perekrutm petugas 

pengamanan merupakan hal yang penting untuk mendapaikan kualitas 

petugas yang baik. Perekrutan yang dilakukan oleh organisasi 

pernerintah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan permintaan 

pegawai. Banyaknya ketidaksesuaian yang sering teijadi da1am 

organisasi pemerintah sering dijadikan alasan para pimpinan instansi 

pemerintah untuk melakukan rekrutmen baru atau mengontrak tenaga 

honorer, meski sebenamya banyak di antara pegawai yang ada di 
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inslansinya serengah dan bahkan sepenubnya menganggur. Kadang suatu 

instansi menyebutnya lceku:mngan pegawai, yang sebenamya teljadi 

disebablcan tidalc adanya klasifil<asi dan persyaratan jabatan, sebingga 

pengombangan pegawai menjadi tidalc terencana secara baik. Hal yang 

mungkin tezjadi seperti yang dialarni bagian pengamanan di 

Depkmnham. Jumlah yang ada bila dilalrukan penataan yang baik 

sebenamya tidak alcan tezjadi keku:mngan tenaga di BPHN. 

Adanya lceterba!asan j1n01ah petugas keamanan akibat pola 

rekruitmen yang belum sempuma berdampalc pada kuantitas alokasi 

pexsonil pada pos-pos jaga. Penilaian mengenai tingkat kerawanan di 

BPHN untuk menentukan jumlah yang dibutuhkan tidalc dapat 

sepenubnya benar. Akan tetapi seharusnya jumlah tersebut dikondisikan 

sesuai fungsi yang dibutuhkan. Seharusnya jumlah minimal yang 

disantukan adalah 3 (tiga) oran~ Setidalcoya hila salah satu ijin masih 

terdapat dua omng yang dapat mengambil keputusan dengan 

pertimbangan yang lebih baik. 

Dalam organisasi Departemen kita saat ini pennintaan pengadaan 

pegawai baru lebih didasarkan pada ketersediaan dana untuk belanja 

pegawai di APBN, bulcan lcebutuhan nyata. Kebutuban pegawai per jenis 

keahuan sulit dihitung, sebingga kualifikasi pegawai yang alcan direkrut 

akbimya benya ditetaplcan secara global. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejalc tahun 1997 Ielah 

memalcsa pemerintah untuk menerapkan kebijalcan minus growth, dalam 

arti jumlah rekrutmen baru tidak melebihi jumlah PNS yang pensiun 

secara alami. Namun, jumlah PNS yang memasukl usia pensiun setiap 

tahun tidak begitu besar (Gumelar). Dampalc tersebut mengakibatkan 

kurangnya pegawai di departemen-departeman tennasuk Depkumbam. 

Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi. 

Pegawai yang baik dan memenuhi standard kualifikasi, hanya alcan dapat 

diperoleh melalui upaya rekruitmen yang efelctif. Supaya dapat 

melakukan proses rekruitmen secara efektif. harus tersedia informasi 

alcurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang 
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diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi 

orgaoisasi. Deskripsi tentang jumlab dan koalifikasi pegawai hendaknya 

mampu menggambarkan organisasinya 

Melihat sulitnya mendapatkan sumber daya pengamanan yang 

baik disamping pentingnya kegiatan pengamanan bagi organisasi 

merupakan dilema tersendiri. Namun apabila aktifitas petugas 

pengamanan yang in house tersebut tidak mencapai kinerja yang 

diharapkan karena manjemen buruk maka dapat dipertimbangkan 

penggunaan out sourcing atau pegawai yang dikontrak untuk waktu 

tertentu. 

Out sourcing pada individual activities mencakup posisi yang 

dikerjakan diluar subtansi organisasi, karena Depkwnham khususnya 

BPHN memiliki tujuan organisasi yang berbasis kegiatan hukum ha1 ini 

kurang sejalan dengan kegiatan pengamanan fisik dilapangan. Sehingga 

pelaksanaan manajemen pengamanan kurang d.iperhatikan dan 

menyebabkan performance pengamanan menjadi buruk. Sehingga 

kinerja pengamanan menjad.i turon dengan demikian posisi kondisi 

tersebut perlu dipertimbangkan out sourching. Dengan out sourcing 

mudab dilakukan pertanggung jawaban yang jelas. Misalnya jika 

dilakukan out sourcing, maka fungsi SDM yang menghendaki aktifitas 

yang spesifik akan menghasilkan yang spesifik pula. Meskipun 

penggunaan out sourcing ini mahal namun anggaran tersebut dapat 

diprediksi selama kegiatan outsourcing berlangsung. Selain itu 

keuntungan yang didapat antara lain : 

• Organisasi akan mendapat keahlian baru yang dimungkinkan 

karena pihak jasa out sourcing memiliki spesialisasi 

pengamanan yang lebih baik serta memiliki kompetensi yang 

lebih tinggi 

• Organisasi memiliki petugas keamanan yang terlatih dan 

berpengalaman dalam hal prosedur dan teknologi baru yang 
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ada saat ini. Dengan out sourcing maka manajemen dapat 

lebih banyak memfokuskan s!rategi yang berhubungan 

dengan tujuan subtansi yang utama 

b. Anggaran 

Terbatasnya anggaran pada suatu organisasi tentunya tidak 

dapat selalu dijadikan alasan begi tidak terlaksananya suatu kegiatan. 

Namun anggaran yang cukup itupuu hokan berarti tidak dibutuhkan. 

Permasalaban anggaran perlu dipecabkan bersama antar pengambil 

kebijakan dalam deportemen. Menurut Djamin dalam situs leki.org 

bahwa: 

~~aran oimninan inStansi pemerintah di Indonesia 
mengenai security masih sangat rendah yang mengakibatkan / 
kerugian yang sangat besar dar! pencurian intern, pengge!apan. ' 
pemalsuan, perampokan dan pengrusakan sampai pada korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Pemimpin instansi menganggap security 
sebagai cost karenanya berusaba menekan biaya serendah 
mungkin. Sedangkan sebenamya security adalah investment 
untuk menekan kerugian serendah mungkin". 

Dalam menyadari pentingnya masalah keamanan kedepan, 

pemberlan angganm dapat dilakukan dengan pengawasan pada kinelja 

petugas pengamanan yang efisien dan efektif. Menurut Drucker, 

efuktifitas yaitu menjalankan pekerjaan yang benar dan efisien berorti 

menjalankan pekerjaan dengan benar {Stoner,1982:133). Dalam hal ini 

dapa! dilihat terkait kalima! yang dikutip dar! Hadiman {2008) "Aman 

itu memang mahal narnun tidak arnan lebih mahal ". 

Alasan tidak tersedianya dana bagi anggaran pembinaan 

pengamanan di deportemen memang sudah menjadi hal yang biasa. 

Proritas anggaran yang ada selalu dialokasikan bagi bidang-bidang 

utama lain yang merupakan sub1ansi kegia1an Depkumharn. Namun 

minimnya anggaran mungkin dapat diusahakan melalui peran serta 

urut eselon yang menjadi wilayah tugasnya. Untek unit BPHN 

anggaran bagi kegiatan pengamanan fisik digabung dengan dana rutin 

pengamanan fisik gedung BPJIN hal ini dilekukan sehagai langkah 
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efisiensi unit dalam pengelolaan anggaran pengamanan. Akibatnya 

nilai insentif yang diterima petugas keamarut11 menjadi kecil. Hal ini 

berbeda dengan saat berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman 

Nomor M .. 08.PR.07.10 Tabun 1983 babwa : " Pada pokoknya 

anggaran pengelolaan SATPAM yang melipnti biaya pembinaan dan 

biaya operasional SATPAM dibebankan kepada unit yang mengelola 

SATPAM. Secara garis besar anggaran yang diperlukan ialah : 

a. pengadaan perlengkapan dan kelengkapan SA TP AM; 

b. Biaya pendidikan dan latihan SA TP AM; 

c. Lank pank; 

d. Pengadaan Asrama; 

e. Lain-lain 

PckeJjaan pengamanan merupekan pekeljaan yang mengandung 

tanggung jawab yang besar sekali. Disarnping itu babaya yang 

dibadapi bisa berujung pada cacat senmnr hidup atau kernatian. Selain 

kcmatian ancaman pada keschatan badanpun harus mcnjadi perhatian. 

Dengan kondisi seeing tidak tidur malarn dan mengkonsumsi kopi akan 

menyehabkan gangguan kesehatan ydllg fatal dikemudian hari. 

5.1.2 Organisasi 

Organlsasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan melalui 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan seseorang pimpinan atau 

manajer. Departemen Huk.urn dan Hak Asasi Manusia merupakan organisasi 

pemerintah yang formal yang memiliki pedoman tegas yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Nomor M.09-PR.07. I 0 Talmn 2007, tanggal 20 April 2007, 

tentang Organisasi dan Tata Ketja Departemen Hnknm dan Hak Asasi Manusia 

Organisasi ini dibentuk dan mempunyai tujuan yang disadari pula memiliki sistem 

tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab maupun pertangungjawaban yang 

telab dirnncang agar pekeJjaan dapat di!aksanakan sesuai dengan peraturan yang 

telah disepakatt bersama. Da1am organisasi scrnua hubungan kewenangan maupun 

responsibility akan terlihat dalam bagan struktur organisasi pemerintah, dimana 
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pada began akan diperlibalkan seberapa besar wewenang dan tanggung jawab 

yang lwus dipikul untuk masi:ng-masing pekeijaan yang merupakan bagian dan 

pekerjaan yang lebih besar dengan sasaran yang tercapei sesual tujUJm organisasi 

yang telah ditetapkan. 

Adanya struktur organisasi harus dapat dipahami dan dimengerti 

sehingga dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang telah menjadi bagian 

masing-masing tidak teijadi kebimbangan. Hal penting dalam struktur organisasi 

ini antara lain adanya wewenang, tanggung jawab, koordinasi maupun 

pendelegasian wewenang. Upaya penyusunan kebutuhan organisasi diatur dan 

dialokasikan olch para pengambil keputusan dalam organisasi, agar tujuan 

organisasi itu dapet tercapai secara efektif dan efisien. 

Hal serupe seperti diungkapkan oleh Hadiman dalam zonasecurily.com 

organisasi pengamanan yang balk rnenllliki enam unsur yaitu 

• pembagian keija yangjelas 

• hubungan otoritas yangjelas 

• ruang lingkup yangjelas 

• kesetaraan komando 

• tanggung jawab 

• kerjasama dan komunikasi 

Organisasi menjadi hidup dan berkembang sangat tergantung dari 

manusia-manusia yang ada didalarn otganisasi itu, haik yang menjadi pimpinan 

maupun yang menjadi bawahan. Pengorgan:isasian tugas sesuai dengan fungsi, 

kekuatan dan k.emampuan, dimililci tiap-tiap unit operasiona1. Adanya pembaglan 

pekerjaan oleh pimpinan merupakan pemecahan saatu tugas kerja, sehingga setiap 

orang yang menjadi bawahan dalam organisasi bartanggung jawab alas 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Kelengkapan suatu organisasi apabila sistern organisasi tersebut 

memiliki bagian keamanan yang jelas, tugas, fungsi dan peranannya. Bagian 

pengamanan dapat terdiri dari unsur pimpinan. staf dan unit-unit satuan 

pengamaaan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengelolaan 

keamanan guna mengamankan kinetja organisasi. Dengan pengertian bahwa 
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pengamanan itu arlalah tanggung jawah organisasl lini. Itu berarti bahwa tidak 

hanya orang-orang yang langsung mengemhan fungsi pengamanan saja yang 

harus merasa berkepentlngan terbadap adanya tanggung jawah pengamanan 

instansi. Akan tetapi juga semua yang berada pada organisasi lini di instansi itu 

ikut berkepentingan dengan tanggung jawab tersebut. Pemahaman terbadap 

organisasi dapat dilihat dari struktur, prosedur tetap dan sumber daya manusia. 

a. Struktur Organisasi 

Sejak tahun 1984 hingga tahun 2009 kewenangan bagian 

pengamanan dilal<ukan sepenubnya oleh Bagian Pengamanan Biro Umum 

Sekretariat Jenderal yang terletak di Kuningan Rasuna Said. Hal ini 

dikuatkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl 

Nomor : M.03-PR.07.l0 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007, teotang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukmn dan Hak Asasi Manusia 

Rl.. Adanya pemusalan kewenangan ini merupakan salah satu bentuk 

penyeragaman standar pengamanan di masing masing unit Depkumham. 

Dalam kerangka teori bentuk struktur organisasi Depkumbam menyerupai 

bentuk pada gambar 2.3. Narnun pada Depkumbarn beutuk ini memiliki 

kelemahan di mana seluruh keputusan dan kebijakan uuit organisasi tidak 

dapat dilaksauakan sepenuhnya oleh unit yang tidak terdapat dalam lokasi 

yang sama, hal ini membuat rentang waktu dalarn memutuskan hal yang 

bersifut insidentil. Dilihat dari sisi lain bentuk ini memungkiukan 

plmpinan di pusat tidak berus pusing-pusing pada permasalahan yang 

timbul akibat peibedaan pengarnbilan keputusan, karena seluruh keputusan 

dan kebijakan dikoordinir selumbnya olah pemerintah pusat. Padabal 

dalam kondisi tertentu lokasi yang berbeda memiliki penganan yang 

berbeda pula. Dari hasil penelitian alasan pemusatan kewenangan 

memungkinkan adanya penghematan anggaran yang berupa pengurangan 

bia:ya pelatihan, biaya dupllkasl kegiatan dan pengurangan biaya 

adrninistrnsi. Biasanya pimpinan lebih suka jenis organisasi yang bersifat 

sentralisasi karena akan memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti dikutip dari 

Hoessein (2003:2) pemusatan atau sentralisasi berperan untuk 
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menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan berbagai fungsi 

organisasi, sedangkan desentralisasi berperan untuk menciptakan 

keberagrunan dalam penyelenggaman berbagai fungsi organisasi sesuai 

dengan keberagaman kondlsl masyarakat 

Sebenarnya pendelegasian kewenangan penuh bukan tidak pemah 

dilaksanankan. Pada tahun 1983 sesuai Keputusan Menteri Kebaldman RI 

No.M.08.PR.07.10 Tahon 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan 

Pengamanan daiam Lingkungan Departemen Kehakiman memberi 

penjelasan bahwa pelaksanaan pengrunanan dilakukan dimasing-masing 

unit Pada kepntusan tersebut kewenangan penuh pada kegiatan 

pengarnanan yang dibebanken pada unit eselon satu yang dikelola oleh 

Kepala Bagian Umwn. Dari kerangke teori hal ini sesuai pada gambar 2.4. 

Secara lebih luas pendelegasian wewenang dalarn membuat keputusan dan 

kebijakan dilakukan manl\ier kepada orang-<>rang yang bernda pada level 

bawab (petugas kearnanan) dalam struktur organisasi. 

Melihat kondisi keamanan saat ini bentuk struktur organisasi tahun 

1983 sebenamya dapat diterapkan sesuai dengan keadrum saat ini. Adanya 

perbedaan kondisi lingkungan mernW'Igkinkan unit eselon satu BPHN 

harus menentukan bentuk pelaksanaan pengamanan yang sesuai. Pada 

bentuk organisasi dalam gambar 2.5, penggunaan kewenangan yang 

terintegrasi dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Dengan sistem ini 

sebagian besar keputusan dan kebijukan yang berada di unit lain dapet 

diputuskan di unit tersebut secara cepat dan tanpa adanya birokrasi yang 

berbelit. Dengan kewenangan yang terintegrasi tersebut dapat digunakan 

untuk melatih manajer dalarn mcngarnbil keputusan, memuncnlkan iklim 

kompetisi antar pimpinan unit dan kepuasan kerja dari pimpinan unit. 

Pelaksanaan pengamanan yang terintegrasi dapat dilakukan 

dibawah kewenangan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Dua alur 

garis perintah pada gambar 5.7 menggarnbarkan bahwa bagian nnnah 

tangga dapat melakukan perintah langsung kepada petugas keamanan. 

Untuk menguatkan aturan ini per1u adanya kerjasama mengenai penilaian 

(DP3) yang dilakukan bekerjasama antara Bagian Pengamanan dengan 
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Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mengenai penilaian individu 

petugas keamanan. 

Gambar 5.4 Bentuk AlternatifPengamanan Terintegrasl 
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Dengan memillki struktur organisasi yang baik kemudahan 

koordinasi dapat terjadi antara manajer level tertinggi maupun manajer 

terhadap bawahannya Koordinasi antar unit eselon satu merupakan 

kewenangan Kepala Biro Umum, Dengan adanya koordinasi yang baik 

pada tingkat yang Iebih tinggi, bawahan akan segera melaksanakan 

perintah dengan lebih cepat sesuai petunjuk pimpinan tersebut. 

Selain koordinasi kedalam, koordinasi keluar o1eh Bagian 

pengamanan di kantor BPHN harus dilakukan dengan instansi terkait serta 

aparat keamanan disekitar wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan sebagai 

antisipasi dukungan pengamanan disamping sebagai upaya kerjasarna 

dalam salu lingkungan.. Koordinasi dilakukan untuk saling berbagi 

informasi bagi kegiatan yang sedang atau akan direncanakan kemudian. 

Minimnya koordinasi yang terdapat da!arn manajemen pengarnanan 

I 
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membuat lemahnya sasaran yang akan dituju bersama. Dari basil 

penelitian dilapangan kegiatan koordinasi baik kedalam allru keluar kurang 

dilalrukan secara rutin. Kalaupun ada terjadi hanya pada Kepala Bagian 

Pengamanan dengan Kepala Bagian Rumab tangga dan Perlengkapan di 

BPHN yang memiliki tingkat sederajat. Koordinasi pada tingkat yang 

sama biasanya sulit dalam mewujudkan suatu pembaban. Sehingga bentuk 

koordinasi yang ada saat ini sebatas in1ruksi-intruksi berupa memorandum 

dari Kepala Biro Umum tentang peningkatan kewaspedaan kojadian­

kejadian yang saat ini hanyak terjadi 

Koordinasi kedalam juga terkait perlwtya petugas keamanan 

mengenal seluk beluk gedwtg beserta instala'i serta bagian lain yang 

memungkinkan texjadinya gangguan keamanan. Namun kegiatan yang 

dilakukan petugas keamanan ini tidak dapet berlangswtg lama karena 

keterbatasan waktu peda petugas keamamm berkaltan dengan jadwd! rotasi 

yang dimiliki. Selain itu adanya . keeendemngan babwa BPHN bukan 

merupakan wilayab !etapnya membuat petugas keamanan kurang pedull 

terbadap kondisi yang ada di gedung BPHN. 

Bebernpa koordinasi yang sudab ditetapkan oleh Bagian 

Pengamanan adalab bentuk koordinasi dalrun mengantisipasi keadaan 

darurat yang cnkop berat, bagian pengamanan telab membuat alnr 

koordinasi yang dibarapkan membuat petugas maupun pibak yang sadang 

menghadapi keadaan darurat segera dapat bertindak bersama dengan cepat. 

Namun koordinasi ini menjadi lemah ketika alur koordinasi tersebut tidak 

disosialisasikan kepada unit-unit untuk dapat memaharni alur tersebut. 

Pentingnya koordinasi yang balk tentunya dibarapkan dapat memperlancar 

tugas pengamanan sesuai standar yang telab ditentukan. Dengan memiliki 

standarisasi kegiatan prosedur yang digunakan orgardsasi dapat menjamin 

keseragaman, ketepatan dan konsistensi pekerjaan dan kegiotan yarg 

barus dilaksanakan oleh selnrab unit organisasi Depkumham. 
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Gambar 5.5 Alur Koordinasi Terlladap Kerusuban 
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Koordinasi-koordinasi yang digambaikan tersebut merupakan 

kerjasama antara pimp.inan unit pengamanan dengan instansi pengamanan 

seperti Polri dan 1NL Hal ini dilakukan guna pengaturan teknis maupun 

pelaksanaan tugas agar dapat mengetabui dan memorrltor perlrembangan 

situasi kearnanan dan ketertiban di Jingkunganl kawasan kelja di 

Depkumbam_ 

b- Prosedur Tetap (PROTAP) 

Presedur tetap atau Protap merupakan dokumen penting yang 

dibuat dengan melihat gambaran visi bagian pengarnanan dan bertumpu 

pada petugas pengamanan maupun pegawai yang kita lindungi. Dalam 

Protap tersebut diterangkan suatu proses ke~a, siapa yang bertanggung 

jawab, dokumen yang digunakan dan kriteria yang haros dipenuhL Protap 

dibuat unruk kesamaan tindakan mempertabankan kuatitas yang tetab 

dicapai menghindari saliog lempartaoggnngjawab dan tertib administrasi 

dokumen. Namun dari penilaian petugas pengamanan, prosedur ini sangat 

sulit unruk diterapkan. Banyak faktor penunjang yang harus dipenuhi 

untuk menunjang pelaksanaan prosedur secara sistematis. Disamping itu 
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terbatasnya kemampuan petugm; pengamanan terkait pada peningkatan 

kemampuan personeJ sangat minim sekali. 

Prosedur-prosedur operasional standar yang terdapat dalam bagian 

pengamanan digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan 

langkah, dan tindakan dan pengunaan fasilitas pemrosesan yang 

dilaksanakan petugas pengamanan dalam suatu organisasi berjalan secara 

efektifkonsisten, standar dan sistematis. 

Sumber Daya Manusia 

Masalah-masalah sumber daya manusia secara hiateris dapat 

ditinjau dari perkembangannya. Bahkan masalah somber daya manusia 

yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisasi, 

sesungguhnya mempunyal hubungan yang erat dengan perikebidupan 

manusia dan masyarakat yang Ielah menimbulkan berbagai knnsepai 

tentang somber daya manusia dan statusnya dalam masyarakat dimana 

organisasi itu berada. 

Sumber daya manusia yang tidal< berdaya adalab sama halnya 

dengan tidal< adanya sumber daya manusia pada organisasi tersebut atau 

juga dapat dikatakan organisasi tidak dapat berdaya, walaupun sumber­

surnber lainnya tersedia seperti : uang, peralatan dan perlengkapan, 

metode, me sin dan pasar. Disarnping itu, tidak berlebihan apabila 

dikatakan, apakah artinya peralatan dan pelengkapan serba modern dan 

Iengkap, tetapi sumber daya manusianya tidak mempunyai atau memilki 

kemampuan untuk memberdayakan atau mengoperasionalkannya. Buk!i 

dari suatu pemsabaan yang sehat bukan strukturuya yang bagus, terang 

atau sempurnanya organisa.~;Ji tetapi adalah prestasl orang didaJamnya 

(Drucker 1982;570). 

Petugas pengamanan telah berkembang sedemikian rupa sesuai 

kebutuhao dari berbagai instausi, baik pemerintah maupun swasta dalam 

rangka memelihara keamarum, kesehunatan dan ketertiban tingkungan 

masing-masing. Keberadaan petugm; pengamanan yang dapat diandalkan 

merupakan suatu keharusan, karena itu berbagai upaya peningkatan 
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kemampuan satpam perlu ditingkatkan. Sense of security dan security 

awareness merupakan tuntutan bagi orang yang beke.Ija diarea ini. Sikap 

ini dicerminkan oleh moral kelja, kedisiplinan, dan prestasi kelja. 

lndikator kepuasan kelja dapat diukur dengan kedisiplinan dan moral 

kelja maka secara relatif kepuasan kelja baik. 

Untuk: menjaga situasi aman tersebut tugas pengamanan tentunya 

tidak dapat dianggap ringan. Sekecil apapun pelanggaran atau kelalaian 

yang dilakukan oleh petugas keamanan akan dapat menggangu kinelja 

pegawai yang ada. Bila dilihat dari sisi keamanan biasanya kejadian 

tersebut terjadi karena petugas keamanan tidak mengantisipasi kejadian­

kejadian kecil sebelunmya. Dari beberapa kejadian yang pernah teljadi di 

BPHN, respon pengamanan biasanya ada setelah adanya kejadian. Seperti 

diungkapkan oleh Sarwono dalam zonasecurity.com, mengatakan dari 

beberapa peristiwa yang terjadi pengamanan dilakukan setelah adanya 

kejadian, seharusnya pengamanan dilakukan sebelum ataupun setelah 

peristiwa terjadi. 

Profesi sebagai petugas pengamanan mungk:in suatu pilihan yang 

kesek.ian kalinya bagi siapa saja yang sedang mencari pekerjaan. Status 

sebagai petugas pengamanan mungkin akan lebih baik apabila kodisi dan 

lingkungan kelja yang 1ebib baik daripada yang kita 1ibat sehari-hari. 

Terlebih pada kenyataannya bahwa masih banyak instansi/perusahaan 

dimana petugas keamanan tersebut bekeija belum mau mengakui tugas 

dan fungsi pentingnya satuan pengaman bagi perusahaari dan menganggap 

kelompok ini sebagai pelengkap. Profesionalitas petugas pengamanan 

tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

oleh masing-masing personil serta manajemen yang baik dari 

penge1o1anya, hal terrsebut bukanlah hal mudah di1akukan.Untuk itu 

dituntut kemampuan profesionalitas yang tinggi dari setiap petugas 

pengamanan yang bukan hanya sebagai pelengkap saja. 

Adanya pimpinan dan bawahan merupakan bagian integral sumber 

daya manusia yang sangat menentukan maju tidaknya perkembangan 

sebuah organisasi (Mandacan, 2008). Keberadaan manaJemen 
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pengamanan dalam organisasi Depkumham tidak terlepas dati gambaran 

organisasi pegawai negeri sipil. Petugas pengamanan yang merupabn 

pegawai negeri sipil sangnt dituntut Irerja yang maksimal bagi kenyamanan 

organisasi yang menjadi lingkup tugasnya. Pegawai negeri sipil sebagai 

sumber daya manusia sesuai peom & kedudukannya yang sangat strategis 

mengbaruskan adanya upaya sistemik untuk mendayagnnakan & 

mengembangkan kualitas pegawai negeri sipil dalam lingkungan 

kllljanya. Manajemen yang dimiliki barus mampu mendorong para 

pegawai tersebut untuk memberikan pelayanan prima yang bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang menerima pelayanan 

Adanya suatu nulnajemen pada pegnwai negeri sipil barns dapat 

menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah.an dan pemhangnnan 

secara berdayagnna dan berhasil gnna. Untuk itu diperlukan pegawai 

negeri sipil yang profasiouai dan bertanggang jawab, jujur, dan adil 

melalui pembinaan yang berkasinarnbungan. 

Darnpak citra buruk pegnwai negeri sipil bukan merupakan isapan 

jempol. Bebernpa Jiteratur dan kajian sudah cukup membuktikan 

mengenai kinerja pegawai negeri sipil dinegeri ini. Keberadaan petugas 

pengnmanan di Depkumbam tidak terlepes dari organisasi pegawai negeri 

sipil. Beratnya tugas pengamanan seeara fisik tentunya tidak dapat 

disnmakan dengan pegawai biasa pada umumnya. 

Namun seperti diketahui sulitnya pengembangan dirl manajemen 

pegawai negeri sipil tersebut tidak luput dari burukuya manajemen yang 

dimHiki, sehlngga kualitas yang dimiliki pegawai negeri kita tidak 

maksimal. Menurut Umar (2008) hila dikaitkan dengan petugas 

pengarnanan adanya penyimpangan prilaku dari individu seorang petugas 

pengarnanan dalam melakukan tugas pengnmanan merupakan bagian dari 

masalah sosial yang ada. Masalah sosial adalah penyimpangan perilaku 

individu maupun lembaga dati dalarn masyarakat sebagai akibat dari 

kebijukan atau penerapan kebijakan tidak tepat dalam mengelola 

masyarnkat sehingga menimbulkan patologi sosiaL Akat permasalahan 

sosial tersebut diakibntkan oleh sistem kelembagaan, fungsi Iernbaga, 
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penman lembaga, sar.ma dan prasarana, pengorganlsasian lembaga dan 

manajemen Iembaga 

Bebempa indikator umum yang mencerminkan buruknya potret 

kinetja pegawa.i negeri sipil di Indonesia antara lain adanya perilaku malas 

dalam mengambil inisiatif diluar peraturan serta masih kualnya 

kecendenmgau untuk menunggu atasan (Daryanto, 2007). Selain itu 

menurut World Bank dalam Daryanto (2007), pegawsi negeri seriog 

mencari alasan alas kinetja yang buruk, absensi dan praktek korupsi 

dengan menyatakan babwa mereka tidak dibayar dengan cukup. Hal ini 

diperkaat dengan kajian yang dilakukan oleh Bappenas, sistem gaji 

pegawa.i negeri sipil hingga saat ini tidak mempertimbangkan kebutuhan 

hidup layak dan prestasi kerja. Dlsamping itu, sistem penggajian helum 

tegas mempertimbangkan pegawai dengau tingkat pendidikan, prestasi, 

produktifitas tinggi dan disiplin tinggi. Akibatnya pegawa.i negeri sipil 

produktif atau tidak produktif dipastikan memiliki gaji yang sama apabila 

mempunyai golongau, masa kelja dan ruangan pangkat yang sama. 

Kondisi ini akan menurunkan semangat dan prestasi ketja pegawai saa.t ini 

maupun dimasa yang akan datang. Dari kajian LPTIJl (2009) dljelaskan 

bahwa diperlukan sosok pegawai negeri sipil yang mampu melaksaoakan 

tugas pemerintahan dan pembangunan secara profesional dan bertanggung 

jawab, serta be bas dari korupsi. kolusi dan nepotisme. Kebutuhan ini tentu 

saja menuntut dilai.'Ukannya penyempumaan pada upaya-upaya 

pengelolaan PNS. Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam undang­

undang yang ada, disimpulkan babwa ada desakan yang cukup besar untuk 

mengembangkan PNS yang ada sekarang (dan yang akan direkrut) agar 

dapat menjadi PNS yang profesional. Konsekuensinya, pengelolaan PNS 

sudah barus meninggalkan paradigma adrninistrasi persona!ialadministrasi 

kepegawaian (Personnel Administration) menjadi pengelo1aan sumberdaya 

manusia (Human Resource Management). 

Menurut Thoha(2008:126) sebaiknya sistem pengembangan karier 

PNS ada beberapa alternative pol a pengembangan~ antara lain : 
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• Sistem terpadu, tidak tersentralisasi dan juga tidak 

terdesentralisasi. Mengingat Indonesia ini terdiri dari 

wilayah-wilayah yang luas dan tersebar, maka sentralisasi 

amat menyulitkan penataan lrepegawaian. Sebalilrnya 

dengan sentralisasi juga bisa mengkhawatirkan bisa 

berjalan sendiri-sendiri. 

• Sistem terbulre pengisian jabatan-jabatan yang kosong 

sebaiknya berlaku seeara terbuka, bisa diisi oleh PNS dari 

luar organisasi (departemen) atau dari pemerintah daerah 

asalkan prestasi dan kompetensi nya dipenuhi. Demikian 

pula system seleksinya terbulre tidak rahasia seperti 

sekarang ini. Pejabat yang mengangkat dan yang diangkat 

sangat rahasia dan tertutup. 

Ada k«ieiasan dan kepastian karier PNS, artinyd setiap calon 

pegawai begitu masuk menjadi PNS harus mengetahui kepastian 

kariemya asalkan prestasi dan kompetensinya bisa mengetahui jalur 

pengembangan kariemya. Dalam hal ini masuk dikerahui jabatannya 

keluar diketahui kepastiannya dan selama didalam diketahui pula akan 

jadi apa. 

1. Disiplin Pctugas Pengamanan 

DisipJin merupakan prosedur yang mengoreksi atau 

menghtd..-um bawahan karena mela.nggar peraturan atau prosedur. 

DisipHn merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan 

pelaksanaan yang teratur dan menunjukan tingkat kesungguhan 

pegawai dalam organisasi. 

Penerapan dis:iplin pegawai petugas pengamanan ini 

harus benar-benar diterapkan. Hal ini menyangkut tugas 

pengamanan yang turut menerapkan disiplin pada pegawai umum 

uang dijaganya. Sebagei contoh dalarn menghadapi pegawai yang 

.. melakukan_yelanggaran lata tertib, petugas pengarnanan 
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sebarusnya regas. Tegas dalam arlian tegumn yang disampaikan 

memang benar <tilakukan dan pantas <tijatu!Jkan pada pegewai 

yang betsangkutan. Penerapan <tisiplin oleh petngas pengamanan 

adalah terhrulap tamu. Pengamanan lerhadap tamu yang masuk 

memerlukan kehati-hatian. Adanya tamu yang diundang dan 

yang tidak diundang barns dapat diidentifikasi seoar-a. benar. 

Kesalahan mengidentifikasi tamu mengaklbatkan citra yang 

kunang baik bagi BPHN. Karena kesan pertama yang <titerima 

tamu ketika masuk suatu instansi <tirentukan oleh pendekatan dan 

penampiian petngas keamanan yang menyapanya. 

Priialru petugas pengarnanan yang tidak jauh sarna 

kasejahleraannya dengan pegewai negeri biasa membuat sulit 

melakukan pengembangan diri. Menurut Thobe (2008;121) 

dengan sislena yang haik orang yang kurang baik akan menjadi 

beik, retapi kalau orangnya haik bekelja dalam sistem yang jelek 

akan ikut jelek . 

Prula dasarnya faktor penentu prilaku sulit dibatasi, 

karena prilalru merupakan hasil dari banyak faktor baik internal 

maupun external deri individu. Penentu prilaku dapat 

dideflnisikan sebagai berilrut: 

• Pengetahuan merupakan peginderaan terhadap suatu 

obyek dapat dites melalul tes tutis dan lisan. Pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket. 

• Pen<tidikan adalah suatu proses penyampaian bahan 

!mated pendidikan oleh pendidik kepnda sosaran 

pendidikan guna mencapai perubahan prilalru atau 

merupekan pengubahan sikap dan tatalakn seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatiban merupakan 

tahapan pengembangan kemampuan dan perilaku 
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manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh 

pengalaman kehidupan 

• Pelatibml ditujulrnn unluk meningkatkan pengetahuan 

sikup dan kemampuanlketmmpilan dimana ketiga hal 

tersebut merupakan kualifikasi tenaga pengamanan. 

Pelatilian juga bertujuan untu.k menutup kesenjangan 

anlara kecakepan dan kemampuan petugas dengan 

tuntutan tugasnya dan efisiensi pekeljaan yang Ielah 

ditetapkan. Pelatihan ndalah merupakan bentu.k proses 

pendidikan dengan melalui training, sasaran pendidikan 

akan memperoleh pangalaman belajar yang akbirnya akan 

meuimbulkan perubahan prilakn mereka. Dengan 

pelatihan menunjulrnn adanya penambahan pengetabuan 

dan ketrampilan petugas untuk dapet melaksananakan 

pekeljaan dengan balk dan efektif serta menyiapkan 

mereka untu.k pengembangan selanjutnya 

• Masa kelja yang dimaksudkan ndalah lamanya seseorang 

bekerja atau mempunyai pengalaman kelja dibidang 

pekeljaananya Sesenrang yang sudah lama bekelja akan 

mempunyai wawasan yang lebih luas dan pengalaaan 

yang lebih banyak sehingga memegang peranan dalam 

pembentu.kan perilakn petugas 

Penerapan disipHn ini ada kalanya perlu memperhatikan 

para petugas pengamanan yang tidak produktif dengan 

memilki kineija yang rendah, dan menanyakan mereka atau 

saling koreksi secara terbuk~ mengenai mengapa mereka 

memiliki produktifitas yang rendeh. Hal ini dapat dilaknkan 

melalui pendakntan yang dilakukan oleb atasan pengamanan 

langsung. 
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2. Penilaian 

Untuk menilai kinetja petugas pengamanan yang juga 

merupakan pegawai negeri sipil, pemerintah Ielah memiliki 

standar. Dalam hal kaitannya untuk me,Yamin adanya 

objektivitas dalam pembinaan pegawai negeri sipil, pemerintah 

menerapkan sistem peuilaian kerja alas pelaksanaan tugas dan 

kewajiban pegawai negeri sipil sehari-bari. Hasi! peuilaian 

tcrsebut dituangkan dalam suatu daftar yang dibuat setiap akhir 

tahun yang disebat Daftar Penilaiau Pelairsanaan Pekerjaan 

(DP3). Daftar tersebut merupakan implementasi dari Undang­

undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999. Pasal 20 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang 

berbunyi ," Untuk lebih meojamin objektivitas da!am jabatan dan 

kenaikau pangkat diadakan peuilaian prestasi kerja" 

Bagi pegawai peuilaian merupekau umpan ba!ik tentang 

berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian, kekunmgan, dan 

potensi yang ada pada dirinya; bermanfuat untuk menentukan 

tujuan,jalur, rencana dan pengembangan kariemya. Apabila basil 

dari penilaian tersebut memberikan basil nilai yang positif, maka 

diharapkau dapat memberikan motivasi untuk dapet bekerja, 

mengembangakan, dan menigkatakan kompetcnsinya dengan 

lebih baik, pada masa yang akan datang. Sedangkan bila basil 

negatif, maka diharapkan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengetahui kelemalum dan kekurangannya sebingga diharapkan 

pegawai tersebut segera memperbaiki~ baik kineija maupun 

perilakanya pada masa yang akan datang. 

Untnk organisa•i adanya penilaian hila itu baik atau 

positif maka akan membantu pimpinan dalam mengambil 

keputusan untuk kemungkinan melaknkan program 

pengembangan yang tepat bagi pegawai bersangkutan sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya. Selain itu bergnna pula untuk 

memberikan kompeosasi, kenaikan pangkat, dan promosi 
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jahatan. Sedangkan apabila basil penilaian tersebat lrurang balk 

atau negatif, akan berguna bagi pimpinan untuk identiftkasi 

hubungan program pendidikan dan pelatihan, penempatan dan 

lain-lain. 

Dalam menilai prestasi kelja yang baik bukanlah perl<ara 

mudah. Ada banyak faktor dari dalrun maupun lunr yang akan 

mempengaruhl penilaian terhadap prestasi kerja pegawai. 

Perbedaan lingkungan dan bantuk organisasi serta lrurangnya 

kernampua.n dan motivasi penilru da1run melaksanakan penilaian 

dapat mempengaruhl penilaian yang dilakakan sehingga dapat 

mengakibatkan bias dalam penilaian. 

Darl dalam lingkungan organisasi adanya karakteristik 

masing-masing organisasi itu sendiri akan mempengaruhl 

penilaian kinelja pegawai. Dalam struktur organisast tersebut 

akan menentukan siapa yang akan bartanggung jawab untuk 

rnenilru. Da!arn struk:tur organisasi yang barsifat ranw komando 

seperti organisasi Depkumham rnaka atasan langsung menjadi 

penilai bawahannya. 

Darl linglrungan luar organisasi dari hart ke hari akan 

terus menernpatkan tuntutan-tuntutan terhadap organisasi dan 

pegawainya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Lingkungan akan semakin kompetitif dalam berbagai bidang, 

karana berbagai perubehan yang dernikian pesatnya, sehingga 

adanya kinelja organisasi yang memiliki tiogkat keunggulan akan 

menjadi suatu hal yang sangat penting. 

Secara tooritis, kenaikan pangkat diberikan kepada 

pegawai yang berprest.asi baik. Namun, sudah menjadi rahasia 

umom, pengulruran prestasi pegawai melalui DP3 amat tidak 

obyektif (Gumelar). Dalam lingkungan pegawai negeri sipil 

sebagai organisasi yang besar, penyosunan pangkat 

menggambarkan kualifikasi yang didasarkan pada teori investasi 

sumberdaya rnanusia dan asas senioritas. Senioritas 
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menggambarkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja sampai 

jangka waktu tertentu dianggap dapat meningkatkan kemampuan 

kerja seseorang(Simanjuntak, 2003; 138). 

Dalam lingkungan pegawai negeri sipil banyak segi 

sumbar daya manusia diatur alas dasar hak preragatif pimpinan 

yang betwenang memutuskan. Keputusan tersebut seriug 

dirasakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai sangat subyektil; 

pilih kesib, lik£ and ditlik£, dan sebagainya. Penetapan suatu 

kebijakan berupn keputusan tentmg orang seriug menimbulkan 

perbedaau persepsi terbadap kebijaksanaan atau keadilan 

pimpinan kepada bawahan termasuk di dalamnya penilaian 

kinerja PNS yang dilakukan dengan menggunakan Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), ka:rena belum ada 

ukuran yang obyektif sebagai patokan yang dimengerti. 

Seringkali pata perbedaan itu membawa ekibat yang merngikan 

bagi pihak yang dinilai berdasar ukuran yang berbede tersebut. 

Padahal penilaian kinerja bagi pngawai I karyawan organisasi 

sangat penting dan bennanfaat untuk mengetahui prestasi 

kerjanya dan langkah-langkah positif ke depan dalam mngka 

meniti karir (penempntan, promosi dan suksesi). 

Fonnat penilaiao yang ada sekerang terkesan kumng 

fleksibel untuk mengekspresikan hal-hal yang menjadi ksrakter 

khusus yang membedakan suatu profesi satu dengan profesi 

lainnya seperti petugas pengamanan. Unsur-unsur yang dinilai 

(seperti kesetiaan, tanggung jawab, ketaa!an, kejujuran dan 

prakarsa) tumpang tindih satu sama lainnya, standar yang 

digunakan tidal< jelas dan interpretable serta cenderung pnda 

penilaian terhadap ciri-ciri atau karaktetistik kepribadian. Hal ini 

tentunya sulit diterapkan peda petugas keamanan yang bekerja 

hingga larut malam, mereka tidal< ada yang menilai atas keija 

mereka. Padahal untuk dapet menilai karakteristik kepribadian, 

para penilai seharusnya mempunyai pengetahuan yang cukup 
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tentang ilmu jiwa dan perilaku manusia (psikologi). Dalam 

kondisi seperti ini sangat penting untuk memper!imbangkan 

perbalkan, atau penyempurnaan cara penilaian dalam menilai 

pelaksanrum pek<>ljaan pegawai keamanan di lingkungan 

Depk:umbam agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen 

penilaian yang valid. 

3. Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Dalam prakteknya tidak serta merta kondisi oman yang 

dirasnkan nkan tercipta, konsep blrnebut harus diiknti oleh 

pengawasan dari pimpinan serta petugas pengamanan yang 

memiliki sense of security yang tinggi. Dalarn meningkatkan 

security awareness tersebut manajemen harus dapat 

memperkerjakan, mernbekali mereka dengan pengetahuan yang 

cukup untuk melnksannkan tugasnya. Pelatihan dan 

pengembangan merupnkan cara digunnkan oleh organisasi uotuk 

mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai dalam 

organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai 

untuk kemudian dapat meniogkatkan produktifrtasnya. Pelatihan 

mengenai pengamanan biasanya dimulai dengan orientasi ynkni 

suatu proses dimana para pegawai diberi informasi dan 

pengetahuan tentang sistem pengamanan, dan harapan-harapen 

untuk mencapai performance kearnanan yang terbeik. Dalam 

pelatiban didptakan suatu lingkungan dimaoa para pegawai 

dapat memperoleh dan mempelajari sikap dan keahlian, dan 

prilnku yang berkaltan dengan cara peugamanan. 

Pelatihan dan peugembangan merupnkan tanggang jawab 

bersama dan pimpinan serta rnendapat duknugan dari berbagai 

pihnk. Pimpinan mempunyai tanggung jawab alas kebijnkan· 

kebijakan umum dan prosedur yang dibutubkan untuk 

menerapkan program latiban dan pengembangan. Komitmen 

pimpinan sangat penting agar berlangsung secara efektif , balk 
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dan perencanaan, proses serta tujuan dan pelat.ihan dan 

pengembangan. Selain pelatihan dan pengembangan dan dalam 

untuk menlngkatkan keahlian yang setara dengan diluar 

orgenisasi, pimpinan dapat menlngkatkan koordinasi antar 

instansi tarkait masalah pengamanan. Sepeni. hal yang telah 

dilakukan Pemda DKI bekeijasama dengan Deplrumbem yaitu 

pendidikan BALAKAR Selain itu pembi.naan kesamaptaan jnga 

dilakukan oleh Depkumham bekeija sama dengan piliak terkait 

TNT dan POLRI. Pembinaan awal yang diterima berupa !atiban 

dasar kemilitaran (Latsarmil) yang telah dilaksanakan dirasa 

masili kurnng. Masili banyak jenis pembinaan berupe pendidikan 

yang memiliki knrakteristik tinggi untuk menghadapi gangguan 

keamanan dengan teknologi canggih. 

Meskipun pelatihan diharapkan mampu mengembangkan 

pegawal, akan tetapi hal tersebut kadang-kadang mengalami 

kegagagalan. Kegagalan dapat disebabkan oleh cara pelatiban 
. 

atau metode pelatilian itu sendiri serta tldak dievaluasi kinelja 

pegawal keamanan ketika pegawal teleh kembali ke 

pekeijaannya. Sebuah program pelatihan yang didasarkan pada 

kebutuban untuk meningkatkan kinelja seharusnya pada akhlmya 

dievaluasi dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan 

program. 

Peningkatan knalitas petugas pengamanan merupakan 

bagian yang penting bagi peningkatan sumher daya manusia 

kegiatan pengamanan. Peningkatan knalitas yang berbentuk 

pembi.naan atau pendidikan khusus keamanan heros dilakukan 

secara rutin dan berkesinambungan ngar dapat meningkatkan 

kemampuan dan mengaseh cara berfikir petugas pengamanan. 

Peningkatan knalitas tenaga pengamanan secara rutin dilakukan 

seiring meningkatnya hentuk-hentuk kejabatan barn dengan 

teknologi canggih. 
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4. Pendidibn 

Pendidikan berbeda dengan pelatihan, tujuan pendidikan 

lebih luas, yaitu mengembangakan individu. Di linglrungan 

pegawai negeri sipil, pangkat tidal:: selalu menoerminkan 

kompetensi atau prestasi, kllrena pangkat ditetapkan berdasar 

ijazah tertinggi yang dirniliki pegawai serta masa kerja di 

pemerintahan. Sebagai contob, lamatan SD diberi pangkat awal 

Ila, tamatan SLTA Ilia, dan tamatan Sl Dlfa, dengan tidal:: 

membedakan jenis keahlian yang mereka miliki. Setelab itu, 

setiap empet tabun, pangkat mereka naik ke jenjang lebih tinggi 

sampai ke pangkat puncak, atau pangkat tertinggi yang dapat 

dicapainya. 

Biasanya pendldikan dianggap sebagai pendidikan 

fonnal disekolab, akademi atau pergaruan tinggi; sedangkan 

pelatihan lebih berorienmsi pada kejuruan dan berlangsung dalam 

lingkungan organisasi. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

menjadi suatu kebutuban bagi pegawai negeri sipil dalam 

meningkalkan pengebdian, mutu, keablian dan ketrampilan, 

menciptakan adanya pola berfildr yang sama, menciptakan dan 

mengembangkan metode kerja yang lebih baik serta untak 

membina karier pegawai negeri sipil. Dengan adanya kebijakan 

melruljulkan pendidikan seperti ini diharapkan suatu instaasi 

akan memiliki kualitas pegawai yang baik. 

Petugas pengamanan juga memiliki bak dalam kebijakan 

ini. Namun melihat jenis pakeljaannya sebenamya hal ini sulit 

diterapkan. Sebagai perbandingan adalab di instansi Polri telab 

ditentukan babwa bagi mereka yang akan melanjulkan 

pendidikan mereka harus melepaskan jabatan. Andaipun hila hal 

ini di rangkap maka tanggungjawab sebagai anggota Polri barus 

didabulukan. Dari uraian tersebut jelas organisasi sebesar Polri 

mengatabui tidak efektifnya kegiatan pendidikan bila disatukan 

dengan pekeljaan sehari-hari. Hal ini dapat merugikan instansi 
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dimana seharusnya dia lebih rrumgabdi. Terlebih lagi dalam 

bidang bal pcngamanan. karena dalam suatu kegiatan 

pengamanan bila teljacli kelalaian akan membabayakan banyak 

orang. Namun berbeda dengan petugas pengamaoan yang 

meroiliki status pegawai negeri. Mereka dapat mementingkan 

pendidikannya ketimbang tugas sehari-hari sebagai petugas 

keamanan. Status mereka sebagai pegawai negeri sipil membuat 

mereka tidak taka! akan sanksi yang akan diterima. Karena 

sangsi yang mereka terima tidak akan sampai pada pemecatan 

dalam hal ini pelanggaran yang mereka lakakan adalab tidak 

mentaati ketentuan jam kerja Hal seperti inilab yang membuat 

tugas pengamanan menjadi lemab. Seringnya ketidak hacliran 

menyebabkan berkurangnya jumlab petugas jaga Disamping itu 

dari sekian banyak petugas yang melanjutkan pendidikan 

dijelaskan diatas banya 2(dua) orang yang dibiayai oleh negara 

selebihnya tidak. Hal ini tentunya menjadi pennasalaban 

tersendiri, bagi rnereka yang sedang berkeluarga mereka rnenjadi 

beban tambaban karena harus memikirkan biaya kuliab dan 

keluargn dirumab. 

5. Kesejahteraan 

K<:sejahteraan merupakan pengharapan bagi pegnwal 

dalam bekelja. Tingginya kesejahteraan yang didapat 

memungkinkan terdorongnya motivasi ketja menjadi lebih baik. 

Namun hal ini tidak menjadi aJasan mutlak, menglngat 

kesejabteraan merupakan bagian dari pengelolaan anggaran yang 

ada. Setiap pimpinan sangat mempe~uangkan kesejabteraan anak 

buahnya. Hal ini seperti yang sering di ungkapkan pimpinan Sub 

Bagian Pengamanan Lingkungan dan Instalasi kepada pihak 

BPHN agar selalu 1'memperhatikan" petugas pengamanan yang 

beljaga disana. Diharapkan usaha iersebut akan meningkatkan 

loyalitas petugns pengarnanan dalam bekelja. Kesejahternan tidak 
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harus selalu insentif tapi kesehteman merupakan baguimanan 

perusahaan menjamin kelangsungan hldup dengan rnsa nyaman 

beke!ja di tempat tersebut. 

a) Jaminan Kesehatan 

Jaminan kesehel:an dan keselamatan ke!ja 

mernpakan bentuk kesejabteraan dimaksud. Dalam UU 

No. 23/1992, tentang Kesehatan Bah lli mengenai Hak 

dan Kewajiban pada Pasal4 " Setiap ornng mempunyai 

bak yang sama dalam memperoleh derajat lresehatan 

yang optimal". Jaminan yang ada saat ini dirnsa kurnng 

memadai bagi petugas keamanan membuat petuges 

tidak tennotivasi untuk keija maksimal ( cendernng 

tidak mau ambil resiko ). Gangguan kesehatan seperti 

sulit tidur, dan gaogguan pencemaao yang teljadi dan 

haoya di obati dengan obat warnng yang tidak te!jamin 

kualitasnya. Kaiaupun mereka menggunakan Asuransi 

Kesehatan yang meraka miliki mereka cenderung tidak 

mengambilnya dengan alasan lama atau tidak ada 

waktu. Selain itu seperti diketabui jam kerja petugas 

pengamanan sangat berbede dengan pegawai biasa. Jam 

Irerja yang adalab l x 24 jam dengan di berikan libur 2 

hari setelahnya. Aturan jam kerja ini jelas melanggar 

ketentuan pada Keputusan Bersama Menterl Tenaga 

Kerja Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia Nomor : Kep.275/Menll989 

No.Pol: Kep/04Nil989 Tentang Pengaturan Jam Ke!ja, 

Shift Dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan 

Pengamanan (Satpam). Dalam hal penetapan bahwa 

"Pimpinan Perusabaan dan Badan Hukum lainnya 

mengatur jam ke!ja termasuk waktu istimhat bagi setiap 

Tenaga Keija Satpam secara bergiliran dl masing­

rnasing shift dengan jumlah jam kerja akurnulatif tidak 
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lebih dari 40 jam seminggu". Hal penetapan berikulnya 

adalab babwa "Setiap Tenaga ~a Satpam yang 

bertugas melebihi jwnlab jam keJ:ja delapan jam sehari 

atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam 

seminggu, harus sepenge!Bhuan den dengan Surat 

Perinlah lertulis dari Pimpinan Perusahaan den Baden 

Hukum lainnya yang diperbitungkan sebagai jam 

lembur". Pechitungan lembur pade petugas pengamanan 

sudah diterapkan namun besarannya jaub deri 

kelayakan karena sebeoarnya bisa dikatakan itu 

merupakan insentif s~a. 

Namun pade daSamya atur.m ini solit dirernpkan 

pada kesehatan petugas itu sendiri. Adanya kekurangao 

tidur akibat kelebiban jam kerja sangat menggengu 

kesehatan. Kekurangan tidur tidak pemab bisa 

digantikan. Kita dapat tidur sesual jadwal keesokao 

malamnya tetapi tetap tidak depet menggantikao 

kekurangaonya. Meskipun tubuh dapat beradeptasi 

paling dengan tidur selama dua atau tiga jam. 

Kebutuban tidur setiap orang tidak sama, 8 jam setiap 

malam adalab juroll!h jam yang disamnkan untuk tidur 

setiap malam. Bila tidur kurang dari 6 jam semalam, 

depat merapengaruhi kesehatan Auda, haik fisik 

maupun mental (www.depkes.go.id). Selain itu 

menurut Soetjipto akibat tidur terganggu akan 

mengakibatk.an kelelaban, sulit berkonsentrasi, reflex 

melambat, rasa lemah, gangguan memori, iritabilitas 

dan cenderung mengalami keoelakaan lalu lintas. 

b) Insentif 

Insentif merupakan kompensasi yang diberikan 

tergantung dari basil yang dicapai yang berarti 

menawarkan suatu insentif kepa.da pekelja untuk 
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mencapai h""il yang lebih baik. Hal ini dlmaksudkan 

untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda. Jodi 

dua onmg pegawai yang mempunyai jabatan yang soma 

bisa menerima upah yang berbeda dikarenakan prestasi 

ketja yang berbedB- Disamping itu insentif sebagai 

sarona motivasi sebagai pendorong yang diberikan agar 

dalarn cliri mereka timbul semangat yang lebili besa< 

untuk berprestasi bagi organisasL Berdasarkan pendapat 

tersebut maka tujuan dari pemberian insentif, yaitu: 

• Bagi organisasi : Tujuan pelaksanaan pembariao 

insentif kepada pegawai dimakaudkan untuk 
> 

meaiogkatkan kinsrja dengan earn mendorong 

mereka agar bekerja disiplin dan semangat yang 

lebili tinggi dengan tujuan mengb...ilkan knalitas 

kerja yang lebih baik serta dapat bakeJja dengan 

menggnnakan faktor produksi seefektif dan 

seefisien mungkin. 

• Bagi pegawai: Dengan pembarian insentif dari 

organisasi maka diharapkan pegawai memperoleh 

banyak keuntungan, seperti misalnya meodapatkan 

upah atau gaji tamhahan yang lebili basar, mendapet 

dorongan untuk mengembangkan dirlnya dan 

berusaha bekerja dengan sebaik ·~ sebaiknya. 

Untuk menekan adanya insentif tersebut 

sebenamya dapet dilakukan bebarapa perbaikan pada 

sistem penggajian pegawai negeri, Menurut beberapa 

kajian, perbaikan sistem penggajiao dan struktur gaji 

pegawai negeri sipil dilakukan agar dapat meningkatkan 

derajat pegawai negeri sipil. Seperti yang dikatakan 

oleh ahli Personal Adminislration Paul Pigors bahwa ·~ 

Manajemen kepegawaian itu tujuannya selain pegawai 
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moncapai basil yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan 

untuk memborikan upah atau gaji yang borbeda Jadi 

dua orang pogawai yang mempunyai jabatan yang sama 

bisa menerima upah yang borboda dikarenakan prestasi 

kelja yang borboda. Disamping itu insentif sebagai 

sarana motivasi sebagai pendorong yang diberiknn agar 

dalam diri mereka timbul semangat yang lebih bosar 

untuk borprestasi bagi organisasL Berdasarkan pondapat 

tersebut maka tujuan dari pombarian insentif, yaitu: 

• Bagi organisasi : Tujuan poloksanaan pomberian 

, insentif kepoda pegawai dimaksudkan untuk 

meningkalkan kinelja dengan cara mendorong 

mereka agar bekelja disiplin dan semangat yang 

lebih tinggi dengan tujuan menghasilkan kualitas 

kelja yang lebih baik serta dapat bekelja dengan 

menggunokan faktor produksi seefektif dan 

seefisien mungkin. 

• Bngi pegawai: Dengan pomberian insentif dari 

organisasi moka dibarapkan pogawai memperoleh 

banyok keuntungan, seperti misalnya mendapatkan 

upah atau gaji tamboban yang lehih besar, mendapat 

dorongan untuk mengembangkan dirinya dan 

beruseba bekelja dengan sebaik - sebaiknya. 

Untuk menekan adanya insentif tersebut 

sebenarnya dapat dilakukan beberapa perbaikan pada 

sistem penggajian pegawai negeri. Menurut beberapa 

kajian, perbalkan sistem penggajian dan struktur gaji 

pogawai negeri sipil dilakukan agar dapat meningkalkan 

derajat pogawai negeri sipiL Seperti yang dikatakan 

oleb ahli Personal Administration Paul Pigors bahwa " 

Manajemen kepegawaian itu tujuannya selain pegawai 
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itu efektif dalam bekerja dan kariernya dijamin 

berkembang maksimal, maka kesejahteraarumya dan 

g,Yinya dijamin mencukupi kehidupannya" (Thoha 

2008:126). Untuk memperbaiki hal ini tentu tidak 

mudah temtama dalam penerapannya kepada pegawai 

negert Dalam kondisi ini Depkumham seb.agai 

organisasi pemerintah yang memilki alokasi anggrun 

yang sudah ditetapkan biasanya memberikannya dalam 

bentuk; 

• Pemberian gelar (title} secara resmi 
• Pemberian tanda jasa I medali. 
• Pemberian piagam pengbargaan. 
• Pemberian pujian lisan maupun tulisan secara resrni 

( di depan umum) ataupun secara pribadi. 
• Ueapan terima kasih secara formal maupun inf<>rmal 
• Pemberian promosi (kenaikan pangkat a tau jabatan). 
• Pemberian hak untuk menggunakan atribut jabatan. 
• Pemberian perlengkapan kbusus pada ruangan kerja. 

Bagi seorang pimpinan kesejabteraan pegawai 

memang barus muUak diperhatikan. NarnWl sebenamya 

bukan masalah besar atau kecilnya insentlf yang 

diterlma, tetapi kesesuaian dan kepantasan alas reward 

deri pekerjaan mereka sendiri. Yang panting mereka 

dapal beli makanan yang mengandung empat sebat lima 

sempuma serta vitemin pendukang untuk menjaga 

kesehatannya. 

d. Budaya Organisasi 

Sebuab organisasi, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh varian 

lokalitas budya yang berl<embang. Organisasi seperti birokrasi termasuk 

tidak lepas dari pengaruh itu, sebingga dalam aktifitasnya senantiasa akan 

se<:ara intensif diwamai pola~pola interaksi yang terbentuk di dalamnya. 

Disinllah lantas antara budaya organisasi dengan kebudayaan saling 

mengi.si dan berpengaruh satu sama lain. Pegawai negeri kita merniliki 
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bagian dari budaya masyarakat yang ada. Seperti dikutip menurut 

Roberntone, Sub budaya adalah "sebuah kelompuk yang bernama-bersama 

menganut seluruh budaya masyarakat telllpi juga nilai, nonna dan gaya 

bidup tersendiri" (Thibault, Lynch & Bride, 2001:22). Potret pegawai 

negeri kim merupakan gambaran budaya organisasi yang lrurang baik 

dimata masyarakat. Prilaku yang ada merupakan suatu budaya yang sulit 

dihilangkan !<arena sudah lama terbentnk dan mengakar. Menurut Taylor, 

budaya merupakan keseluruban sistem yang meliputi pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, hokum, ada! istiadat, kebiasaan dan kapabilitas 

lain yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat 

(Thibault, Lynch & Bride, 2001 :22). 

Dalam suatu kegiatan organisasi yllllg baik adanya budaya dapat 

membantu mewujudkan tujuan yang telah ditelapkan. Setiap organisasi 

sebenarnya mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda sasaran dan nilai, 

gaya manajemen dan norma~norma untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan mereka. Namun organisasi tersebut harus mempunyai 

kebudayaan yang kuat yang baik, yang menarik, mengimbali(reward) dan 

mempertahaakan kesetiaan para pegawai dalam melaksanakan berbagai 

peranan dan mencapai sasaran-sasaran. 

Menurut Kast & Rosenzweig (2002:9>2) kebudayaan organisasi 

adalah perangkat nilai, kepercayaan dan pemahaman yang punting yang 

sama-sama dimiliki oleh para anggotanya Kebudayaan memberikan pula 

cara~cara betpikirt merasa dan menanggapi yang menuntun para peserta 

organisasi daiam mengambil keputsan dan dalam kegiatan~kegiatan 

organisasi lainnya, Organisasi yang sukses tampak memiliki kebudayaan 

yang kuat yang dapat menarik, memelihara dan menghadiahi (reward) 

orang yang berhasil melaksanakan peranannya dan mencapai sasaran. 

Suatu perspektif laln kebudayaan organisasi merupakan sistem nilai (apa 

yang penting) dan kepercayaan( bagaimana hal-hal bekeija) yang dianut 

bersarna yang berinteraksi dengan orang~orang suatu perusahaan, struktur 

organisasi dan sistem penga.wasa.an untuk menghasHkan norma~norma 
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perilaku ( cara kita mengerjakan hal-hal disini) (Kast & Rosenzweig, 2002: 

956). 

e. Peralalan 

Dati k:utipan Keputusan Kapulri No.7381X/2005 ientang Pedoman 

Sisiem Pengamanan Objek Vital Nasional dijelaskan mengenai 

satlllllliprasarana pengamanan edalah pus kesmanan merupakan gerbang 

terdepan penyeleksian keluar masuk onmg dan barang ke dalam objek 

gednng. Kualifikasi pus keamanan moliputi (a) bebas pandang; (b) 

herfungsi sebagai tempat penyeleksian (front aff/ce); (c) memiliki fasilitas 

MCK ; ( 4) memiliki ruang istimhat dan rempat ibadah. ;(5) perlengkapan 

tugas satuan pengamanan ;(6) alat lromunikasi ;(7) sistem pemantauan; (8) 

peralatan pertolongan kecelakaan. Dmi pandangan tersebut rentunya 

kriteria pus pengamanan yang terdapat di BPHN dapat memenuhi krireria 

seca:ra kelengkapan namun hal ini masih jaub dan kualitas suatu pes 

pengamanan yang baik. 

Untuk menunjang keamanan alat komunikasi merupakan sesuatu 

yang vital menurut Keputusan Knpulri diatas juga menyanglrot ala! 

komunikasi terdiri dan : (1) radio trunking ; (2) radio pang gil (bandy 

talky); (3) tolepnn (telephone) dan (4) telepon genggam (mobile phone). 

Alat transpurtasi I Patrol! : (I) Kenda:raan bennotor roda 4 ( empat); (2) 

kenda:raan bermotor roda 2 (dua) dan (3) sepeda Sementara itu ala! yang 

dimiliki petugas keamanan di BPHN terbatas diguoakan untuk 

berkomtmikasi hanya dengan pimpioannya saja. Padahal komunikasi juga 

dibutuhken antar petugas pengamanan dengan pegawai BPHN yang 

ditunjuk untuk saling memantau dan memonitor kegiatan tiap lantai di 

gedung BPHN. 

Pengajuan mengenai minimnya alai yang dimiliki bagian 

peng'dlDanan sebenamya selalu dilakukan. Namun pennasalahan anggaran 

yang tersedia tetap menjadi kendala mengingat adanya prioritas anggaran 

inin yang dianggap lebih rnendesak membuat pengajuan ini tidak pemah 

terealisasi, 
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5.1.3 Arallau 

Araban atau actuating merupakan kegiatau yang khususnya dltujukan 

untuk mengatasi dan mengarahkan bawahan sehlngga seonmg pimpinan secam 

manusiawi bisa mengikat bawahan untuk bekelja sama secara sukarela 

menyumbangkan tenaganya seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk 

mencapai tujuan organisasi. Ada baoyak cara seorang pemimpin bisa 

mengarahkan bawahanoya dlmana bawahan dapat melaksanakan pekeJjaan 

dengan tenang tanpa adanya sikap mendua karena pertentangan atasan dati 

berbagai bagian. Adapun cora yang binse dlkenal adalah : 

o Pengaraban dilakukan dengan cora memberikan informasi yang 

diperlnkan terutama yang berhubungan dengan masalah yang dibadapi 

petugas pengamanan dilapangan. 

o Pengaraban dengan cora memberikan perintah yang barns dllakukan oleh 

bawahan. Perintah tersebut dapat dilnknkan dengan cara tertulis ataupun 

lisan dlmana perintab tersebut perlu untuk dlmengertl secara baik oleh 

atasan. Jadi atasan hams dapat menyesnalkau kapan atasan memberikan 

perlntah secara formal atau tertulis maupWl perintah secara lisan dan 

kapan atasan barus memberikau perintah yang barns diWcukan seluruh 

bawahan (ummn) 

Peranan seorang atasan dalam kegiatan pengamanan sangat diperlnkan 

dalam memberikan pengaraban kepada bawahan kareua dengan peranan atasan 

yang fleksibel diharapkan bawahan dapat bekelja secara efisien tanpa rasa 

keengganan dimuaculkan. Sebagai contoh adanya hubungan yang baik antars 

atasan dan anak buah misalnya memberikan motivasi bagi orang-orang dalam 

organisasi seperti menjengnk jika ada yang sakit, menanyakan kabar, memberi 

badiah, melontarkau pujian, dan sebagainya. Dalam suatu kegiatan organisasi 

atasan di pengamanan tidak perlu ragu untuk melakukan pendekatan personal, 

perbatian dan empati pede kebutubannya dan kesusahannya. Hal-hal ini mungkin 

kedengarannya remeh tetapi sebenamya so!usi yang jitu bagi man~emen 

organisasi pengarnanan. Pelaksanaan pengaraban dalam bidang pengamanan 
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terkait pada pelaksaruum jadwal petugas pengamanan di masing-masing unit 

Depkumham. Jadwal atau rotasi kegiatan pada petugas dapat berarti mendapat 

suasana dan gagasan baru atan juga merupakan hukuman. Membuat jangka waktu 

rotasi yang seefektif mungkin tidaklah mudah bagi pi.mpinan. Adanya perubahan 

rotasi yang fleksibel atau mendadak sebelkuya dapat dilakukan bila ada hal yang 

mendesak seperti adanya ketidakeoookan aatara rekan sekelja atau merupakan 

penyegaraa. Dalarn kondisi memaksa fleksibelitas penjadwalan tersehut juga 

hams dapat menyesuaikan keinginan petugas dalarn hal tertentu. Dampak akibat 

jadwal rotasi berpengarah pada kebosanan ataupun kemampuan perugas dalam 

mengenal wilayah yang diawasi. 

Pengenalan wilayah .meliputi pengenalan gadung BPHN, pegaW!rl, tunu, 

i.nsadasi gedung dan lingkungan sekitar gedung memakan waktu yang lama serta 

harus dicennati seksama secara detil. Hal ini mengingat semua elemen tersebut 

dapat roenjadi surnber yang potensial menggangu keamanan dalam gedung 

BPHN. Adanya rotasi di wilayah tertentu yang telalu cepat membuat petugas tidak 

mengeuali meda.n dengan balk. Disarnping itu adanya perugas pengganti 

membuat pengenalan lingkungan harus dilakukan dori awal kembali. Kalaupun 

petugas tersebut pemah bertugas ditempat yang sarna kemungkinan tidak 

mengingat situasi yang lalu cukup ada karena adanya perubahan lingkungan. 

Rotasi memang merupakan kebijakan pimpinan, narnun jadwal tersebut harus 

fleksibel pelaksanaanya. Cara penerapan jadwal rotasi bagi petugas pengarnanan 

tidak dapat diterapkan seperti di Polri dan TN!. PegaW!rl negeri memlliki 

perbedaan penerapan disiplin dan kesejahteraan dengan orgaaisasi Polri atau 1Nl. 

Hal ini dibuktikan pada saat perekrutan mereka sudah dilakukan penernpan 

disiplin yang tinggi. Dengan kondisi pegawai negeri pada petugas pengamanan di 

Deplrumharn ini diharapkan pembuatan jadwal ini dapat dibuat sebalk mungkin 

dengan tetap mengawasi kineljanya. 

5.1.4. Pengawasan 

Pengawasan merupakan proses agar tujuan organisasi dan manajemen 

tercapai. Organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya 

tujuan. Adanya fungsi pengawasan dalarn perbaikan ldnmja aparat merupakan bal 
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penting. Menurut Datyanto yang dikutip dari Balfour (1997) tuntulan perbaikan 

kinOija apm:at semakin besar jika dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk 

meningk.atkan daya saing negara dalam persaingan global. Perbaikan kinOija 

pegawai petugas pengaman yang nda di Depkumham seharusnya meneapai kinOija 

yang maksimal melindungi setiap pegawai dalam bekerja . 

Pelak.sanaan pengawasan barus seimbang dilakukan, bal ini untuk 

mengbindari prasangka buruk dari obyek yang diawasinya. Pengawasan yang 

berlebilian akan menimbnlkan birokrasi, mematikan kreatifitas yang akbimya 

merugikan organisasi itu sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi 

dapat menirnbnlkan pemberosan sumbenlaya dan membuat sulit peneapaian 

tujuan. Untuk melaksanakan sistem pengawasan pimpinan pengamanan barus 

mengawasi kegiatan-kegiatan dengan benar; memilki ketepelan waktu; 

menggunakan biaya yang efuktif dan dapat diterima oleh yang bersaogkutan. 

Bila para bawaban tidak pemab membuat kesalaban, atasannya dapat 

seeara sederhana melakukan fungsi pengawasan, tetapi bal ini tidak mungkin 

tOijadi. Banyak hal-bal kecil yang memang perlu diperhatikan dan diawasi oleh 

atasannya secara langsung. Adanya sistem pengawasan memungkinkan pimpinan 

mendeteksi kesalaban-kesatahan tersebut sebelum menjadi permasalahan yang 

lebih basar. 

Sebagai pelaksana teknis dalam melindungi dan mengamankan 

lingkunganlkawasan keJja, fungsi pengawasan dari pimpinan pengamanan sangat 

dibutuhkan. Weweuaog petugas keamanan di lingkungao Depkumbam memiliki 

wewenang terbatas secara preventif, preemtif dan proaktif dalam rangka menjaga 

keamanao dan ketertiban di lingkungan Depkumbam. 

• Pencegsban(preventil) yaitu melaksanakan kegiatan mencegah setiap 

hentuk gangguan keamanan dengan melakukan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan bendaharawan dan patroli serta kegiatan hunnya yang 

dipandang perlu, gnna menciptakan keamanan dan ketertibau di 

lingkungan Depkumbam dan BPHN khususnya Upaya peneegahan 

tersebut melalui antisipasi yaitu mencegah dengan menggunakan 

aturan yang bempa ketentuan-ketentuan pemturan perundang­

undangan, prosedur dan lain-inin; 
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• Preemtif yaitu. mencegah dengan menggunaknan piranti kerns yang 

berupn pemasangan pngar besi, kunci, gembnk den lain-lain Upaya 

preemtif yang sudab dilakukan BPHN antam lain membuat pagar 

keliling kantor serta membnat tralis dilrurtal dasar. Menurot Hadiman 

(2008) alat untuk membantu peneegahan kerugian digunakan juge 

piranti lunnk yaitu : l.Cheklist, untuk menetukan apakah suatu usaha 

layak beroperasi dan mengetahui apekah usaha tersebut sudah 

mengeluarkan ketentuan yang bersifat mengatur; 2. Format , untuk 

mengetahui adenya penyimpnngan yang 1eljadi di perusahaan; 3. 

Prosedure, misalnya penetimaan tamu dan mengeluarkan barang; 4. 

Menggunakan Jadwal misainya untuk dsftar jaga dalam penentuan 

urutan waktunya; 5. Grafik/statistik, untuk mengota!rui ganggnsn 

kearnanan yang te!jadi setiap minggn atau bulan; 6. Dengan 

menggnnalan design teknls, untuk memberi uknran yang kita 

kebendaki 

• Proaktif yaitu mencegah dengan mencari penyebabnya guna 

menentukan langkab-langkah selanjutnya. 

MellllfUI Hadiman (2008} untuk mengamllll]clm suatu: lingkungan kerja 

bisa be!pijak pada penggunaan upaya taklis yaitu I. Dengan membuat cara 

sistem perimeter; 2.Menggunakan teknologi tradisional maupun modem; 

3.Pemilibna sumber daya manusia yang bertugas menjadi satuan 

pengarnanan dengan pendidikan dan penyaringen yang balk 4. Dengan 

menggunakan rencana kontijens\ yaitu dengan kekuatan sendiri~ 

pengembangan yang seprofesi dengan masyarakat sekitarnya sesuai dengan 

konsep Communnity DevelopmenJ serta koordinasi dengan aparat teikait 

seperti Polri dan TNI. 

a. Pengawasan Phnpinan Pengamanan 

Perbedaan lakasi merupakan salah satu hambatan yang terjadi 

saat melakukan pengawasan oleh pimpinan keamanan ke BPHN. 

Fungsi pengawasan sangat menentukan penyebab kegagalan atau 
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keberhasilan orgrurlsasi. Pengawasan yang dilakukan pimpinan 

pengamanan terbatas pada alat komunik:asi. Dengan hanya 

meoggnnakan alat komunik:asi pimpinan tidak dapat melihat kioerja 

sesungguhnya dati para petugas keamanan ini. Dengan menggunakan 

alat komunik:asi tentunya informasi yang diterima menjadi tidak 

lengkap dan memungkiokan menimbulkan persepsi berbeda oleh 

petugas dilapangan. Pentingnya suatu infurmasi yang akurat akan 

herperan penting dalam penentuan pengambilan keputusan. Dalam 

pengawasan kedepen dibarapkan pimpinan keamanan dapat se1alu 

merubah apa yang dikerjakannya atau merubah standar yang 

dignnakan sekarang untuk mengnkur pelaksanaan kegiatan 

pengamanan. 

b. Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Gedung 

Menuru! Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung adalah bahwa bangunan gedung dise1enggarakan 

berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta 

keserasian bangunan gedung dengan lingkangannya. Adapun 

mengenai keselamatan gedung dapat dilibat pada paragraf 2 tentang 

Persyaratan Keselamatan Pa<al 17 

l. Pecsyaratan keselamatan banguaan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) meliputi persyaratan 
kemampuan -bangunan gedung untuk mendukung beban 
muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam 
mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan 
bahaya petir. 

2. Persyaratan kemampuan bangnnan gedung untuk 
mendukung heban muatannya sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (I) merupakan kernampuan strulctur bangunan 
gedung yang slab!! dan kukuh dalam meudukung beban 
muatan. 

3. Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam 
mencegah dan menanggulangi babaya kebakaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
kemampuan bangunan gedung untuk melakukan 
pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem 
proteksi pasif dan/a!au proteksi aktif. 
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4. Persyara!an kemampuan bangunan gedung dalam 
meneegah bahaya petir sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk 
melalrukan pengamanan terbadap bahaya petir melalui 
sistem penangkal petir. 

Bila mengaeu pada ketentuan ini. mengenai kekuatan struktur 

gedung BPHN tidak menjadi masalah seperti disebatkan pada ayat 

(1) namun hila melibat ayat berikut tentang pencegahan kebakaran 

hal ini menjadi pertanyaan. Seperti telah dijelaakan sebelumnya 

bahwa fusilltas pemadam kebakaraa yang ada kurang mendukung 

dan tidak dilakukan perawatan. Padahal dalam undang undang ini 

juga menyebutkan bahwa "Perawalan adalah kegiatan memperbaiki 

danlatau mengganti bagian bangunan gedung, lromponen, bahan 

bangunan. danlatau prasarana dan sarana agar bangunan gedung 

tetap laik fungsi." 

Pada bagian ketiga mengenai pemanfaatan disebatkan bahwa 

u Pemeliharaan~ perawatan., dan pemeriksaan secara berkala pada 

bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyamtan 

laik fungai". Aturan sebuah gedung dibuat sebeuarnya untuk 

menunjang keselamatan orang didalamnya. Seyaubmana pihak 

BPHN melaksanakan amanat ini tentunya tergantung dari kebijakan 

pimpinan di BPHN itu sendiri. 

t. Peogawasan Pencegaban Kebakaran 

Peristiwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja 

serta dapat menimbulkan kerugian berupa materi dan korban jiwa 

yang tuk ternilai harganya. Masalah pencegahan kehakaran di 

gedung tinggi seperti BPHN perlu mendapat perhatian, hal ini 

disebabkan gedung tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang 

membuat usaba penanganan kebakaran menjadi sulit. Diperlukan 

fasilitas pem.mjang yang dapat mcngantisipasi adanya kebakaran. 

Fasiiitas yang terdapat di BPI-fr.J" terlihat minim dan cenderung 
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kurang perawatan. Hal ini tentunya hams segera dilakukan 

pengecekan ulang bagi kelayakl!n lilsilitas pem!ldam kebakanm. 

Adanya peta slnlktur mengenai gedung BPHN sangat 

membatu kelika terjadi kebakanm. Lokasi-lokesi yang sulit akan 

mudab dipabami hila terdapat arsip struktur peta dari gedung 

rersebut. Fasilitas arsip gedung yung rerdapat di BPHN bisa 

dikatakan tidak ada. Keberadaan arsip banya dapet diketabui pada 

gedung bam saja. Sebarusnya setiap bangunan yang resmi ada file 

yang disimpan peda waktu gedilllg diajukan dalam hal pengurusan 

izin bangunan atau j- arsip bangunan disimpan pemiliki. Hal ini 

dilakukan Ull!Uk mengetabui s1ruktur dan tata letak kondisi bangunan 

sebelum terbakar( Kamil,2007: 43) 

Dalam menunjang kesiagaan, ke!nimpilan dan meningkatkan 

efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran seca.rn total dan 

!erpadu diperlukan suatu strategi baku atau prosedur tetap yang 

mudah dipahami. Pemahaman dan kesamaan persepei terhadap 

prosedur retap sangat penting guna mendapatkan basil yang baik 

optimal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakanm. 

Disaraukan illltuk melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran 

secara rutin terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakanm 

gedung. Selain itu perlu meningkatkan sosialisasi prosedur tetap 

terhadap pegawai BPHN maupun pegawai unit lain dalam 

mengantisaipasi terjadinya kebakaran di gedung Depkumham. 

5.2 Anlisa Lingkungan (Community Development) 

Kejahatan dapat berbasis individu, masyatalcat sampai Iingkungan. 

Sebagai salah satu bentuk pengamanan terlladap lingkungan adalah melalui 

pembuatan disain lingkungan atau biasa dikenal dengan Crime Prevention 

Through Enviromental Design (CPTED). Dengan pemberdayaan masyarakat 

sekitar (Ccmunily Development) diharapkan masyarakat sekitar dapat turut serta 

membantu keamanan di lingkungan BPHN. Hal ini terkait peda beberapa kasus 

pencurian yang terbukti dilakukan olah orang sekitar. Dari sini terlihat gambaran 
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lregagalan sistem pengamanan dalam mengantisipasi gangguan keamanan dari 

lingkungannya. Menurut Hruliroan (2008) adanya CPTED bertujuan mengurangi 

kesempatan-kesempatan yang memungkinkan teljadinya kejahatan, mengurangi 

rasa talrut terhadap tindak kejabetan (foar of crime), memperbaiki hubungan 

ketetanggaan yang lebih berkualitas serlll mengupayakan tempat bekelja yang 

Iebih aman dan terlindungi, melalui pembentakan diasin lingkungan yang bail<:. 

Beberapa lregiatan di BPHN yang mengacu pada comunity development antarn 

lain adanya kegiatan sosial yang dilakakan oleb Dharma Wanita BPHN bagi 

penduduk miskin diseldtar, pambagian bewan kurban, bingga adanya ijin 

menggunakan lokasi BPHN seeara terbatas untuk parpadciran warga sekitar. 

Kegiatan-kegiatan ter>ebut bingga saat ini masih dilakukan dan dibarapkao ada 

peningkatan pelayanan terhadap warga seldtar baik kualitas maupun kuantitasnya. 
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BAB6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Pelaksanaan manajemen pengamanan di Bagian Pengamanan Biro 

Umum Sekrern:riat Jenderal Depkumham merupakan upaya pencegaban 

efektif dan efisien untuk melindungi manusia & aset Departemen dari 

sebab apapun yang mengakibatkan kerugian atau kehilangan. Lingknp dan 

sifat pengelolaan organisasi ditentukan oleb keinginan, kepentingan dan 

kebutuhan orgamsasi sangat mempengoruhi pola pengelolaan dan 

penggunaan petugas keamanan. Hal ini karena fungsi pengamanan yang 

diwadahi dalam orgamsasi ditentukan oleb pemabaman pibak Departemen 

terlladap masalab keamanan. 

Pelaksanaan manajemen pengamanan dilakuk.m melalui 

pendekatan prinsip manajemen. Pengelolaan pengamanan di Badan 

Pembinaan Huknm Nasinnal bagian dari manajemen pengamanan yang 

ada di Sekrern:riat Jenderal Depkumham. Namun hal !elsebut belum 

rnenciptakan keamanan dan ketertiban di BPHN. Sehlngga masih le!jadi 

kasus-kasus yang menggangu keamanan dan kenyaman dilingkungan 

BPHN. Bebempa hal yang membuat kondisi tersebut antars lain : 

a. Adanya kadudukan dan posisi pimpinan keamanan yang tidak 

ditempatkan di unit~unit eselon satu seperti BPliN memungkinkan 

petugas keamanan kurang memiliki kewenangan ll!ltuk menetapkan 

kebijaksanaan pengamanan se<:ara menyelmuh. Sehlngga 

pelaksanaan pengamanan yang ada menjadi kurang efektif. 

b. Adanya tujuan pemusatan kewenangan merupakan salah satu bentuk 

penghematan anggaran maupun penyeragaman standar pengamanan 

di masing masing unit Depkumham. Beberapa kelemahan dari 

bentuk tersebut adalab di mana seluruh keputusan dan kebijakan 

orgamsasi tidak dapat dilaksanakan langsung oleh unit yang tidak 
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terdapat dalam lokasi yang sama, sehingga suatu perintah yang 

diberlkmt akan memiliki rentaog waktu. 

c. Koordinasi antar Bagian Pengamanan tidak te!jadi pada tingkat unit 

eselon satn menyebabkan petugas pengamannn ku.rang mendapat 

"perhatinn" dar! pimpinan unit ditempat yang meqjadi wilayah 

tugasnya. Kenyatann lain dilapnngan juga menyehutkan koordinasi 

dilaknkan hanya antara Kepala Sub Pengamanan Llngkungan dan 

lnstalasi dengan Kepala Sub Bagian Rumab Tangga nam1.m hal ini 

cendernng sebatas usulan-usulan cara pengelolaan pengamanan yang 

sebenarnya sulit terwujud karena ku.rangnya dukungan dar! pimpinan 

masing-maslng bagian. 

6.2 Saran 

Untuk mengantisipesi sulitnya pengawasan dan koordinasi akibat adanya 

perbadaan lokasi, diperlukan keweoangan penuh pelaksanaan pengamanan oleh 

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga BPHN. Bagian ini dapat melaknkan 

pengawasan dan koordinasi secam langsung sebagai atasan dangan bawahan 

dalam pelaksana pengamanan sebagai nmtai perintah. 

Dalam sistem penataan pegawai negeri, sulitnya mendspatkan sumber 

dsya pengamanan yang baik: merupakan permasalaban yang harus segera 

dipecabkan. Aktifitas petugas pengamanan yang tidak dapat mencapai lcinerja 

maksimal perlu diperkenalkan sistem out sourching atau sistem konttak. Dengan 

sistem ini Depkumbam diharapkan akan memiliki petugas keamanan yang terlatih 

dan berpengalaman dalam bal prosedur dan teknologi pengamanan baru yang ada 

saat ini. Dengan out sourcing manajemen dspat lebih hanyak memfokuskan 

strategi yang berhubungan dengan tujuan subtansi yang utama dibidang hukum. 

Daiam bal pelaksanaan pengamanan frsik, kegiatan kanlor BPHN yang 

tidak berorientasi peda pelayanan bukan berarti tidak membutuhkan sistem 

pengamanan yang beilt. Namun sistem pengamanan yang baik: tetap perlu 

dibutubkan karena BPHN memiliki lingkungan yang memiliki lakasi yang cukup 

rawan. Diperlukan suatu sistem pengamanan seperti yang dijela.skan Richard J. 

Gigliotlf & Ronald C. Jason dalam Hadiman (200&) yaitu pengamanan pada 
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tingkatan Level 2 ( Low Level Security). Sistem ini dirancang untuk 

menghaJangilmerintangi dan mendetek.si beberapa ganggnan aktivitas dari luar 

yang trOak sah. Pernlatan pokok antara lain: Basic local alarm system (sistem 

a!ann Sii'derhana), Simple security lighting( penerangan sederbana), Basic security 

physical barriers (pengamanan batas/pagar!lampu) dan High security locks (kunci 

gembok yang banda!). 

Untuk menunjang ba! tersebut beberapa bel perlu diperbatikan kedepan 

adalab: 

I. Menja!in hubungan dengan pihak-pihak terkai~ seperti : Satuan 
Pengantanan terdekat, unit Polri setempat, unit UGD rumab saki! terdekat 
dan unit Pemadam Kebakaran terdekat. 

2. Melaksanakan pengembangan sosial lingkungan me!a!ui hubungan non 
formal dengan tokoh masyarakat sekitar. 

3. M~mbantu melak.-•;anakan sosialisasi atas kebijakan manajemen 
pengamanan kepada pegawai di BPHN. 

4. Penegakan aturan organisasi dapat dilakaanakan dengan benar sehingga 
kemungkinan kerugian yang mungkin t<lljadi dapat ditekan seminimai 
mungkin. 

5. Merancang program "Community Development" dan melaksanakannya 
bersama institusi BPHN sebagai fuktor panting guna mengaotisipasi 
penyebsb munculnya ancamao dari lingkungan dimana institusi ini 
melakakan alrtifitasnya 

Realitas menunjukkan bahwa dengan kerja keras, profesionaiisme dapat 

tercapai dan organisasi akan menjadi lebih maju. Dan pengetahuan yang terns 

bertumbuh, berkembang luas merupakan sebuah motor penggerekan kemajuan 

kinerja individu petugas keamanan, yang pada akhimya berdampak kepada 

kinerja organisasi menjadi lebih baik. Sehingga tercipta kondisi yang kondusif di 

lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada setiap pegawai yang 

berkarya untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman.. 
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Lampiran2 

PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.R.I 
NOMOR: M.03-PR.07.10 TAHUN 2007 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM 

Pasall30 
Bagian Pengamanan mernp!IDyai tugas melaksanakan urusan keamanan di 
lingkungan 
Departemen. 

Pasal131 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksnd dalam Pasal 130. Bagian 
Pengamanan menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan pengamanan fisik pimpinan Departemen; 
b. pelaksanaan penerbitan dan pengamanan fisik bangnnan dan perlengkapan di 
lingkungan Departernen; 
c. pelaksanaan pengamanan dokmnen dan keterangan yang bersifut rabasia. 

Pasall32 
Bagian Pengamanan terdiri dari : 
a. Subbagian Pengamanan Pirnpinan; 
b. Subbagian Pengamamrn Lingkungan; 
c. Subbagian Pengamamrn Dokamen dan Jalur !nformasi. 

Pasal133 
(1} Subbagian Pengamanan Pirnpinan mempunyai tugas melalrukan pengamanan 
fisik 
Pirnpinan Departemen dan tamu penting. 
(2) Subbagian Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas melalrukan ketertiban 
di 
lingkungan Departemen. 
(3) Subbagian Pengamanan Dokamen dan Jalur lnfonnasi mempunyai tugas 
melakukan 
pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat rahasia di lingkungan 
Departemen. 
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MENTER! KEHAKIMAN 
REPUBUK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KEHAKIMAN REPUBUK INDONESIA 
NOMOR: M.OB.PR.07.10 TAHUN 1983 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAMANAN 
DAlAM UNGKUNGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN 

Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KEHAKIMAN REPUBLJK INDONESIA 

: a. bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan 
keamanan dan ketertlban dalam lingkungan 
Departemen Kehaklman, perlu dimantapkan 
organlsasi dan tata kerja serta pembinaan Satuan 
Pengamanan Departemen Kehakiman; 

b. bahwa organlsasi dan tata kerja serta pembinaan 
Satuan Pengamanan tersebut perlu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Menteri Kehaklman; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara;; 

2. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian; 

3. Keputusan Preslden Republik Indonesia Nomor 44 
Tahun 1974; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 1974 Lamplran 3 jo Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981; 

5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.04-PR.07 .10 Tahun 1982; 

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.10-PR.09.02 Tahun 1983; 
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PERTAMA 

KEEMPAT 

MEMUTUSKAN: 

"ORGANlSASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAMANAN 
OALAM lJNGKUNGAN OEPARTEMEN KEHAI<IMAN", 
sebagaimana tercantum da!am l.ampkan Surat 
Keputusan ini. 
Surat Keputusan In! mu!ai berlaku sejak tanggal 
dfietapl:an. 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 11 Juni 1983 

M£t<TERI KEHAKJMAN R.I. 

lTD 

AU SAID, SH 
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ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SATPAM OEPARTEMEN KEHAKIMAN 

A. Tugas Pokqk. Fungsl dan Peranan 

1. SattJan Pengamanan untuk selanjutnya dlsebut SATPAM mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan keamanan dan ketertlban dl 
l!ngla..mgan/satuan kerjanya, khususnya yang berhubungan dengan 
pengamanan fisik. 

2. Pengamanan dalam bldaog fisil< meliputi orang yang mengingat 
keadaan perlu diamankan, gedung kantor, bangu~n pentlng, lnstalasl 
dan peralatan yang melekat dengan gedung atau bangunan tersebut 
serta llngkungan dari setfap perbuatan atau tindakan yang dapat 
menimbulkan gangguan. 

3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut SATPAM mempunya! 
fungsi melaksanakan segala usana dan keglatan me!fndung! dan 
mengamankan orang, dan segala hal sebagaimana tersebut dalam 
butir 2 dlatas daM setiap gangguan dan ancaman dan ketertrban serta 
pe!anggaran hukum. Fungsl SATPAM mengutamakan pencegahan 
(preventin. 

4. Dalam melal<.sanakan tugasnya SATPAM berperan : 
a. Sebagai unsur pe1akSana dibidang keamanan dan ketertiban 

llngkungan/satuan kerja yang ditetapkan Pembina; 
b, Membantu POLRI dalam pemblnaan keamanan dan ketert!ban 

tertutama dlbldang tertib hukum dan pelaksanaan penegakan 
hukum di llngkunganfsatuan kerja yang dltetapkan Pembina. 

!?., eemblnaan dan Pengendalian 

1. Sekrctar1s Jenderal adalah pembina SATPAM ditingkat Pusat. 
2. Pembinaan SATPAM ditingkat Dlrektorat Jenderal tmigrasl dan 

Pemasyarakatan serta BASINKUMNAS dilakukan oleh masing-masing 
Oirektur Jenderal dan Kepala Badan, 

3. KAKANWll adalah Pembina SATPAM di Daetah Tingkat I. 
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4. Pembinaan Administratif dan Pengendalian Operasional SATPAM dJ 
lbukota l'roplnsi/Daerah Tingkat I dllakukan olen KAlAPAS. 

5. Pembinaan Administratif dan Pengendaltan Operastonal SATPAM di 
lbukota ProplnsljDaerah Tingkat II difakukan oleh KAlAPAS/ 
KARUTAN. 

1. SATPAM dlbe:ntuk pada Sekretariat Jenderal~ Dlrektorat Jenderal 
Imlgrasi dan Pemasyarakatan serta pada setiap Lembaga 
Pemasyarakatan dan RUTAN. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, SATPAM dikelompokkan sebagal 
berikut: 
a. Kelompok; 
b. Regu; 
c. PeJeton; 
d. Kompr. 
Dalam hal jumlah anggota SATPAM melebihi 2 (dua) Kompi akan 
tmpl kurang dali 1 (satu) Batalyon, maka dapat clibentuk 1 (satu) 
Oetasemen. Maslng·maslng kelompok tersebut dipimpin oleh seorang 
Komandan. 

D. Penugasan 

1. SATPAM dapat dlberl tugas membantu pengamanan UPT Dep.artemen 
Kehakiman ralnnya atas penn!ntaan Kepala UPT yang bersangkutan. 

2. Selama d!perbantukan SATPAM yang bernangkutan prald:ls berada 
dlbawah Kepala UPT yang dibantu. 

E. Tata Ketia 

L Hubungan dan Tata Ketja dibldang pengam<man dan ketertlban di 
lingkungan Oepartemen Kehakimao di!aksanakan dengan 
mewojUdkan koordinasi dibidang tugas, fungsi dan peranan KAMTIB 
yang terpadu dalam jajar.m Oepartemen Kehaklman balk ditingkat 
pusat maupun daerab. 
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2. Oalam melaksanakan pembinaan SATPAM, hubungan kerja sama 
dllakukan sebagai berlkut : 
a. Tingkat Pusat : 

1. Penentuan kebijaksanaan yang bersifat nasional dllaksanakan 
oleh Departemen sesual dengan hasil konsultasl dengan 
POW. 

2. Penyelenggaraan koordinasl di dalam lingkungan Departemen 
Kehak!man dan pembinaan administratif serta bimbingan 
teknis ke SATPAM-an sehari-hari di!akukan oleh Kepala Biro 

- Umum Departemen Kehaki:man, sedangkan pengencfalian 
operasionalnya di!aksanakan oleh Kepafa Bagian Keamanan 
setaku DAN SATPAM. 

3. Dlrektur Jenderal Imigrasi, Dlrektur Jenderal Pemasyarakatan 
dan Kepafa BABINKUMNAS menug.askan kepada Sekretaris 
Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan sebagai Pem~lna 
Admln!str:asi{Harian, termasuk melaksanakan koordinasi 
dengan Kepala Biro Umum Departemen Kehakiman. Sebagai 
DANSATPAM pada Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatao 
dan BABINKUMNAS ditunjuk Kepala 6agian Umum masing­
masing, 

b. Tiogkat Daerah : 
Oaerah Tingkat I 
Peneotuan keb!jaksanaan di tingkat daerah dilaksanakan oleh 
KAKANWil DEPKEH sesuai dengan hasil konsu!tasi dengan 
KODAK. 
KALAPAS adalah pembina administl'asi dan pengendali 
operaslooal, Kepala Bagian Pengamanan Q!tetapkan sebagal DAN 
SATPAM yang membantu KALAPAS dalam melaksanakan 
pengencta!ian ;;;peraslonal. 

Daerah 1ingkat II 
81!amana tklal< ada KALAPAS, KARUTAN bertindal< se!aku pembina 
administrasi dan pengendali operasional serta mengadakan 
koordinasl dengan KORES yang bersangkutan untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan pemblnaan SATPAM di 
!lngkungan wifayahnya. 
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Kepafa Seksl Pengamanan ditetapkan sebagai DAN SATPAM yang 
membantu KALAPAS dalam melaksanakan pengendalian 
operasioni!. 

1. Pengadaan Personil : 
a. Pengadaan ~rsonlf SATPAM dlambil dati : 

1) fle9awal organik dari unit kerja masiJl9-masing; 
2) Pener1maan pegawai baru; 
3) Tenaga honorer, tennasuk tenaga pumawirawan ABRI; 

4) Kekaryaan ABRl. 

b. Syaratwsyarat untuk menjadi anggota SATPAM ada1ah sebagai 
berik:ut ; 

1) Syarat·syarat umum: 

a. Warga negara Indonesia pria dan wanlta; 
b. Berpendldikan mlnrmal Sel<o!ah Dasar {SO); 
c. Berbadan sehat, balk ftslk maupun mentar;: 
d. Tinggl badan minimal, wanil# :150 em dan pr!a ISS em. 
e. Tidak menjadi anggota sesuatu organlsasf terlarang; 
f. Tidak pemah terllbat G.JO.S/PKI; 
g. Berl<elakuan balk. 

2) Syarat-syarat khusus : 
a. Untuk pegawal organik dari unit ksja masing-masing, 

umur minimallS tahun, makslmal40 tahun; 
b. Untuk pegawai baru, umur minimal 18 tahun, maksimal 

25 tahun; 
c. Untuk tenaga honorer termasuk tenaga pumawrrawan 

ABfU, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
kebutuhan; 

d. Untuk teoaga kekaryaan ABRI, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang~undangan yang berlaku. 
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2. Pengangkatan/Pemberhentlan : 
Pengangkeltan/pemberhentian anggota SATPAM tingkat pusat 
dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Dlrektur Jenderal 
Pemasyarakatan dan lmlgrasl, sedaog dltingkat daerah oleh Kepa!a 
Kantor Wi!ayah. 

3. Kenaikan Pangkat : 
Kenaikan pangkat bagi anggota SATPAM dlatur sebagal berikut : 
1} Anggota SATPAM yang berasal dati Pegawat Negerl Slp!l dlatur 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bag! pegawal 
nege!i sipil (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan peraturan­
peraturan pelaksananya}; 

2) Anggota SAIPAM yang berasal dari tenaga honorer termasuk 
pumawirawan ABRI tldak ada kenaikan pangkatj 

3} Anggota SAiPAM yang berasal darl tenaga kekaryaan A.eRI diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku bag! 
kekaryaan ABRI; 

4) Anggota SATPAM yang berasal daM tenaga-tenaga dlluar 
ketentuan butir a, b dan c, sesual dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku bagi unlt l<erja: masing-masing. 

4. Jangka Waktu Penugasan : 
Jangka waktu penugasan anggota SATPAM d!atur sebagai berikut: 
1) Bagi Pegawal Negeri Slpll jangka waktu penugasan adalah 4 tahun 

dan dapat diperpanjang apabila dlpandang perlu; 
2) Bagi tenaga honorer termasuk pumawirawan ABRI tergantung 

kepada kebutuhan; 
3) Bagi tenaga kekaryaan ABRl dlatur sesuai dengan ketentuan yang 

beriaku bagi tenaga kekaryaan ABRl. 
5. Penghargaan : 

Kepada: anggota SATPAM yang telah berjasa dalam melaksanakan 
tugasnya dapat dlberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan~ 
ketentuan yang berlaku. 

6. nndakan dan hukuman disiplin : 
Kepada anggota SATPAM disamping dapat dikenakan tindakan dan 
hukuman disiplin ofeh pejabat yang berwenang berdasarkan PP 30 
Tahun 1980 dapat pula dik:enakan tindaka:n dan hukum disiplin 
berdasarkan Peraturan Urusan Dalam. 
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7. Pendidlkan dan latlhan : 

1) Pembentukan dan pengembangan slkap yang memungkinkan 
tumbuhnya wibawa melalui DlKLAT; 

2} Pembentukan dan pengembangan kemampuan tekr'lis SATPAM 
mela!ui pendidikan; 

3) Pembentukan dan pengembangan keterampilan teknis SATPAM 
melalui latihan. 

8. Pengasramaan : 
Sejauh mungkin dlusahakan dalam komplekfasrama. 

!'?· Kelengkapan dan PerlenQkapan 

SATPAM da!am melakukan tugasnya dilengkapi dengan kelengkapan dan 
perlengkapan sesoar dengan peraturan yang berlaku. 
Yang d!maksud dengan keiengkapan la!ah : 

a. Pakaian seragam; 
b. Atribut; 
c. Kartu Tanda Anggota; 
d. Buku Saku; 
e. Kelengkapan !a!nnya. 
Khusus mengenal pakaian ooragam akan dlatur rersendiri dalam SKfP 
MENKEH tentang Tanda Jabatan dan Kepangkatan serta Pakaian Seragam 
dalam lingkungan Oepartemen Kehaklman. 
Yang dimaksud dengan periengkapan lala:h : 
a. Peluit; 
b. Pentungan karet; 
c. PisaUi 
d. Senter; 
e. Borgol; 
f. Senjata api; 
g. Alat·alat k:omunikas! dan alarm/tanda bahaya untuk mengetahui 

sesuatu leblh awar; 
h. Alat detektori 
i. Penggunaan lampu {warning !lght dan sebagainya); 
j. Moblr!tas; 
k. Pertengkapan !ainnya. 
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Pembinaan kelengkapan dan perlengkapan cliarahkan untuk menlngkatkan 
mutu serta penggunaannya secara efektlf dan efisien. 

G. Anggaran 

Pada pokoknya anggaran penge!olaan SATPAM yang me!Jputl biaya 
pemblnaan dan biaya operasional SATPAM dlbebanlG!n kepada unit yang 
mengelola SATPAM. 
Secara garis besar anggaran yang dfperlukan lalah : 

a. Pengadaan perlengkapan dan kepengkapan SATPAM; 
b. Biaya pendidikan dan lat!han SATPAM; 
c. Lauk pauk; 
d. Pengadaan asrama; 

e. laln«laln 
Pembinaan temadap anggaran dib.mjukkan agar anggaran tersebut dapat 
menunjang kegiatan SATPAM dengan balk. 

H. !?engawa$an dan PengendaUan 

Pengawasan dan pengendallan dUaksanakan c!'engan ketjasama antara 
pimpinan unit yang mengelofa SATPAM dengan POlRl, balk dalam 
pengaturan t~knis mauptm dalam pelaksanaan tugasE guna selalu dapat 
mehgetahul dan memonltor perlrembangan sltuasi keamanan dan 
ketertlban dlllngkungan/kawasan kerja yang bersangkutan. 

9 

(lanjutan) 

Manajemen Pengamanan..., R. M. Aminulloh, Pascasarjana UI, 2009



DAFT AR PENGA.TUAN SARANA BAGIAN PENGAMANAN 2009 
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MAN USIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL 

N9 Jeiits 
1. I Mobil Operasional 

Pengamanan dan 
Palroli 

2. I Perangkat 
Kompu1er dan 
Plinler. 

3. I Kerucut parkir 
ukuran Tinggi BO 
Cm. 

4. I Lampo senter3 
Batrey. 

5. I lampu I.ALIN 3 
fungsi. 

JUMLAH 
- ~:·;y~<i\(:~··;·;>i>~{!<' ;..,_ . 1 .. -- • '•·. "' \' -'7·,::;-- "' ·-' ' .• ·._ ·-· ,;; . _,,,._ ,...,," ._, ___ '"' . -;-_--:--:;---:_-:--:.-·:;·~-- \ ---;- '; ;;:-:--;--:;:-;:·~·-·-·-·-·---::; 

PERUMT"KAN'' ,.,,., .•.•• , ···' 6,,,., IMI ' . K""uruu•N ·' "'""'liD•'""'''•· .·. . ,. ,.,.,...,., • ..,A ... , . 
-·-· -· '-~n~ ·. ,-,<!i\>•>k~· \\>',; {t,~~:J.!~.J i'r , ' t:~:J, • ", ~ ,;,;,_> :~~~:~~~--· . ·.• ., ' ... ,?'; :--.\-~l~·-"?'~~";;;,.' <' 

- f"! ... ~n -, Unit I Operasional, mobHisasi dhu r C:U\11! 

Pengamanan 

3 unit I Ka Subbag PAM Ungkungan, Ka 
Subbag PAM Pimplnan dan Ka 
Subbag PAM Doklunnfo. 

50 buah I Pos Pengamanan Gedung utama, 
Kediaman menteri, dan Kediaman 
Dlnas Pejabat Esselon I Lebak 
Bulus. 

100 I Pos Pengamanan Gedung Utama, 
buah Kediaman Menten, Kediaman 

Dlnas Pejabat Esselan I Lebak 
Bulus, Pas jaga Di~en HKI 
tangerang, Pas jaga BPSDM 
Clnere, dan Pas Jaga BPHN 
Cilililan 

100 I Pas Pengamanan Gedung Ulama, 
buah Kediaman Menteri, Kedfaman 

Dinas Pejabat Esselon I Lebak 

I 

3 

10 60 

10 110 

5 105 

1 

3 

50 

100 

100 

Sebagal sararni PatrOl! di seluruh 
Pos Penjagaan dan Sa!ana 
Mobilisasl Personll dalam 
pelaksanaan iugas. 

Administrasl pegawai masing~ 

masing Kasub, PembiJatan 
laporan, dan Amlnlstrasl Umum 

Antisipasl Glat dl Gedung Utama, 
Kedlaman Menten dan Kediaman 
Dlnas Pejabat Esselan I 

Sarana Patrol! dan kontrol 
lapangan persanil dalam 
pelaksanaan tugas penjagaan. 

SaraM Pengawalanan Pefja!anan 
menteri, Pengaturan lalin dl 
soluruh pos penjagaan. 

i 
l!i ... 
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Bulus, Pas jaga Oiljen HKI 
tangerang, Pos jaga BPSOM 
Clnere, dan Pos Jaga BPHN 
Cililltan 

6. Emergency Lamp. 50 buah Pos Pangamanan Gedung Utama, - 50 50 Sarana cadangan dalam kondlsi 
Kediaman Menterl, Kediaman darural blla lerjadi pemadaman 

' 
Olnas Pejabal Esselon I l.ebak listrik di seluruh pas penjagaan. 
Bulus, Pos jaga Diljen HKI 
tangerang! Pos jaga BPSOM • 
Cinere, dan Pos Jaga BPHN 
Cilllitan. 

7. Jas hujan 100 Pos Pengamanan Gedung Utama, 10 I 110 100 Sarana dukungan pemonil da!am 
buah ·Kediaman Menterl, Kediaman pa!aksanaan tugas penjagaan 

i 
Dinas Pejabal Esselon I l.ebak dalam korulisl hl.ljan, sehlngga 
Bulus, Pos jaga Dlljen HKI pelaksanaan tugas pengamanan 
tangerang, Pos jaga BPSOM dan patrol! le!ap dapal 

I Clnere, dan Pos Jaga BPHN dilaksanakan meski dalam 
Cililitan. suasana hujan. 

8. Helm PKD 50 Buah Perno nil SATGAS Khusus 10 so 50 Pembenrukan Pemonil Saruan 
Pengamanan. Tugas Khusus Pengamanan, 

untuk kagia!an yang bersllat 
darurat dan membutuhkan 

• mobilisasl tinggi . 

--·--- I 

"" .E. 
~ 

.[ 
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9. Drah Rim sllang 5Q Buah Porsonil SATGAS Khusus 10 
wamaHitam. Pengamanan, 

10, Motor operasional 1 buah Sub Bagian Pengamanan -
Pongamanan Linglrungan dan instalasi 

' 

i 11. Mesin Ponghancur 1 buah Subbeg PAM Da~unnfo -
Kertas 

12, Filing Cabinet 3 Bual1 Subbag PAM Lingkurn.Jan 1 
Subbag PAM Pimplnan 
Subbag PAM Doklunnfo 

13, Mesin Ketik manual 18uah Subbag PAM Do~urinfo -

14. Handy Cam 1 Buah Operaslonal Pengamanan -

60 50 

1 1 

1 1 

4 3 

1 1 

1 1 

Pambenlllkan Personn Satuan 
Tugas Khusus Pongamanan, 
unlllk koglatan yang bersifat 
darurat dan membulllhkan 
mobillsasi tinggi. 

Sarana Patroli dan Mollilisasi 
sebegai penunjeng tugas Ba!gas 
Khusus PAM dan monitoring sella 
palroll dl seluruh pos penjagaan 
wilay.;h DKI Jakarta Raya dan 
Tangerang, 

Kepenuan admlnistrasi umum dan 
pemusnallan dokumen yang 
sudah statis, 

Untuk penylmpanan berkas 
admlnistrasi Pegawai 
Pangamanan. 

Kepenuan Admlnlstrasi umum dan 
Pengetikan. 

Dakumentasl glat Unjuk Rasa, 
Kejadlan dan be rang bukti 
peristiwa. 

j' 
g 
~ 
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.. 

15. Kamera Dignal 1 Suah Operasional Pengamanan . 1 1 Dokumenlasl giat Unjuk Rasa, 
Kejadian dan barang baldi 
perisliwa 

' I 

! 16. Pi!n!"kalan M1 1 paket Lantal M1 penghubung antara . . - - Memlnimalisir lalu lintas bagl yang 
gedung Ulama Sekjen dangan tidak berl<epentlngan di M1 
Gedung Diljen AHU dan Dltjen 
Peradilan 

17. SenjalaApl 10 Operasional Pimpinan PAM - - . Pengawalan dan pengamanan 
Pucuk Operasional Kawai menten keselamalan unsure Pimpinan 

Operasional PAMDAL kediaman 
Menreri 

I ~~ional Tim Advance 

-;:> 

.E. g 
~ 
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POSJAGA 
10-09-2009 JAM9:00 

Lampiran5 
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LOBBY BPBN 2009 
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KONDISI GERBANG DAN PAGAR 
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AREALPARKIR KENDARAANRODAEMPAT(DALAM) 

15-9-2009 

( LUAR ) 

(lanju1lln) 
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AREALPARKIR KENDARAANRODADUA 
10 ·09- 2009 JAM 9:00 

Olllljutan) 

1-
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AREALPARKIR KENDARAANRODADUA 
TIDAK P ADA TEMPATNYA (DEKAT LORONG & GUDANG) 

10 -09-2009 JAM 9:00 
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KONDISI ALAT PEMADAM KEBAKARAN 
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